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ABSTRAK

Erliana, S.H.

Magister Kenotariatan

KEDUDUKAN HUKUM DEBITOR YANG
PERKAWINANNY A TIDAK SAH DALAM
PERMOHONAN KEPAILITAN (STUDI KASUS
PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA
PUSAT No.11/PAILIT/2008/PN.NIAGA.JKT.PST).

Dalam suatu kepailitan, terdapat berbagai pihak yang memiliki kepentingan, seperti
debitor yang berutang dan kreditor yang berpiutang. Karenanya harus diadakan
pengaturan-pengaturan mengena  kepailitan. Hukum Kepailitan yang berlaku
sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kepailitan tidak hanya
dapat diagjukan oleh kreditor, tetapi juga dapat digjukan oleh debitor sendiri. Tetapi
hal tersebut memberikan celah bagi debitor untuk melarikan diri. Dalam hal tersebut,
Hakim harus bersikap aktif karena pemeriksaan permohonan kepailitan bersifat
sederhana. Mengenai pelunasan utangnyapun, kreditor tidak dapat melakukan apapun
apabila debitor berdalil tidak mempunyai aset berharga. Penelitian ini adalah
penelitian yuridis-normatif dan menggunakan teori hermeneutika hukum.

Kata kunci : Kedudukan Hukum Debitor, Hukum Kepailitan.
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ABSTRACT

Nama : Erliana, S.H.
Program Studi : Magister of Notary
Judul : DEBTOR'S LEGAL STATUS WHOSE MARRIAGE

IS UNLAWFUL IN BANKRUPTCY PETITION
(CASE STUDY THE VERDICT OF COMMERCIAL
COURT CENTRAL OF JAKARTA
NO.11/PAILIT/2008/PN.NIAGA.JKT.PST).

In a bankruptcy, there are many parties who have an interest in it, caled Debtor
who owes and Creditor who has receivables. Therefore, there should ne a sufficient
regulation to keep everything related to bankruptcy measured. The bankruptcy law
which regulates the bankruptcy in Indonesiais Law No. 37 Year 2004. Bankruptcy
is not only stated by creditor, debtor is aso capable to put his own state into
bankruptcy and the debtor may exploit it in order to escape from the debts.
Pertaining to that issue, the judge is expected to be more active in consideration of
the nature of the examination in bankruptcy petition is simple. Concerning the debts
settlement, the creditor would be helpless if the debtor can not provide any
adequate assets to repay the debts. This research is jurisdicia normative type of
research and using the theory of hermeneutikalaw

Key words : Debtor’s Legal Status, Bankruptcy Petition.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Per masalahan

Daam kehidupan, manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan untuk
hidup. Sehingga manusia harus berusaha dan akhirnya mendirikan suatu
usaha. Dalam menjalankan usahanya tersebut tidak selalu berjalan dengan
baik, melainkan terdapat berbagai macam permasalahan khususnya dalam
bidang keuangan, misalnya adanya kebutuhan perusahaan itu sendiri yang
semakin tinggi tetapi pemasukan perusahaan tidak dapat menutupinya maka
akan menimbulkan hutang dan hutang yang terjadi ditambahkan dengan
bunga sehingga perusahaan tidak lagi sanggup membayar hutang-
hutangnya. Dengan demikian dapat dikatakan kehidupan suatu perusahaan
tidak hanya mengalami keuntungan melainkan dapat mengalami kerugian
yang menimbulkan terjadinya kepailitan.

Bagi usaha perseorangan, hutang bukanlah ha yang buruk, asalkan
masih dapat membayar kembali hutang tersebut, keadaan ini disebut
solvabel, artinya perusahaan atau usaha perseorangan yang mampu
membayar hutang-hutangnya, sebaliknya jika perusahaan atau perseorangan
yang sudah tidak mampu membayar hutang-hutangnya lagi disebut
Insolvabel, artinya tidak mampu membayar.*

Subjek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, subjek hukum

ada 2 (dua) macam yaitu :

1. Manusia (Naturlijk Person) adalah subjek hukum yang utama
Manurut hukum yang berlaku di Indonesia diakui sebagai
manusia pribadi, artinya diakui sebagai orang atau person

menurut hukum.  Jadi setigp manusia dianggap sebagal

! Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, Pengantar hukum Kepailitan Indonesia,
1994, hal.2.

1
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pendukung hak dan kewgiban dalam lalu lintas hukum dan
merupakan subjek hukum.

2. Badan hukum (Rechts Person) adalah buatan manusia. Adapun
yang mendorong terbentuknya suatu pengertian badan hukum
adalah manusia di dalam hubungan-hubungan hukum privat tidak
hanya hubungannya dengan sesamanya sgja, tetapi juga terhadap
persekutuan. Jadi apabila beberapa orang mengadakan kerjasama
dan atas dasar ini merupakan kesatuan, maka kesatuan ini
merupakan badan hukum setelah memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan oleh undang-undang.

Modal yang dimiliki oleh para pengusaha tidak selalu dari dirinya
sendiri, melainkan pada umumnya merupakan pinjaman yang berasal dari
berbagai sumber, seperti bank, penanaman modal, penerbitan obligasi
maupun cara lain yang diperbolehkan, dan hal tersebut menimbulkan
banyak permasalahan penye esaian utang piutang dalam masyarakat.

Krisis moneter yang melanda Indonesia sgjak pertengahan tahun
1997 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan
perdagangan nasional, oleh sebab disampingnya krisis moneter tersebut juga
terjadi krisis politik di Indonesia. Keadaan tersebut menimbulkan masalah-
masalah yang berantai, yang menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan
yang kemudian menimbulkan terjadinya pengangguran dimana-mana dan
permasal ahan sosial lainnya.

Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah
utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan
perangkat hukum yang mendukungnya. Kemudian pada tangga 22 April
1998 berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah
dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan,
yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1998. Perubahan dilakukan oleh karena Undang-Undang

2 |bid, hal. 3
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tentang Kepailitan (Faillisementsverordening, Staatsblad 1905:217 juncto
Saatsblad 1906:348) yang merupakan peraturan perundang-undangan
peninggalan pemerintahan Hindia Belanda, sudah tidak sesuai lagi dengan
kebutuhan dan perkembangan, namun perubahan inipun tidak memenuhi
perkembangan dan kebutuhan di masyarakat, olehnya itu Pemerintah atas
persetujuan DPR pada tanggal 18 Oktober 2004 telah mengesahkan
Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, syarat
untuk mengaukan permohonan pailit ke pengadilan, Debitor harus
mempunyai dua atau lebih kreditor yang salah satunyatelah jatuh tempo dan
tidak dapat dibayar. Debitor dapat orang perseorangan atau badan hukum
yang telah mendapatkan pengesahan menurut undang-undang yang dapat
mengaj ukan permohonan pailit ke pengadilan.

Sehubungan dengan Debitor perseorangan, menurut ketentuan Pasal
4 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, disebutkan : (1) Dalam hal permohonan
pernyataan pailit digjukan oleh Debitor yang masih terikat dalam pernikahan
yang sah, permohonan hanya dapat digjukan atas persetujuan suami atau
istrinya

Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 4 ayat (1) UU No. 37 Tahun
2004, dikemukakan : “Ketentuan ini hanya berlaku, apabila permohonan
pernyataan pailit digukan oleh Debitor. Persetujuan dari suami atau istri
diperlukan, karena menyangkut harta bersama. |katan pernikahan yang sah
harus dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang.

Ketentuan di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1)
dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menegaskan : (1)
Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menghubungkan kedua ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa
Debitor yang terikat perkawinan yang sah dan telah dicatatkan oleh pejabat
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berwenang, untuk menggukan permohonan pailit waib mendapat
persetujuan dari suami atau istrinya, perlunya persetujuan ini dengan alasan
menyangkut harta bersama yang nantinya akan menjadi bodel pailit.

Perkawinan yang sah dan telah dicatatkan, tentunya tidak akan
menimbulkan permasalahan, namun jika dihadapkan pada keadaan
perkawinan yang tidak dicatatkan pada pegawa yang berwenang, haruslah
dipandang sebagai perkawinan yang sah®. Dan rangkaian permasalahan
hukum kemudian timbul apabila Debitor yang perkawinannya tidak
dicatatkan tersebut, mengajukan permohonan pailit, dimana Debitor
bersangkutan mengajukan permohonan pailit tanpa ada persetujuan dari
suami atau istri. Yang oleh pengadilan® permohonan pailit tersebut ditolak
dengan alasan tidak mendapat persetujuan dari suami atau istri. Sedangkan
dalam ketentuan telah dengan jelas ditegaskan syarat bagi Debitor
perseorangan yang hendak mengajukan permohonan pailit.

Adanya perbedaan pandangan antara apa yang telah ditegaskan
dalam perundangan-undangan dengan pendapat pengadilan melalui Hakim
daam menafsirkan suatu ketentuan kedalam suatu putusan pengadilan
mendasari penulis untuk mengkaji kedudukan Debitor. Berdasarkan alasan
tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya dalam sebuah tesis
dengan judul “KEDUDUKAN HUKUM DEBITOR YANG
PERKAWINANNYA TIDAK SAH DALAM PERMOHONAN
KEPAILITAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
No. 11/PAILIT/2008/PN.NIAGA.JKT.PST.)"

% Pasal 101 KUHPerdata, berbunyi : Bila ternyata, bahwa daftar-daftar itu tidak pernah

ada, atau telah hilang, atau akta perkawinan itu tidak terdapat di dalamnya, maka penilaian tentang
cukup tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan diserahkan kepada hakim, asalkan
kelihatan jelas adanya hubungan selaku suami-istri.

“Pasal 1 angka 7 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang K epailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang, menyebutkan Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan
peradilan umum,
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1.2 Pokok Permasalahan
Berdasarkan uraian tersebut di muka, di bawah ini dikemukakan tujuan
penelitian adalah untuk mengetahui :
1. Apakah yang mendasari Hakim Pengadilan Niaga menolak
permohonan pailit yang digukan oleh Debitor?
2. Bagamanakah pemenuhan kepentingan kreditor dihubungkan dengan
hasil Putusan Pengadilan Niaga dan Kasasi pada kasusini?

1.3 Metode Penelitian
1. Bentuk Pendlitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode
penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat yuridis-normatif
yang mengacu kepada peraturan-peraturan yang tertulis atau hukum
positif serta bahan-bahan hukum lain, yang berkaitan dengan
permasalahan.”

Sebagal suatu penelitian yuridis-normatif, maka penelitian ini
berbasis pada analisis terhadap norma hukum sehingga yang dianalisis
adalah norma hukum, balk dalam peraturan perundang-undangan
maupun yang sudah secara konkrit diterapkan oleh hakim dalam kasus-
kasus yang diputuskan di pengadilan.

Pemahaman yang mendalam mengenai pengaturan tentang
kepailitan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas, yaitu
Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penelitian ini menggunakan Teori Hermeneutika hukum sebagai
metode penemuan hukum, dimana dalam pengertian Hermeneutika jika
dilihat dari perspektif filosofis yaitu, aliran filsafat yang mempelgari
hakikat hal mengerti atau memahami sesuatu. Sesuatu yang dimaksud
disini dapat berupa teks, naskah-naskah kuno, peristiwa, pemikiran, dan

® Soerjono Soekanto dan Sri Mamudii, Penelitian Hukum Normatif, Cet. 8, (Jakarta :
Rajagrafindo Persada, 2004), hal. 12.
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kitab suci, yang kesemua hal ini merupakan objek penafsiran
hermeneutika.

Secara etimologis kata “hermeneutika’ itu berasal dari bahasa
Yunani kata kerja “Hermeneuein” yang berarti: menafsirkan atau
menginterpretasi, kata benda “hermenia yang berarti: penafsiran atau
interpretasi. Dari kata kerja hermeneuein dapat ditarik tiga bentuk makna
dasar dalam pengertian aslinya, yaitu: (1) mengungkapkan kata-kata,
misalnya “to say”; (2) menjelaskan, seperti menjelaskan sebuah situasi;
(3) menerjemahkan, seperti didalam tranditerasi bahasa asing. Ketiga
makna itu bisa diwakilkan dengan bentuk kata kerja inggris “to
interpret”, namun masing-masing dari ketiga makna tersebut membentuk
sebuah makna yang independen dan signifikan bagi interpretasi.®

Menurut B. Arief Sidharta’, mula pertama hermeneutika itu
dikembangkan adalah sebagal metode atau seni untuk menafsirkan teks.
Kemudian lewat karya Scleiermacher dan Wilhem Dilthey
mengembangkan dan menggunakan hermeneutika sebagal metode untuk
ilmu-ilmu manusia, khususnya ilmu sgjarah. Akhirnya, lewat karya
Hegel dan karya Heidegger, Gadamer mengembangkan hermeneutika
sebagal landasan kefilsafatan ilmu-ilmu manusia dalam bukunya “ Truth
and Method” . Dalam buku tersebut, Gadamer menyisishkan paragraph
khusus dengan judul “the exemplary significance of legal hermeneutics”
yang intinya berbicara mengenai signifikans hermeneutika hukum.®
Kemudian daam karya Heidegger dan karya Gadamer, hermeneutika
sebaga metode dikembangkan menjadi filsafat hermeneutika yang
berintikan konsep-konsep kunci berikut: pendidikan (bildung), tradisi
(ueberliefrung), prasangka (Vorurteil), pemahaman (verstehen),
lingkaran  hermeneutika  (hermeneutische  zirkel), pengalaman
(erfahrung), sgarah pengaruh (wirkungsgeschichte), kesadaran sgjarah

® Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum, Y ogyakarta, Ul Press: 2005, hal.20.

" B. Arief Sidharta, Refleks Tentang Struktur IImu Hukum, Mandar Maju, Bandung:
1999, hal. 94-103.

8 Hans Georg Gadamer, Truth and Method, terjemah oleh Ahmad Sahidah, Kebenaran
dan Metode, Pengantar Filsafat Hermeneutika, Pustaka Pelgjar, Y ogyakarta: 1965, hal. 289.
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pengaruh (effective historical conciousness), dan perpaduan cakrawala
(fusion of horizons).

Definis Hermeneutika hukum sendiri, yaitu agaran filsafat
mengenai hal mengerti/ memahami sesuatu, atau sebuah metode
interpretasi terhadap teks dimana metode dan teknik menafsirkannya
dilakukan secara holistik dalam bingkai ketertarikan antara teks, konteks,
dan kontekstualisasi. Teks tersebut dapat berupa teks hukum, peristiwa
hukum, fakta hukum, dokumen resmi negara, naskah kuno atau kitab
suci.’® Kemudian menurut B. Arief Sidharta, filsafat hermeneutika
memberikan landasan kefilsafatan pada ilmu hukum, atau filsafat ilmu
dari ilmu hukum. Sebab dalam mengemplementasikan ilmu hukum
untuk menyelesaikan suatu masalah hukum, misalnya di pengadilan,
kegiatan interpretasi itu tidak hanya dilakukan terhadap teks yuridis,
melainkan juga terhadap kenyataan yang menimbulkan masalah hukum
yang bersangkutan (misalnya menetapkan fakta-fakta yang relevan dan
makna yuridikalnya).™

Hermeneutika hukum penting digunakan oleh para hakim pada
saat menemukan hukum. Penemuan hukum oleh hakim tidak semata-
mata hanya penerapan peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa
konkrit, tetapi sekaligus penciptaan hukum dan pembentukan hukumnya.
Menurut Gadamer, hermeneutika hukum pada hakekatnya sangat
berguna, ketika seorang hakim menganggap dirinya berhak untuk
menambah makna orisinal dari teks hukum. Oleh karena itulah
hermeneutika hukum berfungsi sebagal metode untuk interpretasi atas
teks hukum/ peraturan perundangan yang dijadikan dasar
pertimbangannya serta interpretasi antar peristiwa dan fakta akan sangat
membantu Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di pengadilan.

°B. Arief Sidharta, ibid, hal. 95-96.

'%bid, hal .45.

"1 B, Arief Sidharta, SH., makalah Hermeneutik: Landasan K efilsafatan ilmu Hukum
dalam bahan kuliah/ handout Mata Kuliah Filsafat Hukum, pada program doktor (S3) I1mu Hukum
Ull Yogygjarta Tahun 2007, hal. 12.
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2. JenisData

Data yang dipergunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah
data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang
dilakukan melalui wawancara dengan pihak yang bersangkutan.*?

Selain data primer, juga diperlukan data sekunder yang diperoleh
melalui literatur-literatur kepustakaan. Data kepustakaan digolongkan
dalam tiga bahan hukum, yaitu bahan-bahan hukum primer, bahan-
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.®

Bahan hukum primer ,yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,*

seperti  peraturan perundang-undangan, instrumen-instrumen hukum
nasional maupun internasional dan seterusnya, yang berkaitan dengan
masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang
digunakan yaitu antara lain Undang-Undang No. 37 Tahun 2004
Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berikut peraturan
pelaksanaannya, dengan tujuan memperoleh ketentuan yuridis tentang
masalah-masal ah yang akan dibahas.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,™ antara lain
buku-buku tentang literatur kepailitan, catatan kuliah, karya ilmiah,
data hasil penelitian, maupun data yang diperoleh dari internet.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder,'® antara lain kamus mengenai istilah-istilah hukum sebagai
penunjang untuk mendapatkan data mengenai masalah yang akan
dibahas, dan lain-lain.

12 5ri Mamudji, dkk. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum, Cet. 1, (Depok :
Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 6.
13 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet.3, (Jakarta : Penerbit
Universitas Indonesia, 2005), hal .51-52.
“ Ibid, hal .52.
% bid.
% 1hid.
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3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang
dilakukan dengan membaca, mengutip, dan mempelgari buku-buku
atau sumber-sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan
permasalahan tesisini.

Studi kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Departemen Sosial
Republik Indonesia, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas
Indonesia-Depok, Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, penelusuran internet, database library online
beberapa Universitas.

Selain itu pengumpulan data dilakukan juga dengan penelitian di
lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak yang
terkait dengan topik tesis ini seperti kuasa hukum pihak kreditor,
Notaris dan lain-lainnya.

4. Metode Analisis Data

Dari sifat penelitiannya yang bersifat deskriptif analitis, maka hasi
penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, artinya bak data
sekunder (data kepustakaan) maupun data primer (hasil wawancara)
yang sudah dikumpulkan kemudian dipilah-pilah, dan selanjutnya
disusun kembali berdasarkan kualifikasi sesuai dengan obyek yang
diteliti. Setelah itu diolah, guna perumusan kesimpulan penelitian

tersebut, dianalisis secara mendalam, holistik, dan komperehensif.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dari suatu penulisan merupakan suatu uraian mengenai
susunan itu sendiri secara teratur dan rinci dengan maksud untuk
mempermudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh dan jelas dari
hasil penelitian tersebut. Penulisan hukum ini terbagi dalam tiga bab, yang
manadari bab-bab tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Bab 1 merupakan pendahuluan yang berisi uraian latar belakang
permasalahan yang mendorong penulis untuk menulis mengenai penelitian
ini. Pada Bab 1 ini meliputi juga pokok permasalahan, metode penelitian
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yang digunakan, dan sistematika penulisan. Dengan membaca Bab 1 ini ,
maka sepintas akan dapat diketahui apa yang menjadi pokok bahasan dalam
tesis ini dan yang akan menjadi pengantar untuk memasuki bab-bab
selanjutnya yang menjelaskan hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah
pokok.

Bab 2 membahas kedudukan hukum debitor yang perkawinannya tidak
tercatat secara sah dalam hubungannya dengan permohonan kepailitan, hal-
hal yang mendasari hakim dalam memutuskan permohonan kepailitan
tersebut, serta pemenuhan kepentingan kreditor terhadap hasil putusan dalam
perkaraini.

Bab 3 merupakan bagian terakhir, yaitu Penutup, yang merupakan
rangkuman hasil penelitian dan analisis dari seluruh uraian tesis yang beris
simpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan dan juga saran
dari penulis sebagai bahan pertimbangan bagi para pihak yang terkait dengan
permasal ahan dalam penelitian ini.
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BAB 2
KEDUDUKAN HUKUM DEBITOR YANG PERKAWINANNYA TIDAK
SAH DALAM PERMOHONAN KEPAILITAN (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 11/PAILIT/2008/PN.NIAGA.JKT.PST.)

2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum K epailitan
2.1.1 Sgarah Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan yang berlaku di Indonesia pada saat ini, yaitu
Undang-Undang No0.37 Tahun 2004. Tetapi sebelum membahas hukum
kepailitan Indonesia, sebaiknya kita membahas terlebih dahulu sejarah hukum
kepailitan yang berasal dari negaralain.
2.1.1.1 Hukum Kepailitan di Zaman Romawi

Hukum kepailitan di zaman Romawi telah ada pada tahun 118
SM (Sebelum Masehi). Pada masa itu, apabila seorang debitor tidak
dapat melunasi hutangnya, maka pribadi s debitor secara fisik yang
harus bertanggung jawab. Pada abad ke-5 SM, apabila debitor tidak
dapat melunasi hutangnya, kreditor berhak untuk menjual debitor
sebagal budak. Hasil penjualan tersebut merupakan suber pelunasan bagi
hutangnya kepada kreditor. Namun sebelum dapat menjual debitor
sebagal budak, kreditor harus memberikan waktu 60 hari kepada debitor
untuk mengupayakan pelunasan hutangnya tersebut.*’

Pada zaman Yunani kuno dan zaman Republik Romawi, apabila
debitor meninggal dunia sementara ia belum melunasi hutangnya,
kreditor dapat juga menyita jenazahnya sebagai jamitan hutang terhadap
ahli waris debitor sampai pelunasan hutang itu diselesaikan. Karena
menurut kepercayaan yang berlaku pada waktu itu, jenazah seseorang
harus tetap utuh agar s mati dapat berhasil dalam perjalanan menuju

alam baka. Yang digunakan untuk memperoleh pembayaran kembali

7 sitan Remi Sjahdeini. Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun
2004 tentang Kepailitan. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2009, hal. 10-11.
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tagihan kreditor pada waktu itu berdasarkan pada nilai-nilai
keagamaan.®

Mendekati abad ke-2 Masehi, perbudakan debitor telah
dihapuskan, tetapi hukuman penjara terhadap debitor masih tetap
berlangsung. Dalam hal tersebut, kreditor tidak boleh memanfaatkan
debitor yang dipenjarakan sebagai pelayan. Debitor hanya dapat ditahan
sebagai jaminan hutang sampai ada yang bersedia melunasi hutangnya.*®

Di kotae-kota dagang di Italia di zaman Romawi itu, pada
umumnya, dilakukan eksekusi terhadap harta kekayaan debitor untuk
melunas hutang-hutangnya. Pengawasannya dilakukan oleh hakim yang
memastikan bahwa pelunasan tagihan masing-masing kreditor dilakukan
secara proporsional sesuai dengan besarnya tagihan.?

Hal tersebut diatas diciptakan berdasarkan pendapat umum yang
menyatakan bahwa eksekus terhadap harta kekayaan debitor yang tidak
dapat melunasi hutang-hutangnya kepada kreditor adalah memang patut,
dan karena itu para kreditor berhak menjual harta kekayaan debitor
apabila debitor ingkar janji

2.1.1.2 Hukum Kepailitan Perancis

Ketentuan Romawi-Itali tersebut kemudian diambil alih oleh
Prancis dan berlaku terutama di Lyon, yang pada waktu itu banyak
dikunjungi oleh pedagang Italia Di Prancis pada waktu itu, untuk
hubungan keperdataan diadakan ketentuan-ketentuan tentang pembagian
harta kekayaan debitor yang ingkar janji, bahkan diberlakukan pula
ketentuan pidana untuk perbuatan-perbuatan curang terhadap hubungan-
hubungan utang-piutang.?

Ketentuan induk tentang kepailitan di Prancis terdapat di dalam
Ordonance du Commerce (Peraturan Dagang) tahun 1673. Di dalam

Ordonance telah dikenal perbedaaan perlakuan antara kreditor konkuren

8 |bid, hal 11.
¥ pid.
2 |pid.
2 | bid, hal.12.
2 |pid.
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dan kreditor preferen. Pada tahun 1807, Ordonance tersebut
disempurnakan menjadi Code de Commerce (KUH Dagang), yang
menentukan antara lain bahwa kepailitan berlaku untuk para pedagang
sga. Sementara itu, sanksi pidana dapat dikenakan pula terhadap debitor
yang dengan itikad jahat telah menipu kreditor. Code de Commerce itu
kemudian diambil aih oleh negara-negara Eropa lainnya, termasuk
Belanda. Melaui asas konkordas akhirnya hukum kepailitan Belanda
berlaku puladi Hindia Belanda.®

2.1.1.3 Hukum Kepailitan Inggris

Bagi negara-negara dengan tradisi hukum Common Law, di
mana hukum berasal dari Inggris Raya, tahun 1952 merupakan tonggak
sgjarah, karena pada tahun tersebut hukum pailit dari tradis hukum
Romawi diadops ke Inggris. Peristiwa ini ditandai dengan
diundangkannya sebuah undang-undang yang disebut Act Against Such
Persons As Do Make Bankrupt oleh parlemen di masa kekaisaran Raja
Henry VIIl. Undang-undang ini menempatkan kebangkrutan sebagai
hukuman bagi debitor nakal yang membayar utang dan
menyembunyikan aset-asetnya. Undang-undang ini memberikan hak-hak
bagi kelompok kreditor yang tidak dimiliki oleh kreditor secara
individual .**

Dalam hukum kepailitan Inggris lama yang paling penting adalah
The Satue of Bankrupts tahun 1570. Undang-undang tersebut bertujuan
untuk menindak dan menghukum debitor-debitor yang curang. Undang-
undang itu berlaku hanya untuk para debitor yang pekerjaannya adalah
pedagang, dan undang-undang itu menentukan, seorang debitor yang
melakukan “an act of bankruptcy shall be reputed, deemed and taken for

a bankrupt” .

2 |bid.hal.12-13.

# Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan Indonesai, Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama, 2004, hal .1.

% Sytan Remi Sjahdeini, Op.Cit., hal.13.
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Berdasarkan adanya pengaduan, Lord Chancellor dapat
menunjuk suatu komisi yang terdiri atas orang-orang yang “wise, honest,
and discreet” yang diberi wewenang untuk menyita harta kekayaan
debitor yang pailit dan menjualnya uyntuk melunasi secara pro rata
hutang-hutangnya. Debitor pailir tetap harus bertanggung jawab
sepanjang hutang-hutangnya belum dilunasi seluruhnya. Debitor pailit
dapat ditempatkan di penjara oleh komisi dan berdasarkan ketentuan
undang-undang yang kemudian dapat ditempatkan pada pillory dan
kehilangan kupingnya. Pillory adalah sesuatu yang dibuat darikayu
dimana pada zaman dahulu kepala dan tangan dari mereka yang
melakukan perbuatan tidak terpuji dipasung dan orang tersebut diolok-
olok oleh orang ramai. Seseorang yang hartanya telah habis dijua oleh
komisi untuk melunasi hutang-hutangnya tetap tidak bebas dari hutang-
hutangnya apabila hutang tersebut masih bersisa.?®

Hukum kepailitan Inggris Kuno dibuat untuk melindungi para
kreditor dan menghukum para debitor yang mengelak membayar hutang-
hutangnya. Pikiran untuk memperkenankan seorang debitor secara
sukarela mengajukan permohonan pernyataan pailit, yaitu sebagal cara
untuk keluar dari kesulitannya karena hutang-hutang yang harus dibayar
kepada para kreditornya, baru masuk ke dalam hukum kepailitan Inggris
pada abad ke-19. Undang-undang tersebut kemudian diubah dan
dilengkapi dengan berbagai undang-undang selama bertahun-tahun
setelah itu.?’

Undang-undang kepailitan yang berlaku di Inggris pada saat itu
adalah Insolvency Act of 1986 yang mulai berlaku segjak 29 Desember
1986.

2.1.1.4 Hukum Kepailitan Amerika Serikat
Sejarah hukum kepailitan di Amerika Serikat dimulai dengan

perdebatan konstitusional yang menginginkan Kongres memiliki

*1bid.
" Ibid.
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kekuasaan untuk membentuk suatu aturan yang seragam mengenal
kebangkrutan.?

Hukum kepailitan yang berlaku selama masa kolonia di
Amerika Serikat juga memberlakukan The Statue of Bankrupts of 1570.
Undang-undang kepailitan yang pertama dikeluarkan oleh pemerintah
Federal adalah The Bankruptcy Act of 1800. Kesempatan bagi seorang
debitor untuk secara sukarela mengajukan permohonan pernyataan pailit
terhadap dirinya baru masuk ke dalam hukum kepailitan Amerika
Serikat setelah berlakunya Bankruptcy Act of 1841.%

The Bankruptcy Act of 1898, yang telah diubah beberapa kali,
adalah hukum kepailitan yang berlaku di Amerika Serikat sampai tahun
1979 ketika undang-undang kepailitan yang sekarang, yaitu Bankruptcy
Code mulai berlaku. The Bankruptcy Act adalah undang-undang
kepailitan modern pertama Amerika Serikat dan sebagian besar telah
menjadi dasar bagi The Bankruptcy Code.

Bankruptcy Code Amerika Serikat mengatur kepailitan, baik
untuk debitor yang berbentuk persekutuan, perusahaan, maupun
perorangan. Bankruptcy Code juga berlaku bagi badan hukum kotapraja.
Bankruptcy Code mengecualikan debitor yang berbentuk perusahaan
kereta api, perusahaan asuransi, dan |lembaga perbankan.

Cara untuk memperoleh pertolongan bagi debitor di Amerika
Serikat sekarang ini adalah dengan mengajukan permohonan bankruptcy.
Dengan adanya tindakan sukarela tersebut, maka debitor menyatakan
dirinya pailit sebaga upaya untuk mencari jalan keluar dari tuntutan-

tuntutan para kreditornya.

2.1.1.5 Hukum Kepailitan Belanda

Pada mulanya dalam hukum Belanda tidak dikenal perbedaan
antara kooplieden (pedagang) dengan niet kooplieden (bukan pedagang)
daam kepailitan. Namun, pada permulaan abad ke 19, yaitu ketika
Belanda dijgjah Perancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte

% Rachmadi Usman, Op.Cit.,hal.2.
# Sutan Remi Sjahdeini, Op.Cit., hal.14-15.
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berlakulah Code du Commerce (sgak 1 Januari 1814 ssampai dengan 30
September 1838). Pada masa Code du Commerce itu juga dikenal
adanya perbedaan antara kooplieden dengan niet kooplieden, dan Code
du Commer ce hanya berlaku bagi kooplieden.

Kemudian sesudah Belanda merdeka, Belanda membuat sendiri
Wetboek van Koophandel (WvK) yang mulai berlaku pada 1 Oktober
1838. WvK ini dibagi dalam 3 (tiga) buku dan buku Ill adalah Van de
Voorzieningen in geval van onvermogen ven kooplieden, yang diatur
dalam Pasal 764 — Pasal 943 dan dibagi dalam 2 (dua) titel yaitu: *°

1. Van Faillisement, dan
2. Van Surseance van Betaling.

Sedangkan Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering buku 11
titel 8 mengatur tentang Van de toestand van kennelijk onvermogen,
yang diatur dalam Pasal 882-Pasal 899 yang hanya berlaku bagi niet
kooplieden.

Adanya dua peraturan diatas yang membedakan antara
kooplieden dan niet kooplieden ternyata banyak menimbulkan kesulitan
dan tidak disukai oleh para sarjana hukum waktu itu antara lain Prof.
Mollengraf.

Pemerintah Belanda bermaksud untuk meniadakan pemisahan
hukum tersebut dengan menciptakan saiu hukum bagi seluruh rakyat
Belanda. Akhirnya Prof. Mollengraaf ditugaskan oleh pemerintah untuk
menyusun Rancangan Undang-Undang Kepailitan dan berhasil pada
tahun 1887. Rancangan tersebut kemudian disahkan menjadi Undang-
Undang dengan nama Faillisementwet dan mulai berlaku pada 1
September 1896 (Lembaran Negara Tahun 1893 No.140).
Faillisementwet ini sekaligus mencabut Buku 11 WvK dan Buku 111 titel
8 Wetboek van Rechtsvordering dan berati juga tidak dapat lagi
perbedaan antara hukum yang berlaku bagi kooplieden dan niet
kooplieden.®

% Sunarmi, Hukum Kepailitan, Medan: USU Press, 2009, hal.6.
% Sunarmi, Ibid., hal. 6-7.
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2.1.1.6 Hukum Kepailitan Indonesia
Pada tanggal 22 April 1998 pemerintah telah menetapkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998
tanggal 22 April 1998 tentang Pembahan atas Undang-undang tentang
Kepailitan (Lembaran Negara R.l. Tahun 1998 No. 87 (Undang-undang
Kepailitan). Perpu tersebut kemudian telah disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat untuk menjadi undang-undang dan menjadi Undang-
undang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No.
1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan
menjadi Undang-undang tanggal 9 September 1998 (Lembaran Negara
RI | Tahun 1998 No. 135).
Dalam sgarah, berlakunya Peraturan Kepailitan di Indonesia
dapat dibagi menjadi 3 (tiga) masa, yakni :*
1. Masa sebelum Faillisements Verordening berlaku,
2. Masa berlakunya Faillisements Verordening, dan
3. Masa berlakunya Undang-Undang K epailitan sekarang ini
Tetapi penulis akan memasukkannya ke dalam beberapa masa
sampai dengan berlakunya Undang-undang kepailitan yang sekarang,
yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

2.11.6.1 Undang-undang Kepailitan Sebelum 1945
Mula-mula, kepailitan untuk kasus pedagang
(pengusaha) Indonesia diatur dalam Wetboek van Koophandel
(W.v.K), buku Ketiga, yang berjudul van de Voorzieningen in
geval van onvermogen van kooplieden (Peraturan tentang
Ketidakmampuan Pedagang). Peraturan ini termuat dalam Pasal
749 sampa dengan Pasal 910 W.v.K, tetapi kemudian telah

dicabut berdasarkan Pasal 2 Verordening ter Invoering van de

% Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, Cet.2, Malang : UPT Penerbitan Universitas
Muhammadiyah, 2007, Hal.9.
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Faillissementsverordening (S. 1906-348). Peraturan ini berlaku
untk pedagang sgja.

Sedangkan  kepailitan untuk  bukan pedagang
(pengusaha) diatur dalam Reglement op de Rechtsvordering atau
disingkat Rv (S.1847-52 jo. 1849-63), Buku Ketiga, Bab
Ketujuh, yang berjudul: Van den Saat van Kenndijk
Onvermogen (Tentang Keadaan Nyata-nyata Tidak Mampu),
dalam Pasal 899 sampai dengan Pasal 915, yang kemudian telah
dicabut oleh S. 1906-348. Adanya dua buah peraturan ini telah
menimbulkan banyak kesulitan dalam pelaksanaannya, di
antaranya ialah: banyak formalitas yang hams ditempuh; biaya
tinggi; terlalu sedikit bagi Kreditor untuk dapat ikut campur
terhadap jalannya proses kepailitan; dan pelaksanaan kepailitan
memakan waktu yang lama.

Karena adanya kesulitan-kesulitan tersebut, maka
timbul keinginan untuk membuat peraturan kepailitan yang
sederhana dengan biaya yang tidak banyak, agar memudahkan
daam pelaksanaannya. Sehubungan dengan maksud tersebut,
maka pada tahun 1905 telah diundangkan
Faillissementsverordening (S. 1905-217).

Peraturan ini lengkapnya bernama Verordening op het
Faillissement en de Surseance van Betalin voor de Europeanen
in Nederlands Indie (Peraturan Untuk Kepailitan Dan Penundaan
Pembayaran Untuk Orang-Orang Eropa). Berdasarkan
Verordening ter invoering van de Faillissementsverordening (S.
1906-348), Faillissementsverordening (S. 1905-217) itu
dinyatakan mulai berlaku padatanggal | November 1906.

Dengan berlakunya Faillissementsverordening tersebut,
maka dicabutl ah:

1. Seluruh Buku HI dari WVK.

2. Reglement op de Rechtsvordering, Buku I, Bab

Ketujuh, Pasal 899 sampai dengan Pasal 915.
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Faillissementsverordening ini hanya berlaku bagi orang
yang termasuk golongan Eropa sgja. Hal ini sesuai dengan asas
diskriminas hukum yang diberlakukan oleh pemerintah Hindia
Belanda pada waktu itu terhadap penduduk Hindia Belanda. Pada
waktu itu, sesual dengan ketentuan Pasal 163 Indische
Staatsregeling, penduduk Hindia Belanda dibagi atas beberapa
golongan sebagai berikut:

- Golongan Eropa;

- Golongan Bumiputra;

Golongan Timur Asing yang dibagi lagi ke dalam:

- Golongan Timur Asing Cina, dan;

- Golongan Timur Asing bukan Cina (India, Pakistan,

Arab dan lain-lain).

2.1.1.6.2 Undang-undang K epailitan Sgak 1945

Setelah  bangsa  Indonesa = memproklamasikan
kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, ada beberapa kurun
sgarah yang perlu dicermati sehubungan dengan berlakunya
Faillissementsverordening (Peraturan Kepailitan). Kurun-kurun
sgarah itu ialah tahun 1945-1947, tahun 1947-1998 dan tahun
1998-sekarang.

2.1.1.6.3 Tahun 1945-1947

Pasal Il Aturan Peradihan UUD 1945 menentukan
sebagal berikut:
"Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung
berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-
Undang Dasar ini".

Berdasarkan Aturan Peralihan tersebut, maka seluruh
perangkat hukum yang berasal dari zaman Hindia Belanda
diteruskan berlakunya setelah proklamas kemerdekaan, kecuali
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jika setelah diuji ternyata bertentangan dengan nilai-nilai yang
terkandung di dalam Pancasila.

2.1.1.6.4 Tahun 1947

Pada tahun 1947, pemerintah pendudukan Belanda di
Jakarta menerbitkan Peraturan Darurat Kepailitan 1947
(Noodsregeling Faillissmenten 1947). Tujuannya ialah untuk
memberikan dasar hukum bagj penghapusan putusan kepailitan
yang terjadi sebelum jatuhnya Jepang. Tugas ini sudah lama
selesai, sehingga dengan demikian Peraturan Darurat Kepailitan
1947 itu sudah tidak berlaku lagi.

2.1.1.6.5 Tahun 1947-1998

Di daam praktik, Faillissementsverordening relatif
sangat sedikit digunakan. Faktor penyebabnya antaralain karena
keberadaan peraturan itu di tengah-tengah masyarakat, kurang
dikenal dan dipahami. Sosialisasinya ke masyarakat sangat
minim. Awalnya, Faillissementsverordening itu hanya berlaku
untuk pedagang di lingkungan masyarakat yang tunduk pada
hukum perdata dan dagang Barat saja.

Akibatnya,  Faillissementsverordening  itu  tidak
dirasakan sebagal sesuatu peraturan yang menjadi milik
masyarakat pribumi, dan karenaitu pulatidak pernah tumbuh di
dalam kesadaran hukum masyarakat.

Faktor penyebab lain ialah karena sebagian besar
masyarakat pedagang atau pengusaha pribumi Indonesia dan
para pengusaha menengah dan kecil masih belum banyak
melakukan transaks bisnis yang besar-besar. Pada umumnya
pula mereka masih melakukan transaksi dalam lingkungan yang
terbatas. Sebagian besar masyarakat pengusaha Bumiputra
belum mengenal sistem hukum bisnis Barat.
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Antaralain mereka belum:

- melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan badan

usaha berbentuk Perseroan Terbatas,

- menerbitkan dan atau melakukan perdagangan surat-

surat berharga,

- melakukan pembukuan atas transaksi-transaksi bisnis

dan keadaan keuangannya, melakukan pembayaran

dengan menggunakan sistem  perbankan, dan

membebankan tanggung jawab atas utangnya pada

kekayaan perusahaan, bukan pada kekayaan pribadinya

Karena persepsi masyarakat yang negetif terhadap badan
peradilan, maka masyarakat merasa tidak ada sarana yang
efektif yang dapat digunakan Kreditor
untuk dapat melindungi  kepentingannya, khususnya agar
Debitor yang nakal dapat melunasi kewagjibannya, jika perlu
dengan melakukan paksaan secara hukum melalui pengadilan.

2.1.1.6.6 Tahun 1998-2004

Pengaruh gegjolak moneter yang terjadi di beberapa
negara di Asia termasuk di Indonesia sgjak pertengahan tahun
1997 telah menimbulkan kesulitan yang sangat besar terhadap
perekonomian Nasional terutama kemampuan dunia usaha
dalam mengembangkan usahanya. Terlebih lagi dalam rangka
untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka pada kreditor.
Keadaan ini pada gilirannya telah melahirkan akibat yang
berantai dan apabila tidak segera disdesakan akan
menimbulkan dampak yang lebih luas lagi.®® Karena itu,
penyelesaian masalah utang haruslah dilakukan secara cepat dan
efektif. Selamaini masalah kepailitan dan penundaan kewajiban

% |bid, hal.11.
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membayar utang diatur dalam Faillissementsverordening S.1905
N0.217 Jo. S.1906 N0.248.**

Di samping adanya kesediaan untuk berunding itu, bisnis
Debitor harus masih memiliki prospek yang bak untuk
mendatangkan revenue, sebagai sumber pelunasan utang yang
direstrukturisasi itu. Mengingat upaya restrukturisas utang
masih belum dapat diharapkan akan berhasil baik, sedangkan
upaya melalui kepailitan dengan menggunakan
Faillissementsverordening yang berlaku dapat sangat lambat
prosesnya dan tidak dapat dipastikan hasilnya, maka masyarakat
Kreditor, terutama masyarakat Kreditor luar negeri,
menghendaki agar Peraturan Kepailitan Indonesia, yaitu
Faillissementsverordening, secepatnya dapat diganti atau
diubah.®

IMF sebaga pemberi utang kepada pemerintah Republik
Indonesia berpendapat pula bahwa upaya mengatasi krisis
moneter Indonesia tidak dapat terlepas dari  keharusan
penyelesaian utang-utang luar negeri dari para pengusaha
Indonesia kepada para Kreditor luar negerinya dan upaya
penyelesaian kredit-kredit macet perbankan Indonesia. Oleh
karena itu, maka IMF mendesak pemerintah Republik Indonesia
agar segera mengganti atau mengubah Peraturan Kepailitan
yang berlaku, yaitu Faillissementsverordening, sebagai sarana
penyelesaian utang-utang pengusaha Indonesia kepada para
K reditornya.*®

Sebaga hasil desakan IMF tersebut, akhirnya
pemerintah turun tangan, dan lahirlah Perpu No. 1 Tahun 1998
tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan
(Perpu Kepailitan). Perpu tersebut mengubah dan menambah
Peraturan Kepailitan (Faillissementsverordening).

*Ibid.

¥ gsutan Remi Sjahdeini, Op.Cit., hal.23.

% 1bid.
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Dari segi bahasa, ada yang kurang tepat pada judul Perpu
tersebut, karena selama ini Faillissementsverordening kita kenal
dengan sebutan "Peraturan Kepailitan" dan bukan "Undang-
undang Kepailitan". Oleh penyusun Perpu, kata "verordening”
dalam Faillissementsverordening telah diterjemahkan dengan
kata "Undang-undang". Oleh karena selama itu kata
“verordening” telah diterjemahkan ke dalam istilah “peraturan”,
maka Perpu Kepailitan disebut sebagai Perpu No. 1 Tahun 1998
tentang “ Perubahan Peraturan Kepailitan”.

Kemudian diterbitkannya Perpu Kepailitan pada
tanggal 22 April 1998 maka 5 bulan kemudian Perpu Kepailitan
dan perubahan atas Kepailitan itu ditetapkan menjadi Undang-
undang No. 4 Tahun 1998.

Untuk memahami terjadinya perubahan terhadap
Faillissementverordening hingga menjadi  Undang-undang
Kepailitan, yaitu UU No. 4 1998, perlu diketahui latar belakang
mengapa perubahan itu dilakukan. Beberapa pertimbangan yang
dikemukakan adalah:*’

- Gegolak moneter yang terjadi di Indonesia sejak

pertengahan tahun 1997 telah memberi pengaruh yang

tidak menguntungkan terhadap kehidupan perekonomian

nasional, dan menimbulkan kesulitan yang besar di

kalangan dunia usaha untuk meneruskan kegiatannya

termasuk dalam memenuhi kewajiban kepan Kreditor.

- Untuk memberikan kesempatan kepada pihak Kreditor

pada perusahaan sebagal Debitor untuk mengupayakan

penyelesaian yang adil, diperlukan sarana hukum yang
dapat digunakan secara cepat, terbuka dan efektif.

- Salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi

penyelesalan utang-piutang adalah peraturan tentang

kepailitan, termasuk peraturan tentang penundaan

37 |bid, hal.9-12.

Kedudukan hukum..., Erlina, FH Ul, 2011.



24

kewgjiban pembayaran utang & Peraturan tentang
kepailitan yang masih berlaku, yaitu
Faillissementsverordening atau Undang-undang tentang
Kepailitan sebagaimana termuat dalam Staatsblad Tahun
1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor
348, memerlukan penyempurnaan dan penyesuaian
dengan keadaan dan kebutuhan bagi penyelesaian utang-
piutang tadi. Untuk mengatasi gejolak moneter beserta
akibatnya yang berat terhadap perekonomian saat ini,
sdah satu persodan yang sangat mendesak dan
memerlukan pemecahan adalah penyelesaian utang-
piutang perusahaan, dan dengan demikian adanya
peraturan  kepailitan dan penundaan kewajiban
pembayaran yang dapat digunakan oleh Debitor dan para
Kreditor secara cepat, terbuka dan efektif menjadi sangat
perlu untuk segera diwujudkan. Selain untuk memenuhi
kebutuhan dalam rangka penyelesaian utang-piutang di
atas, terwujudnya mekanisme penyelesaian sengketa
secara adil, cepat, terbuka dan efektif melaui suatu
pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Umum yang
dibentuk dan bertugas menangani, memeriksa dan
memutuskan berbagal sengketa tertentu di  bidang
perniagaan termasuk di bidang kepailitan dan penundaan
pembayaran, juga sangat  diperlukan  dalam
penyelengaraan  kegiatan usaha dan kehidupan
perekonomian pada umumnya.

- Sehubungan dengan adanya kebutuhan yang sangat
mendesak bagi penyelesaian masalah seperti tersebut di
atas, dipandang perlu untuk secepatnya melakukan
penyempurnaan terhadap be-berapa ketentuan dalam
Undang-undang tentang Kepailitan (Staatsblad Tahun
1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 nomor
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348) dan menetapkannya dengan peraturan pemerintah
pengganti undang-undang.

- Penyelesaian masal ah utang-piutang secara cepat, adil,
terbuka dan efektif, yaitu: penyempurnaan syarat-syarat
dan prosedur permintaan pernyataan kepailitan.
Termasuk di dalamnya, pemberian kerangka waktu yang
pasti bagi pengambilan putusan pernyataan kepailitan.

- Penyempurnaan pengaturan yang bersifat penambahan
ketentuan tentang tindakan sementara yang dapat
diambil pihak-pihak yang bersangkutan, khususnya
Kreditor, atas kekayaan Debitor sebelum adanya putusan
pernyataan kepailitan.

- Peneguhan fungsi Kurator dan penyempurnaan yang
memungkinkan berfungsinya pemberian jasa-jasa
tersebut di samping institus yang selama ini telah
dikenal, yaitu Kurator. Ketentuan yang ditambahkan
antara lain  mengatur syarat-syarat untuk dapat
melakukan kegiatan sebaga Kurator berikut kewajiban
mereka.

- Penegasan upaya hukum yang dapat diambil terhadap
putusan pernyataan kepailitan, bahwa untuk itu dapat
langsung digjukan Kasas ke Mahkamah Agung. Tata
cara dan kerangka waktu bagi upaya hukum tadi juga
ditegaskan dalam penyempurnaan ini. Dalam rangka
kelancaran proses kepailitan dan pengamanan berbagai
kepentingan secara adil, dalam rangka penyempurnaan
ini juga ditegaskan adanya mekanisme penangguhan
pelaksanaan hak di antara Kreditor yang memegang Hak
Tanggungan, gadai atau agunan lainnya. Diatur pula
ketentuan mengenai status hukum atas perikatan-
perikatan yang telah dibuat Debitor sebelum adanya

putusan pernyataan kepailitan.
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- Penyempurnaan dilakukan pula terhadap ketentuan
tentang penundaan kewajiban pembayaran sebagaimana
telah diatur dalam bagian kedua Undang-undang
Kepailitan.

- Penegasan dan pembentukan peradilan khusus yang
mau menyelesaikan masalah kepailitan secara umum.
Lembaga berupa Pengadilan Niaga dengan hakim-
hakimnya yang & bertugas secara khusus. Pembentukan
Pengadilan Niaga bukan merupakan langkah diferensiasi
atlas Peradilan Umum, vyang  dimungkinkan
pembentukannya berdasarkan Undang- undang Nomor
14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan
K ehakiman.

- Mengenai Pengadilan Niaga, dapat dikemukakan
bahwa Pengadilan Niaga bukan merupakan badan
peradilan baru di luar badan-badan peradilan yang telah
ditetapkan oleh Undang-undang No. 14 Tahun 1970
tersebut, tetapi hanya sekadar merupakan chamber
khusus yang baru dalam Peradilan Umum. Jadi, bukan
badan peradilan yang berdiri sendiri. Dalam peraturan
pemerintah pengganti undang-undang ini, peradilan
khusus yang disebut Pengadilan Niaga tersebut akan
khusus bertugas menangani permintaan pernyataan
kepailitan. Keberadaan lembaga ini akan diwujudkan
secara bertahap. Begitu pula dengan lingkup tugas dan
kewenangannya di luar masalah kepailitan, akan
ditambahkan atau diperluas dari waktu ke waktu.

- Semuanya akan dilakukan dengan mempertimbangkan
tingkat kebutuhan, dan yang penting lagi, tingkat
kemampuan serta ketersediaan sumber daya yang akan
mendukungnya.

- Perpu No. 1 Tahun 1998 sebagaimana kemudian telah
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disshkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998 bukan
merupakan Undang-undang Kepailitan yang baru
melainkan hanya sekadar mengubah dan menambah
Faillissementsverordening S. 1905 No. 217 Jo S. 1906
No. 348. Faillissementsverordening terdiri dari 279
pasal, sedangkan UU No. 41 Tahun 1998 mencabut 6
pasa (Pasal 14A, 19, 218, 219, 221 dan 272) dan 1 ayat
(Pasal 149 ayat (3)). Terdapat 93 pasal yang diubah dan
menambah 10 pasal baru. Dengan demikian jumlah pasal
UU No. 4 Tahun 1998 adalah 282 pasal.

2.1.2 Hukum Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37

Tahun 2004

Pada waktu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1
Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan untuk
ditetapkan sebagai undang-undang, terjadi perbedaan pendapat di DPR dan
pemerintah mengenal substansi Perpu tersebut. Salah satu syarat IMF akan
memberikan dana adalah apabila Indonesia mempunyai UU Kepailitan dan
akhirnya disepakatilah bahwa pemerintah dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) tahun terhitung sgjak tanggal UU No. 4 Tahun 1998 diundangkan, yaitu
sejak 9 September 1998, akan menyampaikan RUU tentang Kepailitan yang
baru kepada DPR RI.

Sesual dengan kesepakatan tersebut seharusnya paling lambat tanggal
9 September 1999 Pemerintah sudah harus menyampaikan RUU tentang
Kepailitan yang baru sebagai pengganti Perpu No. 1 Tahun 1998 jo UU No. 4
Tahun 1998. Namun karena berbagai alasan dan hambatan ternyata RUU
tersebut tertunda penyelesaiannya. Pada hakikatnya perbedaanya tidak terlalu,
tetapi ada beberapa ketentuan2 lama yang dihapuskan.

2.1.2.1 Pengertian Kepailitan

Kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang
memberi suatu solus terhadap para pihak apabila debitur dalam
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keadaan berhenti membayar utang kepada kreditur. Lembaga

kepailitan pada dasarnya mempunyai 2 (dua) fungsi sekaligus, yakni:®

1. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa
debitur tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab
terhadap semua utang-utangnya kepada semua kreditur.

2. Kepailitan sebagal lembaga yang juga memberi perlindungan
kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh
kreditur-krediturnya.

Daam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan
Inggris istilah pailit dapat ditemukan. Dalam bahasa Perancis, istilah
faillite artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan
pembayaran. Orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar
utangnya disebut dengan Le Faille.

Di dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah faillit yang
mempunyal arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat.
Sedangkan dalam bahasa Inggris digunakan istilah to fail dan kata di
dalam bahasa L atin digunakan istilah failire.

Di negara-negara yang berbahasa Inggris, untuk pengertian
pailit dan Kkepalitan dipergunakan istilah “bankrupt” dan
“bankruptcy”. Terhadap perusahaan-perusahaan debitur yang berada
dalam keadaan tidak membayar utang-utangnya disebut dengan
“insolvens”. Sedangkan pengertian kepailitan adalah segala sesuatu
yang menyangkut tentang peristiwa kepailitan.

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu
untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari
para krediturnya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya
disebabkan karena kesulitan kondis keuangan (financial distress) dari
usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan
kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita

2010

% http://www.hukumonline.comvklinik/hukum-kepailitan-modern, diakses tgl 7 Juli

%9 Zaina Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia, PT.

RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hal.27.
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umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada
maupun yang akan ada dikemudian hari.Keadaan pailit itu juga
meliputi segala harta bendanya yang berada di luar negeri.*°
Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator
dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama
menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar
seluruh utang debitur pailit tersebut secara proporsional (prorate parte)
dan sesuai dengan struktur kreditur.**
Dalam Black’s Law Dictionary pailit atau Bankrupt adalah :
“the state or conditional of a person (individual, partnership,
corporation, municipality who is unable to pay its debt as they are, or
became due. The term includes a person against whom am involuntary
petition has been field, or who has field a voluntary petition, or who

has been adjudged a bankrupt.”*?

Dari pengertian bankrupt yang diberikan oleh Black’s Law
Dictionary di atas diketahui bahwa pengertian pailit adalah
ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitur atas utang-
utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan untuk membayar
tersebut diwujudkan dalam bentuk tidak dibayarannya utang meskipun
telah ditagih dan ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan
pengajuan ke pengadilan, baik atas permintaan debitur sendiri maupun
atas permintaan seorang atau lebih krediturnya. Selanjutnya pengadilan
akan memeriksa dan memutuskan tentang ketidakmampuan seorang
debitur.®

Keputusan tentang pailitnya debitur haruslah berdasarkan
keputusan pengadilan, dalam ha ini adalah Pengadilan Niaga yang

0 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perdata Internasional, Cet.2, NV. Van
Dorp & Co., hal.140.

1 Hadi Subhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norama, dan Praktik di Pengadilan,
Jakarta: Kencana, 2009. hal. 1.

42 Ahmad Yani dan Gunawan Widjgja, Seri Hukum Bisnis, Kepailitan, Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, hal.11.

“* Gunawan Widjaja, Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan, Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, hal .84.
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diberikan kewenangan untuk menolak atau menerima permohonan
tentang ketidakmampua debitur. Keputusan pengadilan ini diperlukan
untuk memenuhi asas publisitas, sehingga periha ketidakmampuan
seorang debitur itu dapat diketahui oleh umum. Seorang debitur tidak
dapat dinyatakan pailit sebelum ada putusan pailit dari pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap.

Jadi kepailitan merupakan eksekusi massal yang ditetapkan
dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan
penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik
yang ada pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama
kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditur, yang
dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwenang, sehingga
sesungguhnya kepailitan bertujuan untuk:**

a. Mencegah penyitaan dan eksekusi yang dimintakan oleh kreditur
secara perorangan.

b. Ditujukan hanya mengenal harta benda debitur, bukan pribadinya.
Jadi debitur tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Hakikat sitaan umum terhadap harta kekayaan debitur adalah
bahwa dengan adanya kepailitan dapat menghentikan aksi terhadap
perebutan harta pailit oleh para krediturnya serta untuk menghentikan
lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh debitur yang
kemungkinan akan merugikan para krediturnya. Dengan adanya sitaan
umum tersebut, maka harta pailit dalam status dihentikan dari segala
macam transaksi dan perbuatan hukum lainnya sampai harta pailit
tersebut diurus oleh kurator.

Pengertian kepailitan sering dipahami secara tidak tepat oleh
kalangan umum. Sebagian mereka menganggap kepailitan sebagai
vonis yang berbau tindakan krimina serta merupakan suatu cacat
hukum atas subyek hukum, karena itu kepailitan harus dijauhkan serta
dihindari sebisa mungkin. Kepailitan secara apriori dianggap sebagai
kegagalan yang disebabkan karena kesaahan dari debitur dalam

4 Bernadette Waluyo, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang, (Bandung: Mandar Maju, 1999), hal. 1.
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menjalankan usahanya sehingga menyebabkan utang tidak mampu
dibayar. Oleh karena itu, kepailitan sering diidentikkan sebagai
penggelapan terhadap hak-hak yang seharusnya dibayarkan kepada
kreditur.

Mengenai definisi kepailitan itu sendiri tidak ditemukan dalam
Faillisement Verordening maupun dalam Undang-Undang No.4 Tahun
1998 tentang Kepailitan. Namun dalam rangka untuk memperoleh
pengetahuan yang lebih luas ada baiknya diketahui pendapat dari
beberapa sarjana tentang pengertian pailit tersebut:

1. R. Soekardono menyebutkan kepailitan adalah penyitaan
umum atas harta kekayaan s pailit bagi kepentingan semua
penagihnya, sehingga Balai Harta Peninggalanlah yang
ditugaskan dengan pemeliharaan dan pemberesan boedel dari
orang yang pailit.*”®

2. Siti Scemarti Hartono mengatakan bahwa kepailitan adalah
suatu lembaga hukum dalam hukum perdata Eropa sebagai
realisas dari dua asas pokok dalam hukum perdata Eropa
yang tercantum dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata.*°

3. Menurut Memorie Van Toelichting (Penjelasan Umum)
Kepallitan adalah suatu pensitaan berdasarkan hukum atas
seluruh harta kekayaan siberutang guna kepentingannya
bersama para yang mengutangkan.*’

4. Mohammad Chaidir Ali berpendapat bahwa Kepailitan adalah
pembeslahan massal dan pembayaran yang merata serta
pembagian yang seadil-adilnya diantara para kreditur dengan
dibawah pengawasan pemerintah.*®

4 http://mkn-unsri bl ogspot.com/2009/10/kepailitan. html, diaksestgl. 6 Juli 2010.
“Victor M. Situmorang, Loc.Cit.
" R. Suryatin, Hukum Dagang | dan 1, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hal .264.

8 Mohammad Chaidir Ali, et al, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, (Bandung:
Mandar Maju, 1995), hal.10.
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Daam pengertian kepailitan menurut Mohammad Chaidir Ali

maka unsur-unsur kepailitan, yaitu:

1. Pembeslahan massal, mempunyai pengertian bahwa dengan
adanya vonis kepailitan, maka semua harta pailit kecuali
yang tercantum dalam Pasal 20 Faillissement Verordening,
dibeslag untuk menjamin semua hak-hak kreditur si pailit.

2. Pembayaran yang merata serta pembagian yang seadil-
adilnyamenurut posisi piutang dari para kreditur yaitu:

a. Golongan kreditur separatis.
b. Golongan kreditur preferen.
c¢. Golongan kreditur konkuren.

3. Dengan dibawah pengawasan pemerintah, artinya bahwa
Pemerintah ikut campur dalam pengertian mengawas dan
mengatur penyelenggaraan penyelesaian boedel s pailit,
dengan mengerahkan alat-alat perlengkapannya yaitu:

a. Hakim Pengadilan Niaga
b. Hakim Komisaris
c. Kurator
Daam khasanah ilmu pengetahuan hukum, pailit diartikan
sebagai  debitur (yang berutang) yang berarti membayar utang-
utangnya. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 Faillissement Verordening
(Peraturan Kepailitan) yang menentukan:

“Setigp pihak yang berutang (debitur) yang berada dalam

keadaan berhenti membayar utang-utangnya, dengan putusan

hakim, baik atas permintaan sendiri maupun atas permintaan
seorang atau lebih  pihak berutangnya (krediturnya),
dinyatakan dalam keadaan pailit.”*

49 Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, Malang : UMM Press, 2008, hal.4.
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Dari rumusan Pasal 1 Faillissement Verordening di atas dapat
diketahui bahwa agar debitur dapat dinyatakan pailit, maka harus
dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1.Terdapat keadaan berhenti membayar, yakni bila seorang
debitur sudah tidak mampu lagi membayar utang-utangnya.

2.Harus terdapat lebih dari seorang kreditur, dan saah
seorang dari merekaitu piutangnya sudah dapat ditagih.

Istilah berhenti membayar tidak mutlak diartikan debitur sama
sekali berhenti membayar, apabila ketika digjukan permohonan pailit
ke Pengadilan, debitur berada dalam keadaan tidak dapat membayar
utangnya.*

Periha “keadaan berhenti membayar” tidak dijumpai
perumusannya baik di dalam Undang-Undang, Y urisprudensi, maupun
pendapat para sarjana. Hanya pedoman umum yang disetujui, yaitu
untuk pernyataan kepailitan tidak perlu ditujukan bahwa debitur tidak
mampu untuk membayar utangnya, dan tidak diperdulikan, apakah
berhenti membayar itu sebagai akibat dari tidak dapat atau tidak mau
membayar.>

Dalam Undang-Undang Kepailitan No.4 Tahun 1998,
pengertian pailit tercermin dalam Pasal 1 angka (1) yang menyatakan:

“Debitur pailit mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak
membayar sedikitnya utang yang telah jatuh waktu dan dapat
ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang
berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas
permohonan pailit sendiri maupun atas permintaan seorang
atau lebih krediturnya.” >

Setelah keluarnya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewagjiban Pembayaran Utang,

%0 Mohammad Chaidir Ali, Yurisprudenss Hukum Dagang, (Bandung: Alumni, 1982),
hal. 475.

*! Siti Soemarti Hartono, Pengantar Hukum K epailitan dan Penundaan Pembayaran,
(Yogyakarta: Liberty, 1981), hal. 8.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.
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pengertian pailit dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (1) yang
menyebutkan:
“Kepailitan adalah sita umum atas semua harta kekayaan
debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan
oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.” >

Pasal 1 angka (1) ini menyebutkan bahwa kepailitan adalah
sita umum, bukan sita individual, oleh karena itu diisyaratkan dalam
Undang-Undang Kepailitan bahwa untuk mengajukan permohonan
pailit harus memiliki 2 (dua) atau lebih kreditur. Seorang debitur yang
hanya memiliki 1 (satu) kreditur tidak dapat dinyatakan pailit. Hal ini
bertentangan dengan prinsip sita umum. Bila hanya satu kreditur maka
yang berlaku adalah sita individual. Sita individual bukanlah sita
dalam kepailitan. Dalam sita umum maka seluruh harta kekayaan
debitur akan berada di bawah penguasaan dan pengurusan Kurator.
Debitur tidak memiliki hak untuk mengurus dan menguasa harta
kekayaannya

Kepailitan adalah merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari
prinsip paritas creditorium dan prinsip pari passu prorate parte dalam
rezim hukum harta kekayaan (vermogensrechts). Prinsip paritas
creditorium berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa
barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang
sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang di kemudian hari
akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.>*
Sedangkan prinsip pari passu prorata parte berarti bahwa harta
kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan

hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali

53 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang.

> Kartini Muljadi, “Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang”, Dalam : Rudhy A.

Lontoh (ed.), Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang, Bandung : Alumni, 2001, hal.168.
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apabila antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus
didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.*

Pernyataan pailit ini tidak boleh diputuskan begitu sgja,
melainkan harus didahului dengan pernyataan pailit oleh Pengadilan,
baik atas permohonan sendiri secara sukarela maupun atas permintaan
seorang atau lebih krediturnya. Selama debitur belum dinyatakan pailit
oleh Pengadilan, selama itu pula yang bersangkutan masih dianggap
mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Pernyataan
pailit ini dimaksudkan untuk menghindari penyitaan dan eksekusi
perseorangan atas harta kekayaan debitur yang tidak mampu melunasi
utang-utangnya lagi. Dengan adanya pernyataan pailit disini, penyitaan
dan eksekusi harta kekayaan debitur dilakukan secara umum untuk
kepentingan kreditur-krediturnya. Semua kreditur mempunya  hak
yang sama terhadap pelunasan utang-utang debitur, harta kekayaan
yang telah disita dan dieksekus tersebut harus dibagi-bagi secara
seimbang, sesuai dengan besar kecilnya piutang masing-masing.
Dengan demikian pernyataan pailit hanya menyangkut harta kekayaan
milik debitur sgja, tidak termasuk status dirinya.>®

2.1.2.2 Asas-Asas Hukum Kepailitan

Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang
mempunyai fungs penting, sebagai realisas dari dua pasal penting
dalam KUH Perdata yakni Pasal 1131 dan 1132 mengena tanggung
jawab debitur terhadap utang-utangnya.®’

Dalam kedua pasal ini memberikan jaminan kepastian kepada
kreditur bahwa kewagjiban debitur akan tetap dipenuhi/lunas dengan
jaminan dari kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang akan
ada dikemudian hari. Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata ini

merupakan perwujudan adanya asas jaminan kepastian pembayaran

* | bid.

% Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2004), hal. 12.

*" Rahayu Hartini, Op.Cit., hal. 14.
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atas transaksi- transaksi yang telah diadakan.®® Adapun hubungan
kedua pasal tersebut adalah bahwa kekayaan debitur (Pasal 1131 KUH
Perdata) merupakan jaminan bersama bagi semua krediturnya (Pasal
1132 KUH Perdata) secara proporsional, kecuali bagi kreditur dengan
hak mendahului (hak preferen). Jadi pada dasarnya asas yang
terkandung di dalam Pasal 1131 KUHPerdata dan Pasal 1132 KUH
Perdata ini adalah bahwa undang-undang mengatur tentang hak
menagih bagi kreditur atau kreditur-kreditur terhadap transaksinya
dengan debitur. Bertolak dari asas tersebut diatas sebagai lex generdis,
maka ketentuan kepailitan mengaturnya dalam urutan yang lebih rinci
dan operasional.

Menurut Sri Redjeki Hartono, lembaga kepailitan pada dasarnya
mempunyai duafungsi sekaligus yaitu:

1. Kepallitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada
Krediturnya bahwa debitur tidak akan berbuat curang, dan
tetap bertanggung jawab atas semua utang-utangnya kepada
semua krediturnya.

2. Juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap
kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya.

Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagal suatu

lembaga atau sebagal upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian
konsep yang taat asas sesual dengan ketentuan sebagaimana diatur
daam Pasal 1132 KUH Perdata. Sistem pengaturan yang taat asas
inilah yang mempunyal nilai utama dalam rangka memberikan
kepastian hukum. Dari situlah kemudian timbul lembaga kepailitan
yang berusaha untuk mengadakan tata yang adil mengena pembayaran
utang terhadap semua kreditur dengan cara seperti yang diperintahkan
oleh Pasal 1132 KUH Perdata. Jadi Pasal 1131 KUH Perdata

merupakan dasar hukum dari kepailitan.

% |bid, hal.16.

% Sri Redjeki Hartono, Analisis Terhadap Peraturan Kepailitan Dalam Kerangka
Pembangunan Hukum, Makalah Seminar Nasional dan Lokakarya Restrukturisasi Organisasi
Bisnis Melalui Hukum Kepailitan, FH UNDIP, Semarang, Elips Project, 1997.
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Dalam peraturan perundangan yang lama yakni dalam
Faillisement Verordening maupun UU No.4 Tahun 1998 tentang
Kepailitan tidak diatur secara khusus, namun pada UU No. 37 Tahun
2004 yaitu tentang Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewagjiban Pembayaran Utang dalam penjelasannya menyebutkan
bahwa keberadaan Undang-Undang ini berdasarkan pada sejumlah
asas-asas kepailitan yakni:®°

1. Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang

merupakan perwujudan dari keseimbangan, yaitu disatu pihak

terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya
penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur
yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat
mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga
kepailitan oeh kreditur yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Dalan Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang

memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap

dilangsungkan.

3. AsasKeadilan
Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa
ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan
bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk
mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih
yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing
terhadap debitur, dengan tidak mempedulikan kreditur
lainnya.

4. Asas Integrasi
Asas integras dalam Undang-Undang ini mengandung

pengertian bahwa sistem hukum materilnya merupakan suatu

0 Mutiara Hikmah, Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional, Dalam Perkara-Perkara
Kepailitan, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hal.25-26.
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kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum

acara perdata nasional.

Karena pemeriksaan permohonan kepailitan bersifat sederhana,
maka sifat aktif dari hakim sangatlah diperlukan. Hakim diharapkan
sedapat mungkin mendengarkan kedua belah pihak (debitor dan
kreditor) secara seksama di muka persidangan, serta berusaha
mendamaikan keduanya. Dengan sikap seperti ini, putusan pailit pun
dapat dihindari. Ini akan menguntungkan kedua pihak, sebab
sesungguhnya keputusan kepailitan kurang dapat
dipertanggungjawabkan dan berlarut-larut.®

2.1.2.3 Tujuan dan Fungsi Hukum Kepailitan

Berdasarkan tujuan utama dari hukum kepailitan yang
digambarkan oleh Levinthal, maka Sutan Remi mengemukakan tujuan-
tujuan dari hukum kepailitan adalah:®

1. menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan
debitor di antara para kreditornya;

2. mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan
yang dapat merugikan kepentingan para kreditor;

3. memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik
dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan
hutang.

Profesor Radin menyatakan bahwa tujuan semua undang-
undang kepailitan adalah untuk memberikan suau forum kolektif untuk
memilah-milah hak-hak dari berbagai penagih terhadap aset seorang
debitor yang tidak cukup nilainya.®®

Dalam penjelasan umum Undang-undang No.37 Tahun 2004

dikemukakan mengenai beberapa faktor perlunya pengaturan

6! Zainal Asikin, Op.Cit., hal.33-34.

62 Sytan Remi, Op.Cit., hal .28.

% Bagus Irawan, Aspek-Aspek Hukum Kepailita;, Perusahaan; dan Asuransi,Bandung :
Alumni, 2007, hal.29.
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mengena kepailitan dan penundaan kewgjiban pembayaran hutang,
yaitu:

1. untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam
waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih
piutangnya dari debitor;

2. untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan
kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjua
barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan
debitor atau parakreditor lainnya;

3. untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang
dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri.

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, tujuan-tujuan dari hukum

kepailitan adalah: **

1. Melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak
mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan,
bahwa “semua harta kekayaan debitor baik yang bergerak
maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun
yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi
perikatan debitor”, yaitu dengan cara memberikan fasilitas
dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-
tagihannya terhadap debitor. Menurut hukum Indonesia,
asas jaminan tersebut dijamin oleh Pasa 1131
KUHPerdata. Hukum kepailitan menghindarkan terjadinya
saling rebut diantara para kreditor terhadap harta debitor
berkenaan dengan asas jaminan tersebut. Tanpa adanya
undang-undang kepailitan, maka akan terjadi kreditor yang
lebih kuat akan mendapatkan bagian yang lebih banyak
daripada kreditor yang lemah.

2. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor di antara

para kreditor sesua dengan asas pari passu (membagi

®4 Sutan Remi Sjahdeini, Op.Cit., hal. 29.
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secara proporsional harta kekayaan debitor kepada para
kreditor konkuren atau unsecured creditors berdasarkan
perimbangan besarnya tagihan masing-masing). Di dalam
hukum Indonesia, asas pari passu dijamin oleh Pasal 1132
KUHPerdata.

Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-
perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor.
Dengan dinyatakan seorang debitor pailit, maka debitor
menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus
dan memindahtangankan harta kekayaannya. Putusan pailit
memberikan status hukum dari harta kekayaan debitor
berada di bawah sita umum (disebut harta pailit).

Pada hukum kepailitan Amerika Serikat, kepada debitor
yang beritikad baik diberikan perlindungan dari para
kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan hutang.
Menurut hukum kepailitan Amerika Serikat, seorang
debitor perorangan (individual debtor) akan dibebaskan
dari  hutang-hutangnya setelah selesainya tindakan
pemberesan atau likuidasi terhadap harta kekayaannya.
Sekalipun nilai harta kekayaannya setelah dilikuidas atau
dijual oleh likuidator tidak cukup untuk melunasi seluruh
hutang-hutangnya kepada para kreditornya, tetapi debitor
tersebut tidak lagi diwajibkan untuk melunasi hutang-
hutang tersebut. Kepada debitor tersebut diberikan
kesempatan financial fresh start dan dapat memulai
kembali melakukan bisnis tanpa dibebanin dengan hutang-
hutang dari masalalu. Financial fresh start hanya diberikan
kepada debitor pailit perorangan dan tidak diberikan kepada
debitor badan hukum. Bagi perusahaan yang pailit, jalan
keluar yang dapat ditempuh ialah dengan membubarkan
perusahaan debitor yang pailit itu setelah likuidasi berakhir.
Menurut Undang-undang Kepailitan N0.37 Tahun 2004,
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financial fresh start tidak diberikan kepada debitor, baik
debitor perorangan maupun badan hukum setelah tindakan
likuidasi, dan hal tersebut berarti bahwa debitor tersebut
harus memberesjab hutang-hutangnya yang belum lunas.

Menurut Rudhy Prasetya, adanya lembaga kepailitan berfungs

untuk mencegah kesewenang-wenangan pihak kreditor yang memaksa
dengan berbagai cara agar debitor membayar utangnya.®®

Kepailitan merupakan lembaga hukum yang memiliki fungsi

sebagal redlisas dari tanggungjawab debitor terhadap dan atas
perikatan-perikatan yang dilakukan® sebagaimana diatur dan
dimaksud dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata. Kepailitan itu sendiri dapat mencakup :*

1. Seluruh kekayaan s pallit pada saat dia dinyatakan pailit
(dengan beberapa pengecualian untuk s pailit perorangan)
beserta aset.

2. Hilangnya wewenang s pailit untuk mengurus dan
mengalihkan hak atas kekayaannya yang termasuk harta
kekayaan.

2.1.2.4 Debitor dalam Kepailitan

Pengertian debitor menurut Undang-Undang Kepailitan No. 37
Tahun 2004 dalam ketentuan Pasal 1 angka 1, bahwa debitor adalah
orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang
yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Tetapi dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, istilah yang digunakan untuk
debitor adalah “si berutang”. Dalam KUHPerdata, si berutang adalah
pihak yang wajib memberikan, berbuat atau tidak berbuat sesuatu

% Rudhi Prasetya, Likuidasi Sukarela Dalam Hukum Kepailitan, Makalah Seminar
Hukum K ebangkrutan Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI,
1996, hal.1.

% Sri Redjeki Hartono, Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern,
Artikel padajurnal Hukum Bisnis volume 7 tahun 1999, Y ayasan Pengembangan Hukum Bisnis,
Jakarta, 1999, hal.22.

% Adrian Sutedi, Hukum Perbankan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hal.190-191.
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berkenaan dengan perikatannya, baik perikatan itu timbul karena
perjanjian maupun karena undang-undang.

UUK-PKPU tidak membedakan aturan bagi debitor yang
merupakan individu dengan debitor yang merupakan badan hukum.
Tetapi dalam hal pengguan permohonan terhadap debitor terdapat
aturan yang membedakan sigpa sga yang berhak mengaukan
permohonan selain debitor, kreditor dan bahkan oleh kejaksaan, hal itu
tergantung dari jenis usaha debitor. Dalam ha debitor adalah bank,
permohonan pernyataan pailit hanya dapat digjukan oleh Bank
Indonesia. Apabila debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek,
Lembaga Miring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat
digjukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Dalam hal debitor adalah
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau
Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan
publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat digjukan oleh
Menteri Keuangan.

Ruang lingkup UUK meliputi baik Debitor badan hukum
maupun Debitor orang perorangan memang tidak tegas-tegas
ditentukan dalam Undang-Undang itu, tetapi hal itu dapat disimpulkan
dari bunyi pasal-pasalnya. Misalnya dari Pasal 2 ayat (5) UUKPKPU
yang mengemukakan bahwa “Daam hal Debitor merupakan badan
hukum, maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud
dalam Anggaran Dasarnya’.

Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor
yang berbentuk perseroan terbatas terhadap dirinya, maka harus
memenuhi syarat bahwa “Direks tidak berwenang mengaukan
permohonan pernyataan pailit atas Perseroan sendiri  kepada
pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan Rapat Umum
Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur
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dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang.®®

Apabila dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit
terhadap debitor yang telah meninggal dunia, maka menurut ketentuan
Pasal 208 ayat (1) UUK-PKPU, permohonan tersebut harus digjukan
kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal
terakhir debitor yang meninggal. Pernyataan pailit mengakibatkan
harta kekayaan orang yang meninggal dunia demi hukum dipisahkan
dari harta kekayaan pribadi paraahli warisnya.

2.1.2.5 Syarat-Syarat Kepailitan

Dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit melalui
pengadilan niaga, baik oleh perorangan maupun badan hukum harus
memenuhi beberapa syarat penting. Hal tersebut dapat disimpulkan
dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, sebagai berikut :

1. Debitor terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit
mempunyai dua kreditor; atau dengan kata lain harus memiliki lebih
dari satu kreditor.

2. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang kepada salah
satu kreditornya.

3. Hutang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah
dapat ditagih (due and payable).

2.1.2.5.1 Syarat Kreditor

Mengenai syarat kreditor, menurut Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Kepailitan adalah paling sedikitnya
mempunyai dua kreditor. Syarat ini dikenal dengan concursus
creditorum. Syarat ini tidak ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1)
Faillissementsverordening.

Di dalam Undang-Undang Kepailitan tidak diatur
secara tegas mengenai pembuktian bahwa debitor mempunyai

().

% Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 104 ayat
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dua atau lebih kreditor, dan tidak ditentukan juga bahwa
pemohon pernyataan pailit harus membuktikan hal tersebut,
namun karena menurut Pasal 299 Undang-Undang Kepailitan
menentukan bahwa yang tidak diatur dalam Undang-Undang
maka berlaku ketentuan hukum acara Perdata yang berlaku dan
diterapkan pula terhadap Pengadilan Niaga. Sedangkan
mengenai beban pembuktian menurut Pasal 163 HIR atau Pasal
1865 KUHPerdata ditegaskan harus dipikul oleh pemohon atau
penggugat untuk membuktikan dalil (posita) gugatannya. Maka
pemohon pernyataan pailit harus dapat membuktikan bahwa
debitor mempunyai lebih dari seorang kreditor, selain
membuktikan bahwa sedikitnya satu hutang di antaranya telah
jatuh waktu dan dapat ditagih.

Mengenai pengertian Kkreditor yang dimaksud adalah
kreditor baik konkuren maupun sepratis/ preferen. Hal tersebut
sesual dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1). Khusus mengenai
kreditor separatis maupun kreditor preferen, mereka dapat
mengajukan permohonan pernyataan pailita tanpa kehilangan
hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta
debitor dan haknya untuk didahulukan. Bilamana terdapat
sindikas  kreditor maka masing-masing kreditor adalah
sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 yaitu orang yang
mempunyal piutang karena perjanjian atau undang-undang
yang dapat ditagih di muka pengadilan.®®

Menurut hal yang dikemukakan oleh Mahkamah
Agung Republik Indonesia dalam keputusan Kasasinya No.
07K/N/1999 tanggal 4 Februari 1999, kreditor separatis yang
tidak melepaskan haknya terlebih dahulu sebaga kreditor
separatis, bukanlah kreditor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 1998. Tetapi hal

% Rahayu Hartini, Op.Cit., hal. 40.
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tersebut terbatas pada pengertian kreditor sebagai pemohon
pernyataan pailit.

Hal tersebut diatas ditentang oleh pembuat Undang-
Undang No. 37 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa kreditor
separatis maupun konkuren dapat mengaajukan permohonan
pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan
yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk
didahul ukan.”

2.1.2.5.2 Syarat Adanya Utang

Kata utang (diambil dari kata Gotisch “skulan” atau
“sollen”).”  Pada mulanya harus dikerjakan menurut hukum,
sehingga utang dalam pengertian ini merupakan hal yang dapat
timbul pada kedua belah pihak. Dalam Perikatan, kewajiban
(pemenuhan prestas) yang harus dijalankan menurut hukum
dan merupakan tagihannya yang dapat dimintakan ganti rugi
bila tidak dipenuhi oleh si debitor, sehingga si berpiutang atau
kreditor memiliki piutang (inschuld) dan hak atas tuntutan ganti
rugi, sementara pada pihak si berutang atau debitor memiliki
utang (uitschuld) dan tanggungjawab atas tuntutan ganti rugi
(haftung).”

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama sekali
tidak memberikan rumusan, definisi, maupun arti istilah utang
dalam suatu “perikatan”. Di awali ketentuan Pasa 1233
KUHPerdata, yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan
dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-
undang”, undang-undang hendak menegaskan bahwa setiap
kewgjiban perdata terjadi karena memang dikehendaki oleh
pihak-pihak yang terkait dalam perikatan, yang dengan secara

70Undang—Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang, Penjelasan Pasal 2 ayat (1).

™ Bagus Irawan, Op.Cit., hal.38.

2 1bid.
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senggja dibuat oleh mereka maupun karena ditentukan oleh
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan
pihak-pihak tertentu. Maka, dapat dilihat bahwa setiap
perikatan, baik yang berwujud dalam prestass untuk
memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu, atau untuk
tidak melakukan sesuatu, membawa pada kewagjiban untuk
mengganti dalam bentuk biaya, rugi dan bunga adalah
merupakan suatu bentuk kualifikasi prestas dalam jumlah
tertentu yang mana dapat dinilai dengan uang.”
Pengertian utang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6
Undang-Undang Kepailitan, yaitu
“kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan
dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia
maupun mata uang asing, baik secara langsung
maupun yang akan timbul di kemudian hari atau
kontijen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-
undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila
tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk
mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”.

Mengenai syarat hutang yang telah jatuh waktu dan
dapat ditagih memiliki pengertian yang berbeda. Hutang yang
telah jatuh waktu adalah hutang yang dengan lampaunya waktu
penjadwalan yang ditentukan di dalam perjanjian kredit itu,
menjadi jatuh waktu dan karena itu pula kreditor dapat
menagihnya.”* Tetapi terdapat pengecualian dalam hal tersebut,
bahwa meskipun belum jatuh waktu tetapi hutang tersebut telah
dapat ditagih karena salah satu dari peristiwa-peristiwa yang
disebut events of default, asal klausul tersebut dicantumkan

3 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis, Pedoman Menangani
Perkara Kepailitan, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2004, hal. 6 juncto hal. 10.

™ Sutan Remi Sjahdeini,Op.Cit., hal .56.
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daam perjanjian. Klausul tersebut memberikan hak kepada
kreditor untuk menyatakan nasabah debitor in-default (cidera
janji) apabila salah satu peristiwa (event) yang tercantum dalam
events of default itu terjadi. Peristiwa tersebut bukan sgja
mengakibatkan nasabah debitor cidera janji, tetapi juga
memberikan hak kepada kreditor untuk seketika menghentikan
penggunaan kredit lebih lanjut (debitor tidak berhak lagi
menggunakan kredit yang belum digunakannya), dan seketika
itu pula memberikan hak kepada kreditor untuk menagih kredit
yang telah digunakan.”

Pengertian “utang yang telah jatuh waktu dan dapat
ditagih”, menurut Penjelasan Undang-Undang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah kewajiban
untuk membayar utang yang telah jatuh waktu bak karena
diperjanjikan, percepatan waktu penagihannya sebagaimana
diperjanjikan, pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang
berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau
mahelis arbitrase.

Cara menentukan “utang telah dapat ditagih” menurut
Pasal 1238 KUHPerdata ialah bahwa pihak debitor dianggap
lalai apabila debitor dengan surat teguran (somasi) telah
dinyatakan lalai dan di dalam surat tersebut debitor diberi
waktu tertentu untuk melunasi utangnya. Apabila setelah
jangka waktu yang telah ditentukan tersebut si debitor belum
juga melunasi utangnya, maka debitor dianggap lalai, berarti
utang debitor telah dapat ditagih.

Daam hal debitor tidak melunasi utangnya kepada
kreditor, meskipun utang tersebut relatif jauh lebih kecil
dibandingkan dengan aset perusahaan, sangat dimungkinkan
digjukannya pailit terhadap debitor oleh Pengadilan Niaga.

5 |bid, hal. 57-58.
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2.2 Kedudukan Hukum Debitor yang Perkawinannya Tidak Sah Dalam

Hukum Kepailitan

Debitor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap
dirinya sendiri. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU. Hal
tersebut mengingat bahwa permohonan pernyataan pailit bukan sga untuk
kepentingan kreditor, tetapi juga kepentingan debitor yang tidak dapat
bertahan lagi dalam melunasi utang-utangnya.

Pernyataan pailit yang digukan oleh debitor sendiri harus memenunhi
beberapa syarat, yaitu :

a. Debitor mempunyai lebih dari satu kreditor, dan

b. Debitor sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu
dan telah dapat ditagih.

Mengenai permohonan pernyataan yang digjukan oleh debitor sendiri,
debitor tersebutlah yang harus membuktikan bahwa ia telah memenuhi
syarat-syarat tersebut. Tetapi di samping untuk kebaikan debitor sendiri, hal
tersebut memicu munculnya debitor yang melakukan kecurangan-kecurangan
dan rekayasa demi kepentingannya tersebut, seperti yang dikemukakan oleh
Retnowulan Sutantio, yaitu sebagal berikut:

a. Permohonan pernyataan pailit digjukan oleh seorang pemohon yang
dengan sengaja telah membuat utang kanan-kiri dengan maksud untuk
tidak membayar dan setelah itu mengajukan permohonan untuk
dinyatakan pailit. Apakah permohonan semacam itu (akan)
dinyatakan tidak dapat diterima, diterima, atau ditolak?

b. Kepailitan digjukan oleh teman baik termohon pailit, yang berkolusi
dengan orang atau badan hukum yang dimohon agar dinyatakan pailit,
sedangkan alasan yang mendukung permohonan tersebut sengaga
dibuat tidak kuat, sehingga jelas permohonan tersebut akan ditolak
oleh pengadilan niaga. Permohonan semacam ini justru digukan
untuk menghindarkan agar kreditor yang lain tidak dapat mengajukan
permohonan pernyataan pailit terhadap debitor itu, setidak-tidaknya
permohonan kreditor yang lain akan terhambat.
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Daam ha permohonan pernyataan pailit digjukan oleh debitor yang
masih terikat dalam perkawinan yang sah, permohonan hanya dapat digukan
atas persetujuan suami atau istrinya. Tetapi hal ini tidak berlaku apabila
terdapat perjanjian kawin atau tidak terjadi persatuan harta. Ketentuan diatas
berlaku apabila permohonan pernyataan pailit digukan oleh Debitor. Dan
ikatan pernikahan yang sah hatus dibuktikan dengan akta nikah yang
dikeluarkan oleh pgabat yang berwenang. Ha tersebut diatur dalam
ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) UUK-PKPU beserta penjelasannya.

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ketentuan
Pasal 101 menyatakan apabila register-register perkawinan yang dilakukan di
catatan sipil tidak pernah ada atau telah hilang, atau pula akta perkawinanlah
yang tak ada didalamnya, maka terserah pada pertimbangan Hakim mengenal
cukup atau tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan itu, asalkan
hubungan suami-istri tersebut nampaklah jelas adanya.

2.3 Studi Kasus

Dalam penelitian ini dilakukan andisa terhadap Putusan Pengadilan
Niaga Jakarta Pusat No. 11/PAILIT/2008/PN.NIAGA.JKT.PST. Adapun para
pihak dan pokok persoalan dalam kasus tersebut adal ah sebagai berikut :

2.3.1 | dentitas Para Pihak
- PEMOHON dalam perkara kepailitan ini adalah Debitor sendiri,
yaitu Nyonya SILPIANITA (Nyonya Silfianita)
- TERMOHON daam perkara kepailitan ini adalah Kreditur-
kreditur sebagai berikut:

a. Nyonya ANA DJIMIN, yang berkegiatan usaha dengan nama
“Djimin’s Jewelry”, sebagai Kreditur | pada Pengadilan Niaga
dan sebagai Termohon Kasas | pada Tingkat Kasasi.

b. CV. SUMATERA SENI, sebaga Kreditur Il pada Pengadilan
Niaga dan sebagai Termohon Kasasi |1V pada Tingkat Kasasi.

Kedudukan hukum..., Erlina, FH Ul, 2011.



50

c. UD. SINAR REJEKI HANDAL, sebagai Kreditur Il pada
Pengadilan Niaga dan sebaga Termohon Kasas Il pada
Tingkat Kasasi.

d. Tuan SOFIAN DJAJA, yang berkegiatan usaha dengan nama
“Len”, sebagai Kreditur IV pada Pengadilan Niaga.

€. PT. Bank Bumi Arta, sebagal Kreditur V pada Pengadilan
Niaga dan sebagai Termohon Kasasi |1 pada Tingkat Kasasi..

2.3.2 Ringkasan Kasus

Pemohon mempunyai mata pencaharian dan hidup dari kegiatan
usaha berdagang perhiasan dengan nama Toko Mas Gunung Mas, dan
dijalankan dengan membeli barang moda dari beberapa produsen
perhiasan emas untuk kemudian dijual kembali, yaitu dari Kreditur I,
Kreditur 11, Kreditur Ill, dan Kreditur V. Kemudian untuk
meningkatkan modal kegiatan usaha tersebut, Pemohon juga telah
mengajukan dan mendapatkan pinjaman dari Kreditur V dengan
menjaminkan Sertifikat Hak Milik rumah tinggal nya yang terdaftar atas
nama Pemohon, dan dengan membayar secara rutin bunga dan pokok
pinjaman.”

Pada awalnya, selama menjalankan kegiatan usaha berdagang
tersebut, hubungan Pemohon dengan para Kreditor berjalan dengan
sangat baik dan lancar tanpa kendala yang berarti, sampal pada akhirnya
beberapa saat sebelum Pemohon mengaukan permohonan pailit ini,
penjualan ditempat usaha Pemohon menjadi sangat lesu dan pendapatan
Pemohon menurun drastis, yang antara lain disebabkan karena
melonjaknya harga emas dunia yang berpengaruh pada harga emas di
dalam negeri sehingga tidak jarang Pemohon terpaksa menjua tanpa
untung bahkan menjual dengan rugi; karena menurunnya daya beli
masyarakat karena meningkatnya biaya hidup dan harga-harga
kebutuhan pokok, sehingga masyarakat cenderung mengutamakan
pemenuhan kebutuhan pokoknya daripada membeli perhiasan emas; dan

6 Putusan No.11/PAILIT/2008/PN.NIAGA.JKT.PST., hal .2.

Kedudukan hukum..., Erlina, FH Ul, 2011.



51

disebabkan terjadinya musibah banjir yang melanda daerah tempat
tingga Pemohon dan menggenangi rumah tempat kediaman pemohon
selama kurang lebih 1 (satu) minggu, yang menyebabkan Pemohon
beserta keluarga harus mengungsi untuk sementara waktu dan tidak
dapat menjalankan kegiatan usaha berdagang serta menimbulkan biaya-
biaya pengeluaran tidak terduga, disamping kerugian berupa
kehilangan/kerusakan harta benda.”

Meskipun dalam kondisi yang sangat menyulitkan tersebut, namun
sampai dengan surat permohonan pailit didaftarkan, Pemohon masih
memiliki kewajiban utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih
kepada para produsen perhiasan emas, yaitu ;"8

a. Kepada Kreditur |, yang diperjanjian dibayar dengan bilyet giro

sebagamana tercantum dalam Lampiran Bukti P-4a; dan

b. kepada Kreditur IV, sesua dengan yang tercantum dalam

Lampiran Bukti P-4b1 dan bukti P-4b2.

Selama ini, yang menjadi kebiasaan dalam hal pembayaran adalah
Pemohon diberikan tenggang waktu yang bervarias oleh para produsen
perhiasan emas untuk melakukan pembayaran, yaitu antara 2 (dua)
minggu sampai dengan 1 (satu) bulan sgjak pembelian barang modal dari
para produsen perhiasan emas tersebut, dan cara pembayaran yang
dilakukan selama ini adalah dengan menggunakan bulyet giro, dengan
tanggal jatuh waktu yang diberikan oleh para produsen perhiasan emas
tersebut, dan hal tersebut menjadi dasar bukti perhitungan mengenai
kapan utang Pemohon telah jatuh waktu dan dapat ditagih oleh para
kreditur.”

Selain daripada 2 (dua) kewgjiban utang yang telah jatuh waktu
dan dapat ditagih sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga masih
memiliki sgumlah kewgjiban utang yang belum atau akan jatuh waktu
kepada dan dapat ditagih oleh kreditur sebagaimana diuraikan sifat dan

" |bid, hal.2-3.
8 |bid, hal.3-4.
" |bid, hal .4.
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jumlah utang pokok Pemohon, nama dan domisili serta jumlah tagihan
setiap kreditur dari Pemohon, yaitu terdiri dari utang kepada :*

a. Kreditur I, sesuai dengan surat nota tanggal 18 Pebruari 2008,
Nomor 385 (bukti P-6a.1), yang diperjanjikan dibayar dengan
bilyet giro Bank NISP tanggal 19 Maret 2008, Nomor :DJ
988.171 sebesar Rp.45.142.000,- (empat puluh lima juta
seratus empat puluh duaribu rupiah) (bukti P-6a.2) serta surat
nota tanggal 6 Maret 2008, Nomor 612 (bukti P-6a.3), yang
diperjanjikan dibayar dengan bilyet giro Bank NISP tanggal 6
April2008, Nomor : DJ 988.172 sebesar Rp.41.842.000,-
(empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu
rupiah) (bukti P-6a.4) dan bilyet giro bank NISP, tanggal 10
April 2008, Nomor DJ 988.173 sebesar Rp.50.000.000,-
(limapuluh jutarupiah) (bukti P-6a.5),

b. Kreditur 111, sesuai dengan yang diperjanjikan dibayar dengan
bilyet giro Bank NISP tanggal 31 Maret 2009 Nomor DJ
988.174 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
(bukti P-6.b.1) dan bilyet giro Bank NISP tangga 7 April
2008 Nomor DJ 988.175 sebesar Rp.44.580.000,- (empat
puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) (bukti
P-6.b.2).

c. Kreditur 1V, sesuai dengan surat nota tanggal 22 Pebruari 2008
nomor 127445 (bukti P-6.c.1) yang belum diperjanjikan
pembayarannya, namun berdasarkan perkiraan Pemohon
kurang lebih berjumlah sebesar Rp.77.686.000,- (tujuh puluh
tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan
surat nota tanggal 3 Maret 2008 nomor 013351 (bukti P-
6.c.2), yang belum diperjanjikan pembayarannya, namun
berdasarkan perkiraan Pemohon kurang lebih berjumlah
sebesar Rp.92.300.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus
ribu rupiah).

8 |bid, hal.4-6.
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d. Kreditur V, sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit tanggal 22
Me 2007 Nomor 05, yang dibuat dihadapan Indra Wijaya,
Sarjana Hukum, Notaris di kota Tangerang dan diperjanjikan
sampai dengan tanggal 22 Maret 2008 (bukti P-6.d);

Berdasarkan aasan-alasan tersebut diatas dan berdasarkan
ketetntuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004, maka
Pemohon kemudian mengajukan permohonan pailit kepada K epaniteraan
Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan
para Kreditur mengajukan tanggapannya masing-masing. Kemudian
Pemohon mengajukan repliknya pada tanggal 18 April 2008, dan para
K reditur mengajukan dupliknya padatanggal 24 April 2008.%*

Pemohon dan Kreditur 11, I, IV, dan V telah mengaukan
kesimpulannya pada tanggal 07 Mei 2008, sedangkan Kreditur | tidak
mengajukan kesimpulannya.®

Kemudian menurut pertimbangan hukum, berdasarkan dalil
permohonan Pemohon dan atas tanggapan dari para Kreditur, maka yang
menjadi  pokok permasalahan perkara tersebut dan  wajib
dipertimbangkan secara hukum adalah sebagai berikut :

a. Apakah Pemohon mempunya kapasitas sebagai Debitur yang

berhak mengajukan permohonan pailit, yaitu sebagai berikut:®

- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan
apakah benar secara hukum Pemohon adalah sebagai pihak
Debitur yang berhak mengajukan permohonan pailit dan
yang mempunyai utang kepada Kreditur I, 11, 111, 1V, dan V.

- Menimbang bahwa pengertian kreditur dijelaskan adalah
orang yang mempunya piutang karena perjanjian atau
undang-undang yang dapat ditagih muka Pengadilan (pasal
1 ayat (2) UUK). Debitur adalah orang yang mempunyai
utang karena perjanjian atau undang-undang Yyang

pelunasannya dapat ditagih dimuka Pengadilan (pasal 1

8 |bid, hal.7,15..
8 |bid, hal.29.
8 |bid, hal.25-27.
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ayat (3) UUK). Permohonan pailit dapat digukan atas
permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau
lebih krediturnya (pasal 2 ayat (1) UUK). Dengan mengacu
pada ketentuan atas permohonan pailit dapat dimintakan
baik oleh Debitur sendiri maupun Kreditur;

- Menimbang, bahwa sesuai pasal 4 ayat (1) UUK diatur
“Dalam hal permohonan pernyataan pailit digjukan oleh
Debitur yang masih terikat dalam perkawinan yang sah,
permohonan hanya dapat digjukan atas persetujuan suami
atau isterinya”;

- Menimbang, bahwa dalam permohonan ini selaku Pemohon
adalah Debitor yang akan mempailitkan dirinya sendiri dan
dalam permohonannya tersebut Pemohon tanpa ada
persetujuan “suaminya’, maka yang menjadi permasalahan
adalah apakah Debitor telah terikat dalam suatu perkawinan
atau bila terikat dengan perkawinan apakah dalam
perkawinannya tersebut terdapat adanya pemisahan harta
perkawinan;

- Menimbang, bahwa dalam permohonannya kuasa Hukum
Pemohon menyatakan bertindak untuk dan atas nama
“Nyonya’ Silpianita tapi dalam posita, replik dan
kesmpulan yang digukan kuasa hukum Pemohon tidak
mendalilkan dengan tegas apakah Pemohon telah terikat
dalam perkawinan yang sah atau tidak, demikian pula kuasa
hukum Pemohon juga tidak membuktikan dan tidak
membantah atas tanggapan dari para kreditur yang
menerangkan bahwa Pemohon mempunyai seorang suami
yang bernama BUYUNG TJOMAS dan dalam
perkawinannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Menimbang, bahwa dalil tanggapan dari kreditur yang
menerangkan bahwa Pemohon mempunyai seorang suami
yang bernama BUYUN TJOMAS dan dalam
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perkawinannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak
dibuktikan dengan surat bukti Kl-1-3=KI-2.1c berupa kartu
keluarga WNI N0.0952070013469 yang diterbitkan oleh
Pemerintah Propinsi DKI Jakarta Kotamadya Jakarta Barat
atas nama Buyung Tjiomas selaku Kepala Keluarga, bukti
Kl-2.21=bukti P-6d berupa akta perjanjian kredit, bukti KI-
2.2b berupa akta pengakuan hutang, bahwa dalam bukti
tersebut diterangkan bahwa Pemohon dalam melakukan
akta perjanjian kredit dan melakukan akta pengakuan
hutang benar telah mendapat persetujuan dari suaminya
yang bernama BUYUN TJOMAS;

- Menimbang, bahwa dari bukti tersebut, para kreditur telah
mampu membuktikan bahwa benar secara fakta Pemohon
hidup dalam satu rumah tangga dengan seorang laki-laki
yang bernama Buyung Tjiomas sebagai suami isteri dan
bila bukti tersebut dikaitkan dengan Pasal 4 ayat (1) UUK,
maka permohonan pailit yang dia ukan oleh Pemohon wajib
secara hukum mendapat persetujuan dari suaminya yang
bernama Buyung Tjiomas dan oleh karena permohonan
Pemohon tidak disertai persetujuan dari suaminya tersebut,
maka secara hukum Pemohon tidak punya kapasitas sebagai
Pemohon dalam permohonan inil

- Menimbang bahwa walaupun secara hukum Pemohon telah
dinyatakan tidak punya kapasitas sebagai Pemohon dan
permohonan Pemohon wajib dinyatakan ditolak, namun
selan dasan tersebut Magelis Hakim juga akan
mempertimbangkan  apakah  permohonan  Pemohon
memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK agar seseorang
dapat dinyatakan pailit;
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b. Apakah permohonan Pemohon memenuhi unsur-unsur pasal 2
ayat (1) UUK :*

- Menimbang, bahwa atas dalil posita permohonan Pemohon,
Pemohon mengakui mempunyai utang yang telah jatuh
waktu dan dapat ditagih kepada Kreditur | dan Kreditur 1V
dan mempunya utang yang belum jatuh waktu kepada
Kreditur 11, 111, dan V serta pengakuan utang tersebut diakuli
kebenarannya oleh Kreditur I, 111, dan V.

- Menimbang, bahwa atas permohonan pailit yang digjukan
oleh Debitur tersebut para Kreditur menolak atas
permohonan pailit yang digjukan oleh Pemohon dengan
alasan yang pada pokoknya Debitur sebagai Pemohon pailit
beritikad tidak baik (curang) karena upaya hukum pailit
yang dig ukan oleh Pemohon hanya sebagai perbuatan akal-
akalan dari Pemohon untuk menghindari tanggung
jawabnya, bahkan kuasa Hukum Kreditur 1V berpendapat
bahwa Pemohon telah melakukan tindak pidana penipuan
atau penggelapan karena Pemohon mengambil barang
berupa emas pada tanggal 10 Maret 2008 dan pada tanggal
18 Maret 2008 Pemohon mengajukan pailit di Pengadilan
Niaga Jakarta Pusat;

- Menimbang, bahwa sesua pasd 8 ayat (4 UUK
“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila
terdapat fakta atau keadaan yang terbukti sederhana bahwa
persyaratan untuk dinyatakn pailit sebagaimana dimaksud
dalam pasa 2 ayat (1) terpenuhi”;

-  Menimbang, bahwa apabila keberatan atas fakta yang
digjukan oleh para kreditur bila dihubungkan dengan pasal
8 ayat (4) UUK, maka terbukti adanya fakta atau keadaan
yang tidak sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
ayat (1) UUK;

8 |bid, hal.27-28.
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- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut
diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon
tidak punya kapasitas sebagai Pemohon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UUK dan juga
permohonan Pemohon tidak terdapat fakta atau keadaan
yang terbukti sederhana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor
37 Tahun 2004 oleh karenanya permohonan Pemohon
secara hukum tidak beralasan dan wajib dinyatakan ditolak;

- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pernyataan
pailit dari Pemohon dinyatakan ditolak maka untuk
permohonan Pemohon selebihnya tentang penunjukkan
Hakim Pengawas dan penunjukkan Kurator tidak perlu
dipertimbangkan lagi dan wajib dikesampingkan;

- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon
dinyatakan ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara
ini wajib dibebankan kepada Pemohon;

- Mengingat pasal 2 ayat (1), pasal 4 ayat (1), pasal 8 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewagjiban Pembayaran Utang serta pasal-
pasal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang
berkaitan dengan perkaraini;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas,
maka Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
mengadili :*

- Menolak permohonan Pernyataan Pailit Pemohon untuk

seluruhnya;

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul

dalam perkaraini sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Kemudian Pemohon tidak berpendapat sama dengan putusan
Hakim Pengadilan Niaga, maka Pemohon mengajukan Memori Kasasi

& |bid, hal.29.
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terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat tersebut diatas. Dan setelah Termohon Kasasi dahulu sebagai
Kreditor disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori
kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta
Pusat, maka Hakim Mahkamah Agung menimbang bahwa permohonan
kasas a qup beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak
lawan dengan seksama dan digjukan dalam tenggang waktu serta dengan
cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu
permohonan kasasi tersebut secaraformal dapat diterima.

Dalam aasan-alasan yang digukan oleh Pemohon Kasasi dalam

memori kasasi tersebut pada pokoknyaiaah :®

1. Tentang tidak terikatnya Pemohon Kasas dalam ikatan
perkawinan yang sah, dan Pemohon Kasas menolak
pertimbangan hukum judex facti dalam putusan Pengadilan
Niaga, Pemohon Kasas berpendirian bahwa judex facti telah
keliru dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya tersebut,
mengingat bahwa Pemohon Kasasi telah menguraikan panjang
lebar dan telah membantah serta menolak dengan tegas dalil-
dalil kreditor yang mendalilkan seolah-olah Pemohon Kasasi
terikat ikatan perkawinan yang sah secara hukum, quod non;
dan Dalil-dalil bantahan dan penolakan dari Pemohon Kasasi
tersebut tertuang pada angka 3 dan 4 dalam surat Replik Atas
Tanggapan Kreditor | tanggal 10 April 2008 Nomor Ref:
054/AE-ER/IV/08 dan juga pada angka 3 haaman 9 dalam
surat Kessimpulan tanggal 7 Mei 2008 Nomor Ref.: 071/AE-
ER/V/08.

2. Tentang adanya 2 (dua) kreditor dan utang yang telah jatuh
tempo, bahwa pertimbangan judex facti dalam putusan pada
alinea 4 halaman 27 dan ainea 2 dan 3 halaman 28 telah keliru
mengingat dalam pertimbangan hukumnya, judex facti begitu
saha mengutip dan mengambil aih dalil-dalil para kreditor,

8 pytusan N0.377 K/Pdr.Sus/2008, hal.6-11.
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khususnya Termohon Kasas [V, seharusnya judex facti
menimbang mengenai ada tidaknya utang yang diakui oleh
setidaknya 2 (dua) kreditur dan ada tidaknya sedikitnya satu
utang yang jatuh waktu dan tidak terbayar, dalam hal ini
meskipun seluruh kreditor menolah permohonan pernyataan
pailit yang digukan oleh Pemohon Kasas, namun
kenyataannya terdapat 2 (dua) kreditor yang telah mengakui
dan membenarkan dalil Pemohon Kasasi perihal adanya unsur
utang Pemohon Kasasi kepada mereka dan adanya utang yang
telah jatuh waktu yaitu kepada Termohon Kasasi |.

3. Tentang dalil-dalil permohonan Pemohon Kasas selain dan
selebihnya sebagaimana pada surat permohonan pernyataan
pailit yang tidak ditimbang oleh judex facti.

Kemudian adapun pertimbangan dan pendapat Mahkamah Agung
adalah bahwa aasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh
karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena selain tidak
memenuhi Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan juga tidak
terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana; dan
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagipula
ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan
dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi yang
digjukan oleh Pemohon Kasas tersebut haruslah ditolak. Menimbang,
bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasas
harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi.

Kemudian Mahkamah Agung mengadili :®’

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Nyonya

Silpianita (Silfianita) tersebut.

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.5.000.000,-
(limajutarupiah);

8 |bid, hal.11.
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2.3.3 Pembahasan
2.3.3.1 Terhadap Putusan Pengadilan Niaga dan K asasi

Berdasarkan putusan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat dan putusan Kasasi, mengenai adanya
permasal ahan bahwa Hakim menolak permohonan pemohon dalam
hal ini Debitor sendiri dengan aasan bahwa tidak adanya
persetujuan dari sang suami Debitor tersebut, berdasarkan
ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
yaitu bahwa dalam ha permohonan pernyataan pailit diajukan oleh
debitor yang masih terikat dalam pernikahan yang sah,
permohonan hanya dapat digjukan atas persetujuan suami atau
istrinya. Dengan penjelasannya, yaitu ketentuan ini berlaku apabila
permohonan pernyataan pailit digjukan oleh debitor. Persetujuan
dari suami atau isteri diperlukan, karena menyangkut harta
bersama. Ikatan pernikahan yang sah harus dibuktikan dengan akta
perkawinan yang dikeluarkan oleh peabat yang berwenang.
Sedangkan dalam bukti yang digjukan oleh debitor, bahwa
pernikahan yang terjadi antar debitor dengan suaminya adalah
tidak sah dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah yang
dikeluarkan oleh pgabat yang berwenang. Hal tersebut juga
terbukti dari kutipan akta kelahiran anak dari debitor sendiri.

Daam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur
mengenai ketentuan tentang bukti adanya perkawinan, yaitu dalam
Pasal 100, yang isinya “Adanya suatu perkawinan yang tak dapat
dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan akta perlangsungan
perkawinan itu, yang telah dibukukan dalam register-register
catatan sipil, kecuali dalam hal-hal teratur dalam pasal berikut”.
Pasal berikut yang dimaksud adalah Pasal 101, yaitu bahwa apabila
ternyata register-register itu tidak pernah ada, atau telah hilang,
atau akta perkawinanlah yang tak ada didalamnya, maka terserah
pada pertimbangan Hakim soal cukup atau tidaknya bukti-bukti
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tentang adanya perkawinan itu, asal sga hubungan selaku suami-
isteri jelas nampak adanya.

Dari ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata tersebut, apabila di hubungkan dengan perkara tersebut
diatas, maka perkawinan tersebut adalah sah dan tentu harus
dengan persetujuan suami dari pemohon.

Sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinann dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2)
menegaskan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,
dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dan kemudian dalam ketentuan Pasal 66
Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa untuk ketentuan
mengenai  perkawinan dan segala sesuatu yang mengatur hal
tersebut, dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka ketentuan
yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, Peraturan Perkawinan
Campuran, dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang
perkawinan segauh telah diatur dalam Undang-Undang ini,
dinyatakan tidak berlaku.

Tentu sgja ada beberapa alasan yang mendasarkan hakim
menolak permohonan debitor tersebut, berdasarkan atas
sepengetahuan para kreditor yang menolak adanya permohonan
pailit tersebut, kreditor menyatakan bahwa permohonan pailit oleh
Pemohon merupakan strategi untuk menghindari  kewajiban
hukumnya kepada para kreditur, sehingga apabila dikabulkan maka
kreditur merasa sangat dirugikan. Hal ini sgaan dengan fungsi
dari kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada Kreditur
dari perilaku debitur yang berbuang curang dan tidak
bertanggungjawab. Tetapi hal tersebut sgja tidak dapat dijadikan
alasan bagi hakim untuk menolak permohonan pailit pemohon.
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Alasan lain yang dijadikan dasar menolak permohonan
debitur adalah fakta hukum melalui aat-alat bukti yang
menunjukkan adanya hubungan suami istri yang dipandang sebagai
hubungan perkawinan antara debitur dengan suaminya, sekalipun
tidak ada bukti adanya akta perkawinan. Alasan ini yang menjadi
dasar terciptanya suatu penemuan hukum oleh Hakim, mengingat
bahwa interpretas tidak hanya terhadap teks yuridis suatu
ketentuan, tetapi jika terdapat suatu kenyataan atau fakta-fakta
hukum yang menimbulkan masalah hukum, Hakim dengan
kewenangan hak yang melekat padanya dapat menafsirkan makna
diluar dari makna original dari suatu teks ketentuan undang-
undang.

Berdasarkan pertimbangan hakim, ketentuan dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata dan dihubungkan dengan teori
hermeneutika hukum, maka dapat dissimpulkan bahwa hakim
memutuskan hal tersebut karena adanya penemuan hukum oleh
hakim dan permohonan pailit oleh pemohon ditolak demi

kepentingan bersama

2.3.3.2 Terhadap Pemenuhan Kepentingan Kreditor

Pada dasarnya dalam Undang-Undang Kepailitan dan
Penundaan Kewgjiban Pembayaran Utang masih memiliki
banyak kelemahan. Salah satunya terdapat dalam Pasal 8, yang
isinya bahwa dalam hal permohonan pernyataan pailit yang
digiukan debitor tidak diwgjibakan bagi pengadilan untuk
memanggil para kreditor, pengadilan hanya wajib memanggil
debitor dalam hal permohonan pernyataan pailit yang diajukan
oleh kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam dan Menteri
Keuangan. Hal tersebut kurang melindungi kepentingan
kreditor, terutama apabila permohonan pernyataan pailit yang
digjukan debitor adalah suatu rekayasa, namun mengingat sifat
pemeriksaan perdata adalah forma dan sepanjang syarat-
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syaratnya telah terpenuhi, apalagi mengingat ketentuan Pasal 8
ayat (4) UUK-PKPU yang menentukan permohonan pernyataan
pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang
terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan
pailit sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi,
maka dapat dinyatakan sulit bagi hakim untuk tidak
mengabulkan permohonan tersebut. Dan juga ketentuan
Undang-undang Kepailitan yang tidak mengharuskan
dilakukannya pemberitahuan secara terbuka kepada publik
mengenai pengajuan permohonan pernyataan pailit itu, maka
rekayasa yang dilakukan oleh debitor tersebut secara mudah
dapat dilakukan oleh debitor yang nakal.

Selain hal tersebut, apabila dihubungkan dengan perkara
tersebut diatas, UUK-PKPU tidak mengatur adanya
perlindungan kreditor dalam hal ditolaknya permohonan pailit
yang diajukan oleh debitor sendiri. Dalam prakteknya, kreditor
tidak dapat melakukan apapun terhadap debitor dengan alasan
karena tidak adanya harta yang tersisa pada dirinya hingga
mendorong debitor untuk mempailitkan dirinya sendiri. Padahal
menurut pengamatan para kreditor dan kuasa hukumnnya
tersebut diatas, perbuatan debitor yang mengajukan permohonan
pailit hanyalah suatu cara untuk menghindarkan dirinya dari
pembayaran hutang kepada debitor karena adanya rekayasa dari
debitor sendiri (debitor nakal).

Oleh karena kelemahan peraturan-peraturan yang berlaku
tersebut, maka kreditor dapat malakukan jalan lain, yaitu dengan
mengagjukan gugatan lainnya, seperti gugatan ke Pengadilan
Negeri dalam bidang perdata mengenai adanya wanprestasi dari
debitor, tetapi tentu sgja ha tersebut akan membuat kreditor
mengel uarkan biaya yang lebih besar lagi.
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BAB 3
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, yaitu penelitian
kepustakaan, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap
permasal ahan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Hal yang mendasari Hakim Pengadilan Niaga menolak permohonan pailit
yang digjukan oleh Debitor adalah demi kepentingan bersama, dan hal
tersebut telah sesuali dengan asas kepailitan dalam Undang-undang yang
berlaku, yaitu Asas Keseimbangan. Penulis sependapat dengan keputusan
Hakim tersebut.

2. Dalam Putusan Pengadilan Niaga, permohonan pailit yang digjukan oleh
debitor ditolak. Sedangkan Putusan Mahkamah Agung menguatkan putusan
Pengadilan Niaga. Dengan demikian, untuk memenuhi kepentingan
kreditor, apabila debitor telah mempunyal cukup asset harta, maka para
kreditor dapat mel akukan langkah-1angkah berikut :

a. Menagih pembayaran atau pelunasan utang tersebui.

b. Kreditor dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri
apabila debitor tidak mau melunasi.

c. Apabila kreditor lebih dari satu, maka kreditor dapat mengajukan
permohonan pailit ke Pengadilan Niaga, apabila debitor tidak

membayar utangnya.

3.2 Saran

Dari penelitian ini, maka penulis berpendapat bahwa dimasa yang akan datang
perli diambil langkah-langkah untuk dapat terciptanya hukum kepailitan yang
lebih berkualitas, diantaranya :
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1. Terhadap Putusan Pengadilan Niaga dan Kasasi

Perlu diatur agar syarat-syarat pailit tidak hanya melihat bukti formal
adanya utang, namun perlu pula persetujuan dari mayoritas kreditor dalam hal
kepailitan digjukan oleh debitor, dan perlu diadakannya pengaturan yang jelas

mengenal perkawinan yang tidak dicatatkan.
2. Terhadap Pemenuhan K epentingan Kreditor

Sebaiknya pengaturan kepailitan perseorangan diatur secara tersendiri,

tidak disatukan dengan kepailitan perusahaan/perseroan.
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.- Jati Blok 8 B, Notor 6, Jakaita Barat 11840, sesuni dengan surat kuasa Ihusis

PUTUSAN
Nomor : 11 /PAILIT/2008/PN.NIAGA JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN 'KETUE'M"NHN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pysat yang memeriksa
dan fnﬂngadi!i perkara permohenan pemyataan pailit dalam peradilzn tingkat
perfama yang bersidang digedungnya di Jalan Gajah Mada No.17, Jakaita Pusat
ehagai berikut dalam perkara kapaiitan yanhg diajukan oleh?

Nyonya SILPIANITA (Nygnya Silfianita), dalam hal ini bertindak untuk dan atas

- pama dirnya |, beralamat di Paerumahan Taman Kencana J.Wedelia Raya Blok

D2 No.23, RL.002, Rw. 014, {1l Tegal Alur, Kecamatan Kaliceres, Jakafm‘fﬂarut
dan sebagzi peinilik iegidtan Usaka Aahgan TEma Toks Mas 'G'uﬁdi-(%" Maz, yang
beralamat di Proyek Pasar Anyar Jantai 2, blok AD No.16, Tangerang . Bonten,
dalam hal ini diwakili olch kuazanya ANDREAS ENO TIRTAKUSUMA, SH.MH
dan CRWAN MISWANTORD SENTAMASH | para Advokat dan Konsultan

Hukum pada kantor Tirta & mitra, berkantor di Ritkan Daan &fagot Bara, ) Utan

wF

" tanggal-14 Maret 2008 ; vang selanjiutnya disebut sebagal ... ... PEMOBCN ;

" Pengadilan-Niaga tersebut ; S

e

. Tolah inheidbata sural perthohohan Permohoh dan suidt-50tat ainhiva
yang berhiubunpan dengan periara inl ;-

- o

Telah mendengar Pemohon dan para kreditur yang hadic dalam
persidanga | ————-e————-—eaen s

wr—— T T R RS S § e s i

.o
Telaih memeriisa buldi-bukti surai yang divjuken dalam parsidangan olat
PoMONON & et i i

- - — e —

TENTANG DUDUKNYA PERKARA -

Mananbung, bohwe Pemohon dengen cwrat pennchionantys Wngget 17
vl 2000 yang ferdaftar di Kepanitersan Pengadilan Hipga pada .$‘1i!tg2~td'&{&ii

o g B . - T ] T SR e PR oS
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Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Maret 2008, dibawah Nomor

1*-UPA-[L-ITfZDDB!Pﬂ.Niaga.Jkt.Pst, telah mengemulakan hal-hal sébagai berikut :

Pemohon tidak memiliki sumber mata pencaharian lainnya :

Bahwa Pemochon hanya mempunyai mata pencaharian dan hidup dari
kegiatan usaha berdagang perhiasan dengan nama Toko Mas Gunung
Mas tersebut.Selain kegiatan usaha berdagang perhiasan emas tersebut |

Bahwa kegiatan usaha Pemohon tersebut dijalankan' dengan cara
membeli barang modal dari beberapa suppl[erfprmdusen perhiasan emas
untuk kemudian dijual kembali, yaitu aniara lain dari

L

a. Ny ANA DJIMIN yang keglatan uzaha dengan nama “Djimin’s

Jewelry®;
D, CV.Sumatera Seni ;
C. UD.Sinar Rejeki Handal atau dikenal juga dengan nama _QD.Rejeks’;
c. In.Soflan Djaja, yang barkegiatan usaha dengan nama “Leo”

Bahwa guna meningkatkan modal kegiatan usaha untuktberdagang
"1

tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dan mendapatkan pinjaman

dari Bank Bumi Arta dengan menjarmnkan Sertifikat Hak Milik

- No.5150/Cengkareng Barat, terdaftar atas nama Nyonya Silfianita (bukti

P-2) yang merupakan sertifikat rumah tempat kediaman Pemohon dan

" keluarga yang terletak di Jakarta Barat, kecamatan Kalideres, kelurahan

Tegal Alur, Balen’upat'dikanal sebagal Perumahan Taman Kencana
JiWadelia Raya Blok D2 No.23, RLOO2Rw.014, sekafipun untuk

| mendapatkan pinjaman tersebut Pemohon harus membayar secara rutin

untuk bunga dan pokok piNjaman | cesececceeemmemee-.

L]

Bahwa selama ini dalam menjalankan lkegiatan usaha berdagang
tersebut, hubungan antara Pemohon dengan paca supplier/produsen
perhiasan emas tersebut pada posita angka 2 diatas dan Bank Bumi Aita

tersebut pada posita angka 3 berjalen dengan sangat baik dan lancar
tanpa kendala yang bararti : ~---
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5 Bahwa akhir-akhir ini penjualan ditempat ussha Pemochon menjadi sangat

lesu  dan -pendapatan Pemohonl me}nuru-n drastis , yang antara fain
disebabkan karena :

a. Melonjaknya harga emas dunia yang berpengaruh pula pada harga
emas di dalam negeri, sebagaimana diberitakan pada harian

» Seputar Indonesia tanggal 15 Maret 2008 {bukti P-3a), hal mana
memperkecil margin/keuntungan  dari p’enjualan';-'dan ‘sangat
memberatkan pedagang perhiasan omas seperti Pemohon,

sehingga tidek jarang Pemohon’ ferpaksa menjual tanpa untung,
qgf‘ﬁbal-man menjual- dengan rugi |

. b Menurunnya daya beli masyarakat karena meningkatnya biaya
hidup dan harga-harga kebutuhan pekok, sebagaimana diberitakan

',pad'a harian Kompas , tanggal 13 Maret 2008 (bukti P-3b.1) dan

harian Seputar Indonegsia | tanggal 13 Maret 2008 (bukti P-3b.2) |
sehingga masyarakat  cenderung mengutamakan pemenuhan'

~ kebutuhan pokoknya daripada membseli PErhidsan emas; ---———--—

o Musibah banjir pada bulan Pebruar  laly yang melanda
daerahfkawasan tempat tinggal Pemohon dan menggenangi rumah

tempat kediaman Pemohon.selama +/- 1- Minggu, sebugarmana

nyata dari foto-foto yang Pamohon lampirkan (bukti P*SL) yang

# menyebabkﬁn Pemohon beserta keluarga harus mengungsi untuk
; r“‘“*5‘:’m"uiantailr-'l waktu dan tidak dapat menjalenkan kegiatan usaha
Gl iy berdagang serta menimbulkan biaya-biaya pengeluaran - lidak

AN ierduqa disamping Inerugmn berupa kehilangan/kerusakan harta
',; benda ;

Bahwa sekalipun datam kondisi yang sangat menyulitkan tarsebut namun
sampai dengan per tanggal surat permohonan ini didaftarkan F’emghon
memiliki kewajiban utang yang telah jatuh wakiu dan dapat ditagih kepada

 para supplier/produsen perhiaszin emas . dengan rincian sebagai berikut ¢

a. Kepada kreditur Ny ANA DJIVIN | yang berkegiatan usaha dengan
nama "Djimin's Jewelry”, yang dipsrjaniian dibayar dengan bilyet
giro Bank Bumi Arta tanggal 13 Maret 2008, Nomor BD 380905
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sebesar Rp.47.000.000,- (Empat puluh tujuh juta rupoah) (bukti P-
4a) dan

b.  kepada kreditur Tn.SOFIAN DJAJA, vang berkegiatan usaha
dengan nama "Leo”, sesuai dengan surat nota tanggal 14 Pebruari
2008 Nomor : 12736 (bukti P-4b1) yang dmr..r;anfﬁcan dibayar
dengan bilyet Giro Bank Bumi Arta tangaal 14 Maret 2008 Nomor
BD 380903 sebesar Rp.49.900.000,- (Empat Puiuh Sembilan Juta
Sembilan Ratus Ribu Rupiah) (bukti P-4b.2)

Bahwa selama ini yang menjadi kebiasaan dalam hal pembayaran adalah,
Pemohon diberikan tenggang wakiu yang bervariasi oleh para
supllier/produsen perhiasan emas untuk. melakukan pembayaran, yaitu
éntara 2 (dua) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan sejak pembelian
baréng modal dari para suppiier fprodusen perhiasan emas tersebut, dan
cara pembayaran yang dilakukan sclama ini adalah dengan

- menggunakan bilyet Giro, dengan tanggal jatuh wakiu (tanggal ofeklif).

Bilyet Giro yang sesuai dengan batas tenggang wakiu yang diberikan oleh
para supplier/produsen perhiasan emas tersebut :-- andl i s

Adapun yang dimaksud dengan Bilyet Giro adalah sufat perintah dari
nasabah kepada Bank penyimpanan dana untul mamindahhukukan

gAY a;um!ah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening

ﬁamﬂgang yang disebutkan namanya (vide pasal 1 huruf d Surat

"‘I{eputusan Direksi Bank Indonesia , Nomor 28/32/KepiDir/1995 tentang

S St T e T m e S — Sa

. Bahwa selain daripada 2

Bilyet Giro , tanggal 4 Juli 1985), sedangkan yang dimaksud dengan
tanggal efekiif dalam bilyet giro adalah tanggal mulai berlakunya perintah
pemindahbukuan (vide pasal 1 huruf i Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia, Nomer 28/32/Kep/Dir/1995 tentang bilyet girc tanggal 4 Julj
1995). Dengan demikian sudah tepat kiranya tnla ianggal—tﬂnggal
sebagaimana lersebut pada posita angka 6 dlElES menjadi dasar

perhitungan mengenai kapan utanq Femohon telah jatuh waktu dan dapat
ditagih oleh para kreditur :-

%

(dus) kewajiban utang yang telah jatub waktu
sebagaimana tersebut diatas, dalam mc.!a!fukan

usahaﬂya Pemohon juga masih mermiliki sejumlah kewajiban utang yang
belum atau skan jatuh waktu kepada

dan dapat ditagih

dan dapal ditagih oleh kreditur

R TR
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sebagaimana diuraikan sifat dan jumlah utang pokok Pemohon, nama dar

domisili serta jumlah tagihan setiap kreditur dari Pemohmji, yaitu terdir

dari utang kepada :

da.

L g e gk,

kreditur CV.Sumatera Seni , berkantor di.Jl. K.H. Hasyim Asharn
No.20, Jakarta Pusat sesuai dengan ;

surat nota tanggal 18 Pebruari 2008 , Nomaor 385 (bukti P-
6a.1), yang diperjarnjikan dibayar dengan bilyet giro Bank
NISP tanggal 19 Maret 2008 , Nomor . DJ_QB&JH sebesar

Ri.45.142.000,- (Emﬁat Puluh lima juta Berétus ampat puluh

dua ribu rupiah) (bukti P-6a.2) dan

o
4

surat nota tangge! 6 Maret 2008 , Nomor 612 (bukti P-6a.3),
yang diperjanjikan dibayar dengan bilyet giro Bank NISPE |
tanggal 6 April 2008, Nomor @ DJ 988.172 sebesar
Rp.41.842,000,- (Empat puluh satu juta delapan ratus empat .-
puluh dua ribu rupiah) (bukti P-6a.4) dan bilyat giro bank
NISP , tanggal 10 April 2008 , Nomor DJ 988.173 sebesar

' Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) (oukti P-6a.5);—-—

i ":"-r...‘[_f_.r:editur UD.ainar Rejeki Handal atau dikepal juga dengan nama
:'Qh.Rejaki berkantor di Perum . Batu Copar Permai Ruko Blok U7,

Ji Daan Mogot Km.21 , Tangerang 15122, yang diperjanjikan
. dibayar dengan :

bityet giro Bank NISP tangge! 31 Maret 2008 Nomor DJ
988.174 sebasar Rp.50,000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
(bukli P-6.b.1) dan | ' :

bilyet giro Bank NISP tanggal 7 April 2008 Nomor DJ
B88.175 sebesar Rp.44.5§30.0[}{}1- (Empat puluh empat juta
lima ratus delapan puluh ribu rupiah) (bukti P-6.5.2)

kredilur Tn.Sofian Djaja, vang berkegiatan usaha dahgjan NAama

H LBDJ

; Yong sampai dengan saal ini tidak diketahui alamat dan

i I'r"l-l !
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pet
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&

tempat kedudukannya baik di dalam maupun diluar negeri, sesuai
dengan

i. ©  surat nota tanggal 22 Pebruari 2008 nomaor 127445 (bukti.P-
6.c.1) yang belum diperjanjikan pembayarannya , namun

berdasarkan perkiraan Pemochan kurang lebih berjumlah
sebesar Rp.77.686.000,- (Tujuh pululi tujuh juta enanﬂ ratus

delapan puiuh enam ribu rupiah) dan

i, surat nota tanggal S'Maret 2008 na:lamor 013351 (bukti P-
6.¢.2), yang belum diperjanjikan pembayarannya, namun
berdasarkan perkiraan Pemochon kurang lebih berjumlah
sebesar Rp,92.300.000,~ (Sembilan puluh dua juta tiga ratus |
ribu rupiah)

d, Kreditur PT.Bank Bumi Arta Tbk, berkedudukan di Jakarta,

berkantor di J.Wahid. Hasyim No.234, Jakara 1'0250. sesual
dengan ; |

o
pLs
i, Akta Perjanjlan kredit tanggal. 22 Mei 2007 Nomor 05, yang

dibuat dihadapan Indra Wijaya, Sarjana Hukum, Notaris di

L 8
¥ R ]
TR T

kota Tangerang dan diperjanjikan sampai dengan tanggal 22
Mei 2008 (bukti P-6.d) ; ~remmmeeememeeee- SOBISE— e

Bahwa mengingat keadaan Pemohon dan kondisi usaha saat ini, tidak

mungkin lagi bagi Pemohon unfuk malanjutkan kegiatan usaha yang

. selama ini dijalankan , dan untuk membayar lunas seluruh kewajiban

utang yang telah dan akan jatuh waktu kepada seluruh kraditurnya

L

i

Dabitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak
membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waklu dan dapat’
ditagih, dinvatakan pailit dengan pulusan Pengadilan baik atas

| permahonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih

kredltornya (vida pasal 2 ayat (1) Undang ~undang Nomor 37 tahun
2004)" | |
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Berdasarkan padé alasan-alasan , dasar —-dasar hukum dan bukti-bukti
sebagaimana telah - dikemukakan Pemohon diatas, mohon dengan hormat
kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri

‘Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini agar berkenaan untuk memutus

sebagai berikut

(i). Menerima dan mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan

cleh Pemolon & - reee s e e me -

(i). Menyatakan Pemohon peiilit dengan segala akibat hukumnya sesuai

dengan Undang-undang Nomor 37 talun 2004 ;-

().  Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat untuk mengawasi pengurusan dan pembsresan harta pailit ;

(iv). Menunjuk dan mengangkat Kurator menurut hukum ;

(v). Menetapkan biaya menurut RUKUM ;om—mm e e

_ M?Tmbang buhwa pada hari sidang yang telah dlientukan untuk
E_Emgflﬂﬁgﬁgtang menghadap kuasarya diparsidangan ERWAN MISWANTORO

SENTANASH , Advokal , pada kenlor Tirta & mitra, berkantor di Rukan Daan
Mogot Baru, JI. Utan Jati Blok 9 B, Nomor 6, Jakarta Barat 11840, sesuai dengan
surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2008 dan untuk l(rediti:x-ffkraditur tain
datang menghadap kuasanya untuk kreditur Ny.Ane Djimin , datang menghadap
kuasanya ABU MANSYUR,SH, Advokat pada kantor hukum ABU MANSYUR.SH
& Rekan,hert;énimr di J.Laetjend Supraplo 160 Blok A-5, Jakarta F'usa't, sesuai
der_xgan surat kuasa khusus tanggal 07 April 2008, untuk kreditur UD. Sinar Rejeki
Handal , datang menghadap kuasanya ANWAR,SH. Advokat pada kantor
Pengacara/Konsultan Hulkum TFM & PARTNERS , beralamat di Menaro Batavia
Buildin_g B1 15 JLKH.Mas Mansyur Kav.126, Jakaria 10220, sesuai dengan surat
kuasa khusus 'langgai 08 April 2008, untuk kreditur Bank Bumi Arta, datang

‘menghadap kuasanya ERIDA ASTUTI ANAF, bertempat finggal di Jl.Tanjung

Luren Saelatan I'Y No.28, Rt,005, Rw.002. dalam hal Ini bartindak selaku Pojabat
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Pemimpin Kantor Pusat Qperasional PT.Bank Bumi Arta Tbk, sesuai dengan

surat kuasa khusus tanggal 11 April 2008 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon terseout, péra Kreditur
lain telah mengajukan jawaban/tanggepan/keberatannya masing-masing yang
pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Jawaban ftanggapan/keberatan dari Kreditur Ny.Ana Diimin - ¥
‘j.-.

i I Bahwa benar kemi adalah salah satu kreditur lain yang mempunyal

 tagihan . yang telah jatuh tempo kepada Pemohon sebesar

Rp.47.000.000,- (Empat puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana diakui oleh
Pemohon dala'n pasitanya butlrﬁﬁ mmommmmmnn e e

2. Bahwa selanjutnya setelah kami baca dan pelsjari permchonannya
| pernyataan pailit yang diajukan Pemohon : Ny.Silpianita tertanggal 17
Maret 2008 yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, dalam

posita perrnchonan Pemchon tidak dikemukakan staus pernikahan dan
Pemohon ;----=--- - - - - —mme

- 8. Bahwa sepanjang pengetahuan kami Pemohon slatusnya ferikat dalam
w57 pernikahan yang sah dengan seorang laki-laki ¢ - ESS—

4 o l[liiahwa déngan mengacu kepada pasal 4 Undang-undaﬁg Rl 'Nomor 37
- fahun 2004, yang dikaitkan dengan permchonan pernyataan pailit dari
Pemohon, baik dalam posita permohonannya maupun lampiran bukti tidak
ada "Persetujuan darl suami-Pemohon dan tidak dikemulkakan dan/atau
dibuktikan antara Pemohon dengan suaminya ada pamiséhan harta”;-----—

Bahwa disamping itu dalam permchonan pemyataan pailit permochonan
dalam butir 3, Pemohon mengsmukakan telah mendepatkan: pinjaman
dari Bank Bumi Arta, namun tidak menyebutican : -

a, beberapa kewajiban vang. saat ini harus dibayar ai'i&h Pemohon
kepada Bank BUmi Arta ;= reesemmec e e e
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b. Tidak merinci seluruh harta kekayasan Pemohon . kecuali hanya
- menyebutkan harta Pemohon ‘adalah ssbuali rumah tarﬁpat tinggal
yang setempat dikenal sebagai Perumahan Taman Kencana
JiWadelia Raya Blok D 2 No.23 Rt.002/Rw.014 Kel. Tegal Alur,

Kec, Kalideros, Jakartt Baril treee— s S

6. Bahwa sedangkan harta kekayaan Pemohon berupia rumah tinggal
tersebut juga sudah dijadikan ;amman hutang If.eparja Bank Buml Arta
(vide poatta 5112 O E——— e M .

T Bahwa pada sidang tanggal 07 April 2005, pihak kami meminta konfirmasi
ikepada bidang legal Bank Bumi Arta yang menghadiri sid@ﬁ’g, pihak kami
mendapat keterangan bahwa pinjaman Pemohon dibandingkan dengan
jeminan rumah tinggal Pemachon saat ini jumlahnya kewajiban Pemohon
tidak. mempunyai kelebihan untuk membayar ideditur lain S

B. Bahwa berdasarkan hal-hal dan Kenyataan {orurai diatas, maka kami
mohon kepada Majelis Hakim yang mameriksa dan mengadili perkara a
Quo agar menolak alau selidak-tidaknya menyatakan lidak dapat
menerima  permotionan  pernyataan baiiit dér:‘ Peimhcn, karena
permohonan ini menurut hemat kami merupakan suatu strategi Pemohon

P untuk menghindari kewajiban hukumnya kepada kreditur lain, schingga

jtka dikabulkan I{.E!.mi galaku kreditur lain merasa sangat dirugikan ; ——-emmee-

Jawa_béh fangaapan/keberatan dar; Kreditur UD Sinar Rejeki Handal

Alasan Penolakan Pertama

Hubungan Hukum antara Ny.Silpianita dengan UD.Sinar Rejeli Handal adalah
hubungan {itipan barang

- Bahwa hubungan hukum Pemohor (Toko Mas Gunung Mas) dengan

UD.Sinar Rejeki Handal terjadi untuk pertama kalinya, dd!am bentuk

hubungan hulkum titipan barang bsrupa emas yang setara dengan berat
383 gram atay “stara dengan berat murni 334.224 karat ~.uf:bac:mum.e‘trm

diterangkan dalam Nota barﬂng titipan No.C00780 bartanqgni 10-03-2008
, behwa dengan demikian hubungan hukum vang terjadi antars I"&mohon

Wi
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dengan UD .Sinar Rejeki Handal sasuai dengan ketentuan pasal 1714
KUHPerdata berbunyi :
* Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang sama dengan yang
diterimanya . |
- Dengan demikian , kalau titipan itu berupa uang tunai , maka wajib
dikembalikan uang tunai dalam jumlah dan jenis mata seperti semula,
.biarpun mata uang itu sudah naik atau turun nilainya “.

. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 6 UU No.37 tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menegaskan
utang adalah “ Kewajiban yang timbul karena perjanjian “. Selanjutnya
dalam penjelasan umum atas UU No.37 tahun 2004 dijelaskan -
“Perkembangan perekonomian dan perdagangan _s.erta' pengaruh
globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini, dan mengingat modal

yang dimiliki oleh para Pengusaha pada umumnya sebégian besar
merupakan pinjaman ... ... ;

Bahwa berdasarkan pada ketentuan diatas, maka yang dimﬁtud sebagai
utang adalah kewajiban berupa pinjaman sejumiah uang atau dapal dinilai

2 “,,% 1;: dangan sejumlah uang, dihubungkan dengan hubungan hukum antara

iy #

=i

ll UD Sinar Rejeki Handal dangan Pemohon, maka tidak terdapat hubungar
"hhkum pinjam meminjam uang antara Pemotion dengan UD.Sinar Rejeki
'Handd! sehingga tidak terdapat alasan bagi Pamohon sebagai kewajiban
ulang yang telah jaluh tempo . Jadi dengan keadaan seoerli lersebut,
maka untuk  menentukan apalkah sebégai suatu perjanjian  pinjam
meminjam ? ataukah-aehagai suatu perbuatan barang titipan ? pengujian
terhadap perbuatan hukum tersebut menjadi kewenangan dari Peradilan
Umum yang tidak tunduk dalam pemeriksaan perkara kepailitan |, oleh
karena pembukliannya tidaklah sederhana (sumir), -Eehagaimana‘
keharusan dalam pemeriksaan perkara kepaititan ;—---

Alasan penolakan Kedua
Terjadi itikad_buruk {curang) Pemohon memanfaatkan Lembaga iﬁgpaiiigan

1. Bahwa men

genai dalil Pemohon dalam parmohonannya dalam point 5
idak berdssar Jan tidak dapat dibenarkan serla murupakan ranglaian
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kebohongan oleh karena, keadaan-keadaan tersebut fakianya dilapangan
sama sekali tidak mempengaruhi kondisi penjuatgn emas dan tidak ada
hubungan kausalitas antara dayé boli masyarakat terhadap kebutuhan-
lkebutuhan dasar dengan penjualan emas , karena logam mulia (emas)
tetap diminati oleh masyarakat sebagai sarana investasl yang
menguntungkan j---- - e -

Begitupun ter..adapo keberatan point 5 huruf ¢ dalil ’LLFSFUut sebagai
rangkaian kebchongan dan meamanifulasi oleh Karena hubungan hukum
antara Pemohon dengan UD.Sinar Rejeki Handal terjadi padc: tanggal 10
Maret 2008, seciangkan kejadian yang didalilkan sebagai musibah banjir
terjadi pada bulan Peburuari sehingga tidak ada hubunga%sebab akibat
kejadian tersebut dengan keadaan pendapatan Pemohon, dalil ini telah
membuktikan adanya itikad burulk dari Pemohor menggunakan lembaga
kepaalttan untulk lapas tanggung jawabnya dan selain 1tup-:la pada diri
Pemohon terdapat dugaan telah terjadi sifat melawan hukum berupa

penggelapan dan penipuan Pemohon terhadap UD.Sinar Rejeki Handal
dan pihak-pihak lainnya § -—-- A e AR I

Bahwa terbukti adanya unsur curang dari Pemchon dengan hanya

,-“-}““;:--mancantumkm harta berupa ruimah sebagal harte pailit Pemuhon

e et —

“Bedangkan emas yang dititipken kepada Pemohon yang diterima tanggal
',-.:_;E-;:f'iﬁ Maret 2008 yang berjumlsh setara 383 gram tidak diketahui lagi
— :kemnnj barang lersebut disimpan atau dilitipkan oleh Pemohon,

'_'.hegliupun dengan emas lainnya dari pihak lainnya. Dan jika melihat

tanggal didaftarkannya permohonan pailit Femohon yang diaftarkan
tanggei 16 Maret 2008 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
hanya berselang 8 (delapan) ha.rl dari pengambilan t}'érﬂng -tanggﬂl 10
Marst 2008, Ada apa maksud dan tujuan sebenarnysa dari Pemohon? Jika
tidak berlaku curang dan ingin menggelapkan dan. manipﬁ M

Bahwa sesuai ketantuan UU No.37 tehun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewejiban Pembayaran Utang, telah mengamanahkan
dengan tegas dalam penjelasan umumnya : |

Aca bebarapa faldor perlunya poengaluran mangenai kep: aiiitan  dan
panundaan kewaliban pemh:ayﬂran utang :

G
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Ketiga , untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang
dilakukan oleh salah seorang kreditur atau Debitur sendiri misalnya
Debitur berusaha untuk mermberik kauhtungan kepada seorang atau
beberapa orang kreditur tertentu sehingga kreditur lainnya dirugikan, atau
adanya perbuatan curang dari Debitur untuk melarikan semua harta
kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung iawabnya
terhadap para kreditur .

Selunjumya dalam Penjelasan Umum UU No.37 tahun 2004, disebutkan
asas keseimbangan, sebagai berikut ;

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan
perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu disatu pihak, terdapat
ketentuan yang depal mencegah tarjadinya penyelahgunaan pranata dan
lembaga kepallitan cleh Debitur yang fidak jujur ..........

Dengan demikian telah ternyata culup alasan Pemohon telah berlaku
curang memanfaatkan pranata lembaga kepailitan guna ménghindar dan
menggelapkan barang millk UD. Sinar Rejeki Handal :==e--- e

4, Bahwa UD.Sinar Rejeki Han‘dai memohan kehadapan Yang Mulia Majell§

Hakim agrr berkenaan mengabulkan memermtahkan iepada Kuasa:
.--r_Huhum Pemohon agar manghadlrl-:an Pemohon dEpEFSIdBnan Lntuk
":"d|dﬁangarpt<etarangannya ﬁeadaan yang menjadt kendala sebenarnya, dan

_nka tidak. dapat dihadirkan mohon dinyatakan permohonan Pemohon tidak
: dapat dikabul kan ; - A S

Berdasarkan ‘segala uraian diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis
Hakim agar berkenaan menjatuhkan putusanrya dengan amar :
- Menclalk parmohonan Pemochaon pailit untulc geluruhnya ; -

Jawaban /ltanggapan/keberaian dari Kreditur Bank Bumi Arta -

1. Bahwa Nyonya Silpianita (Stiﬁanfta_} (Debitur) adalah benar Debitur Bank
yang memeroleh fasilitas kredit dari bank sebesar Rp.200.000.000,-
(Dua ratus juta rupiah) dalam bentuk pinjaman rekening koran (PRK) dan
Rp.200.000,000,- {(Dua ratus juta- rupiah) dalam ﬂirﬂmk Jemand Loan
ABL), =ebagaimana ternyata dalam akia perjanjian kredu Nomor 4129
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tanggal 22 Mei 2007 dan ﬁk-ta'-Pengakuaﬁ Hutang Nomor 06 , tanggal 22

Mei 2007, keduanya dibuat dihadapam Indra Wijaya, S!i Notaris di
Tangerang (tertampir bukti 5 & 8) j=eme-- e T —

Bahwa aias pemberian fasilitas Kredit tersehut, Debitur telah membenkan,
jaminan kenada Bank yaitu berupa sebidang tanah Hak Milik No.
9150/Cengkareng Barat terdaftar atas nama Nyonya Silfianita (terlampir
bukti 7), termasuk bangunan dan segala sesuatu yang menjadi satu
kesatuan dengan tanah tersebut, sebagaimana ternyata dalam -

a. | Surat kuasa membebankan Hak Tanggungan' Nomor :G?, tanggal
22 Mei 2007, yang dibuat dihadapan indra Wijaya,SH,PPAT, dikota
Tangerang (terlampir bukti P-8) :- --- -mmmemnne S

b. Akta Pemberian Hak Tanggungan , Nomeor 18/2007, tanggal 30 Mei
2007,  yang dibuat  dihadapan Anggriyani  Fransisca
Suryanatha,SH,PPAT di Kotamacdya Jakarta Barat (terlampir bukti

i

e e

~.c Salinan buku. tanah: Hak Tanggungan Nomor 3837/2007, tanggal'

12 Juni 2007, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.
Kotumadya Jakarta Barat (terlampir bukti 10).; -

, Bahwa alas permintaan Debitur , Bank telah memberikan penambahan
fasilitas kredit kepada Detitur sebesar Rp.100.000.000 - (Sera_tus Juta
ruplah) dalam bentuk pinjaman rekening koran (PRK) sebagaimana
térhvété delat patubaiat petenjian keedit , Nomor - 10S/KP/IX/2007,

tanggal 7 September 2007, yang dibuat dibawah tengun gfih bermaterai
cukup ;. (terlampir bukti 11) ;

S B e .y

il berupa pokok hutang
'hunga dan uiava lain. yang. menjadi. kewajiban. Debitur terhriung pady

tangggk 07 April 2008, yaitu sebeaar Rp.501.137, J31 - {i ima ratus satuy

Juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus 8 liga puluh selu rypiah) dengan
REFincizn sebagei berikut ;
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a. Total tunggakan pokok pinjaman rekening koran (PRK) dan
- Demand Loan (DL) Debitur sebesar Rp.498.765.652,- (Empat ratus
sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam

ratus lima puluh dua rupiah) ;

b. Total tunggakan Bunga Pinjaman Rekening koran (PRK) dan
Bunga Demand Loan (DL) Debitur sebesar Rp.E.S?‘i.BTQ,- (Dua
juta tiga ratus tujuh 'huluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh
sembilan rupiah) ; (terlampir bukti 12) ; -=--emmmenne- @ '

'11
5. Bahwa pada dasarnya Bank berkebaratan dengan pengajuan
permohonan kepailitan Debitur kepada Bank, dimana Bank sebagai salah |
satu kreditur yaitu kreditur Preference yang mempunyai hak diutamakan

_dari kreditur lainnya , berkalten dengan jaminan yang diberikan oleh

Debitur kepada Bank vyaitu sebidang tanah Hak Milik No.5150

JQengkarang Barat “terdaftar atas nama Nyonya Silpianita termasuk

bangunan dan segala sesuatu yang menjadi satu kesatuan dengan tanah
LOrIBDUL ;—mmmerm e S

- s i o - - e

. 6. Adapun vaug menjadi -alasan keberatan Banik agar Debitur tidak

e dlpani:tkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadulan
__ _*Negan Jakarta Pusat adalah sebagai berikut :

£

.,1. )

I L
s

a. - Agar kewajiban Debitur untuk membayér hutangnya dan hiaﬁya-

' biaya lain kepada Bank tetap dijalankan, sesuaiderigan yang telah

disepakati dalam akta perjianjlan , perubahan peranjian kredit dan
akte-aldalein yang terkait :

Agar Bank tidak iarhambaf dalam melakukan proses-eksekusi atas

jaminan yang telah. ‘diberikan- oleh - Debitur- kepada. Bank  yaitu:
"sebidang tanah Hak Mlhli , ‘No. SISDICengkarerg Barat terdaftar
atas nama Nyonya t:llfjamla . termasuk bangunan. ‘dan ‘segala
‘Sesuaw yang menjadi satu Itasatuan dengan tanah tersebut ; -

-

Rerdaserian  alasan-alasan dan  bukti- -kt -Ef—:hﬂg!@{fﬂmﬂﬂ telah
dikemukakan diatas, ‘maka dengan hormat- kepada Majelis Hakim Pangadilan
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Niega pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini agar
berkenaan memutuskan - |

i A Untuk tidak mengabuikan permoncnan pernyataan pailit yang diajukan
oleh Debitur untuk. keseluruhan. sebagaimana-: dimohonkan dalam Surat.
Permohonan Hernyaﬁaan--Pailit-_; Nomor 038/AE//08, tanggal 17 Maret
2008 yang diajukan oleh kuasa HUKum Debitur (Tirta & Mitra);

3. Sebidang tanah Hak Milik N0.5150/Cengkarerig Baral yang terdaftar atas
_,'_narna Nyonya Silfianita, termasuk bangunan dain sogala sesuatu yang
.menjadi satu kesatuan dengan tanah tersebut, yang merupakan 1_jaminan
yang diberikan .nieh..Debitur' Kepada Eankdikaiuar&canﬁari Harta Pallit,
dan -Bank bisa menjalankan sité ‘eksekusi atas jaminan tersebut, karena
jaminan tersebut telah d'ijad'ikan jaminan dengan ‘Hak Tgpggungan
Peringkat Pertama atas nama “Perseroan Terbatas PT,BanﬂfBumi Arta
Tbk, berkedudukan di Jakarta “ ro-oeeeeeeees i

T R

Menimbang,'bahwa Pemohon telah mengajukan répIiEqnya pada fanggal
18 ApIil 2008 | ormemmmmen i w2 2 el 4

_-_.-Meniq?bai;}g%_ bahwa para kreditur Jain masing-masing telah mengajukan
dupliknya pada tanggal 24 April 2008

D o o -

_Melnimba'ng, bahwa Untuk menguatkan  dalil-dalil permohonannya,
Pemohon pailit telah mengajuian bukt berupa foto kopi surat-surat yang telah
dilegalisir dan telah diber materal secukupnya, bukti mana diberi tanda P-1
sampai dengan P-6j adalah sebagai berilyt -

1: B.ukﬁ‘P'-m Foto kepi kartu tanda Penduduk , tanggal 09
Pebruari 2008, No.09.5202.480262.0299 atas
name Pemohon (Silpianita) ;—

Bukti P-1b- - Foto Képi Kartu' nama Pemohen é’eiaku’ parﬁilik'
Kegiatarr usahn dengan nama Toko Mas
*Gunung Mag” —eeens e
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Bukti P-2

Bukti P-3a

Bukti P-3b (P-3b.1) :

Bukti P-3¢ (P-3b.2) :

Bukti P-3d (P-3c)

Bukti-P-4a

- Bukti P-4b (P-4b-1) ;

Buktl P-4¢ (P-4b-2) ;

Bukti P-5
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Foto kopi sertifikat Hak Milik
Mo.5150/Cengkareng Barat, tanggal 04 April
2001, terdaftar atas nama Nyonya Siffianita;----

Foto kepi artikel Harian Seputar Indonesia,
tangal 15 Margt 2008 ;

Foto kopi artikel Hariﬁ Kompas, tanggal 13
Maret 2008 ; —- S

Foto kopi. artikel. Harian. Seputar Indonesia |, |
tanggal 13 Marat 2008 T

Foto-foto yang memperlihatkan musibah banjir
yang melanda deerah/kawasari tempat' tinggal
Pemohon dan. menggenangi rumah tempﬁat

kediaman Peamohon | -

' o
Foto kopi bilyet Giro Bank Burﬂl{‘ Arta |, tangal
13 Maret 2008, Nomor : BD 380905 sebesar
-F{p.ri?.GDD.UUU;- dari Pemchon sebagai janji

Pembayaran kepada Ny.Ana Djimin yang

berkegiatan usaha dengan nama “Djimi's

Jewelry" ;-_..-_'__ N AR

Foto kopi surat nota tanggal 14 Pebruari 2008 .
nomor 12736 sebagai bukli pembelian barang
modal oleh Pemochon dari Tn.Sofian Djaja,

yang berkegiatan usaha dengan nama “Leg” :

Foto kepi Bilyet Giro Bank' Bumi Arta |, tangal
14 Maret 2008, Nomor ; BD 3803803 sebesar
hp.49.900.000,~ dari Pemchorr sebagai janji
pernbayaran kepada TrSofian Diaja, yang
brkegiatan Usdtia denigan idriz “Le0” | —emme

Foto kopi daftar para kieditur Pemohon - ee--
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Bukti P-6a (P-6a-1) :

Bukti P-@b (P-8a.2) :

BuktiP-6c (P-6a.3) :

Bukti,P-6d (P-6a.4) :
Bukli P-8a (P-6a.5) :

 Bukti P+6f (P-6b.1) :

I FoIT e F01 b wabh
e i R R R Gk
B.L-u | L '.-.J 1," 2 ilq-j .

Eukﬁ P-6h (P-6e. 1),
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Fotc kopi surat nota tanggal 18 Pebruari 2008,

- Momar 325 sobagal bukll pembelian barang

mnda cleh Pemohon dari CV.Sumatera Seni ;-

Fota kopi Bilyst Giro Bank NISP tanggal 19
Marat 2008 |, Nomor : DJ 988.171 sebesar
Rp.45.142.000,- dari Pemohon sebagai janji
pembayaran kepada CV.Sumatera Seni; —---me

Foto kopi surat nota ianggall 6 Maret 2008 |,

~ Nomor 612 sebagai bukti pembelian barang

modal oleh Pemohon dari CV.Sumitera Seni ;-

Foio -kopi Bilyet Giro .Banl NISP tanggal 8
April 2008 | Nomor; DJ 988.172 sebesar

- B 41.824.000 - dari Pemohon sebagai janji

wermbeyaran kepada CV.Sumatera Seni (-

Fato kopi Bilyet Giro Bank NISP tanggal 10

April 2008 , Nomor: LJ 988.173 sebesar
~p.50.000.000,- dari Pemohon sebagai janji
pembayaran kepada CV.Sumatera Seni {v—--—

Foto kopi Bilyet Giro Bank NISP tanggal 31

Maret 2008 , Nomor: DJ 988.174 sebesar
Rp.50.000.000,- dari Pemohon sebagai janji
pembayaran kepada UD.SINAR REJEK]
HANMDAL  atau  dilenal juga'_dengan. nama
U Ry P

T T T ot o e 0 0 10 1 e 0 i e

R

e opd - Bllyst Giro ‘Bank NiSP  tanggal 7
Aprit 2008 , Nomor: DJ 988.‘1?5 sebesar
Rp@M.EGG-.G{ID‘— dart Pemohon. sebagal janji
pembayaran. kepada. UD.SINAR REJEK!
HANDAL atau- dikenal juga- dengan. nama.
LD REJEK 1ot

Foto kopi surat nota tanagal 22 Pebruari 2008,

Nomor: 12745  sebagai. buldi pen'ibeliah
a-’l"f":*‘
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Bukti P-6i (P-6c.2) "

Bukti P-6] (P-6.d)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dahi—dul:f sangkalannya

'-f‘ ' I8

barang modal oleh Pemohon dari Tn.Sofian
Djaja yang berkegiatan usaha dengan nama
‘Leo” ; , s

Foto kopi surat nota tanggal 03 Maret 2008 |
Nomor: 013351  sebagai bukli pembelian
barang modal oleh Pemchon dari Tn.Sofian
Djaja yang berkeciatan usaha dengan nama
LB0" e i |

Foto kopi akta perjanjian kredit tanggal 22 Mei
2007 , Nomor : 05, yang dibuat dihadapan
Indra Wijaya, SH , Notaris di kota Tangerang
dan d1parjanjakan SB[TI]I;IEH dengan tanggal 22
Mei 2008;- : - S

, para

kreditur lain  telah mengajukan bukij berupa folo kopi sural-surat yang telah
_dilegalisir dan telah diberi meterai secukupnya, adalgh s sebagaj berikut :

Untuk kredifur Ny.Ana Diimin :

1. Bukti KI,1-1

> Bulkti KI.1-2- - -

8. Bukti KI.1-3 .-

Fatg KoRi Nota No,00396, tertanggal 27 Pébfuﬂrf
2003 a.n.Toka GUNURg Mas ‘=

Foto kopi Bilyet Giro Bank BumiyfArta  cabang
Tangerang | No.BD 380905, yang diberikan Pemohon
Kepada kmdttur [2in (Ana Djimin} tertanggal 13 Maret

2008 dengan nilai Rp.47.000.000 - namun
ditolak/tidak dapat dicairkan ;------—... |

- i

" Foto knpr kartu keluarga WNI No. 0952070013469,
‘yang d:tarb:tkan clelt Pemerintah Propinsi DK]
Jakarta ‘Kotamadya Jakarta - Barat , atas nama

e

Buyung ijmas (suami Pemohon) :---

Unduk kreditur Bagnk Euml Arta -
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1. Bukti Kl.2-1a ;

Bukti Kl.2-1b :

Bukti KI,2-1c :

2. BuktiKl.2-2a ;

Bukti K1.2-2b :

0

" Bukti KI-2.3b -

4. BuktKl-2.4a:

Bukti 11-2-35 -

19

Foto kopi kartu tanda Pendudul | tanggal 08 Pebruari

12008, ' Nomor 09.5202.4802620299 atas nama

Silpianita (Debitur) ; R e e—

Fefe fieni karti tanda Penduduk , tanggal 09 Pebruari
200{3 i‘dnmfj. 08.5207.200252.5504 alas nama
Buyung Tiiomas (pasangan hidup Debitur) ; —-eem-——

Foto kopi Kartu keluarga Nomor :
(kepala kefuarga Buyung Tjiomas);---

3704.061164

Foto kopi akta perjanjian kradit , Nomor 05, tanggal
22 Mei 2007, yang dibual dihadapan Indra Wijaya, SH,
Nofaris di Tangerang ; -

Foto kopi akta pengakuan hutang., Nomor : 08,

tc:rrggal 22 Wiei 2007, yang dibuat dinadapan Indra
Wuaya.EH Ne*nns di Tangerang j—-=-—-—--—

Folo  koni sortifikat  Hak Milil,  Nomor

51 5DfCeng mr&ng Barat, terlctak di JI. Wedelia Raya
Blok- DB}ﬂv No.23, Komp. Perur Prima Karya
Kencang, Isel.Cengkarcng Barat, Kec.Cengkareng,
Kotamﬂdya,idakarta Baral, DKi Jakarta atas nama
Nyonya Silfianita - S

Foto kopi salinan buku tanoh Hak tanggungan, Nomor
J837/2007, tangpai 12 Juni 2007 yang diterpifkan

. kantor Partqnuh:m Kotamdaya Jakarta Barﬂt berikut

akla pemberian Hak tangoungan Nomor 18/2007
tanggal S0 Mei 2007 yang dibuat dihadapan
Jiri:;d*iysiﬁi Fransisca Suryanatha, §H PPAT di
kctamaclya Iﬂl\ﬂt ta Barat ;

Foto kapl ‘perubahan perjanjian  kredit Nyonya
Sllmanlta dengan PT.Bank Bumi Arta, Tbk, Nomor
110511{}3”Xi-ioﬂﬁ?,___tqnggql 07 Seplember 2007 dibuat
dibawah tangan |, bermaterai CUKUP jmmmmmrmmmmnm e

Kedudukan hukum..., Erlina, FH Ul, 2011.



Bukti-KI-2.4b :

Bukti KJ«2._4G :

Bukti KI-2.4d :

Bukti Kl-2.4e :

Bukti K1-2,5

o

1. Bukti KI-3.1

2 Bukfw-a.2

3. Puk¥ KI-2.3

4. Bukti KI-3.4

DJ.988174, senilai Rp.50.000.000 - -

20

Foto kopi permohonan pencairan tanggal 22 .F‘vat)marii

2008 berikut tanda terima nasabah Demand Loan

‘sabesar Rp.150.000.000,=j-w--sceramuee-

Foto kopi Advis bukti pencairaﬁ Demand Loan

tanggal 22 Pebruari 2008 sebesar Rp.150.000.000,-;-

Foto Rupi‘l,permahonan pencairan ténggai 12 Maret
2008, -berikut tanda terima nasabah %Pﬁmand Loan
sebasar.Rp.50.000.000,- ; : :

Foto kopi Advis bukii pencairan Demand Loan
tanggal 12 iMaret 2008 sebesar Rp.50.000.000,=;~=----

Foto 5-05‘31 Pekaning Koran atas nama Silpianita pada
bulan Feeran 2008 sampai. dengan bulan Maret
2008- {sesuat dengan tembusannya) ;

Foto kopi surat keterangan Domisili usaha No.500/19-
Kel.Btc, diterbitkan oleh An.Kepala Kantor Kelurahan
Batu Ceper, bertanggal 27 Agustus 2007 ; -

Foto kopi nota barang titipan emas setars 383 gram
atau -berat murni 334.204 -No.000780 dari UD.Sinar
Rejeki Handal, yang diterima glgﬁ TQKQ Gunung
MaciC l’* iita, tan fgal 10 Maret 2008 ; g ‘

G L R : ;
"C0 " «Cpi ‘Bilyet Giro Bank NISP  No.warkat

- Foto Kopi Bilyet Giro Bank NISP No.warkat

£J.988175, senilai Rp.44.580.000,-

Menimbang, Yahwa Pemohon dan para kreditur lain tE}IEih mengajukan

kas;mpulannya pada tanggar D?' Moi 2008 : -

M e LY L

Mammbang. vahwa untuk kreditur lain Ny.Ana Djimin i3 mangajukan

kesimpulannya ;

i
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Menirnbang.'bahwa"ﬁaré‘pihak menyatakan tidak -ada lagi yang ‘akan
dikemukakan dalam perkara ini, dan pada akhirnya masmg-masmg mohon
putusan; - e - —eev ; > .

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya
menunjuk pada hal-hal yang termuat daldm berita gdcara pefsidangan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud den tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut diatas S—

Menimbang, bahwa alasan-glasan dari permohonan Peggiion pada
pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa _permohonan pailit dalam perkara ini sebagai Pemohon pailit

-adalah Nyonya Silpianita fSI!ﬂan!ta) selaku De-bltur ‘yang- mempailitkan
dirinya sendirinya ;--e---- pr ) BN :

- Bahwa -kegiatan usahaPemohon berdagang poriilasan _&mas dengan
" nama Tﬁk?'Mas Gunug Mas dijalankan dengan cara membeli barang
modal dari*beberapa produsen perhiasan emas kemudian dijual kembali,

: gntara lain dari :

8. Ny ANA DJIMIN , dengan kegiatan usaha bersama “Djimin"s
Jewelry™

b. CV.Sumatera Seni ;
UD.Sinar Rejeki Handal ;

d_. Tn.Sofian Djaia, dengan km-;l]iaiaﬁ usaha bermama "LEO":

- Bahwa qengan melonjaknya harga emas dunia, musibah banjir yang
menggenangi te-apat kediaman Pemohon dan menurunnya daya beli

_masyargkat menjadikan penjualan lesu dan menyebabkan pendapatan
Pemohon menurun drastis : - ‘
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. Bah\.if'é Pemohon sekarang mampunayi utang yang telah jatuh waktu dan
dapat ditagih antara lain kepada !

a. Ny.ANA DJIMIN sebesar Rp.47.000.000,- (Empat puluh tujuh juta
rupiah) ; |

b."  Tn.SOFIAN DJAJA sebesar Rp.49.900.000- (Empat puluh
sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;----

Bahwa selain utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut

diatas, Pemohon juga mempunyai utang yang belum jatuh wakiu yaitu

kepada :

a. CV.SUMATERA SEN.. ssbesar Rp.146.984.000,- (Seratus empat
puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empét rihu. rupiah);

b.”  UD.SINAR REJEKI HANDAL, sebesar Rp.94.580.000,- (Sembilan
puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu runigh):

C. Tn.SOFIAN DJAJA, ssbesar Rp.169.986,000 - (Ssratus enam

puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puiuh enam ribu
rupiah): '

i

& o _:.Bafhu;f_a Pemohon juga mampunyai hutang kepada PT,Bank. Bumi Arta
) T'bh: berupa utang pokok, bunga dan biaya lain terhitung t'angga'l 7 April

| I;.Zﬁf]ﬁ_ﬁ;abesar Rp.501.137.531,- (Lima ratus satu juta, seratus tiga puluh

' tﬁjuh';’ri_hu lima ratus tiga puluh satu rupiah) |, dengan jam{fan sebidang

A -e;,ﬁ;nl,jtaqah hak milik Mo.5150/Cengkareng Barat yang diikat dengan Hak

" -«Tanggungan :--- e e e

r - - e

- Bahwa Pemohon sekarang sudah tidak mampu membayar utang-utang
tersebut dan mohon dinyatakan paillt dengan segela akibat hukumnyag :----

Menimbang, bahwa untuk membuictikan dalil permohonannya , Pemohon
mengajukan sura

| t bulkdi yang'dibari-tanda P-1 sampai dengan P-8j dan selain
bukti-bukti surat | '

untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya , Pamohon juga
menghadapkan dipersidangan para kreditur yang mempunyai utang kepada

Pamﬂhon yalitu Ny.Ana Djimin, UD.Sinar Rejeki Handal dan PT.Bank Bumi Arta,
TbK ;=--- -
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Menimbang, bahwa para" Kreditur . atas permohonan  Pemohon

dipersidangan pada pokoknya memberi tanggapan dengan menyatakan hal-hal

sebagai berikut : . | bl

[

Tanggapan Kreditur Nv.Ana Diimin :

Bahwa -Ibenar kreditur Ny.Ana Djimin mempunyai piutang atas Pemohon
sabe.sar sebesar Rp.47.000.000,- (Empat puluh tujuh juta rupiah) dan
sangat keberatan atas permohonan Pe;nohon yang Ingin mempailitkan
dirlnya 1< g o [ IR —— e e

Bahwa Pemohon masih terikat daiam ‘perkawinan dengan Buyung

Tjiomas ' dan dalam permchonannya tidak diajukan atas persetujuan
suaminya dan juga tidak dibuktikan bahwa dalam perkawinan antara

Pemohon (Ny Silpianita) dengan Buyung Tjiomas ada pemisah harta
BT 32 {17157 [ UMY N, - —, N —

Bahwa permohonan Pemohon hanya upaya akal-akalan untuk

menghindar dari kewajiban hukumnya dengan cara berlindung dari

putusan kapaiitan i-—=set--— Gy

"-_f.Bahwa harta Pemchon tidak CUKUp untuk membayar tagihan hutang

. I{arena rumah tinggal yang d:akul olen Pemohon telah dijaminkan dengan
~ hak tanggungan I{Epada !f;redutur PT ORI Eumi Arta Thk sseessssocmmniis

""""'Tanqqapan Kreditur UD.Sinar Rejeki Handal :

Bahwa kuasa Hukum UD.Sinar Rejeki Handal memohon  agar
permohonan  Pemohon untuk  mempailitkan dlrmya sendiri  agar
dmyaiakan ditorak untuk seluruhnya ;--es---meemeeeee e

Bakwa hubungan huif.um antara Pemohan dangan denéan UD.Sinar
Rejeki Handal adalah hubungan berupa penitipan barang berupa emas
sebarat 383 gram dan buken hubungan utang piutang ;

Bahwa' usaha Pemohon untuk mempailitkan  dirinya  sendiri adalah
tindakan curang untuk melarikan barang milik kreditur | karena barang
amas tersebut diambil oleh Pemohon pada tanggal 10 Maret 2008 dan 8
(delapan) hari Kemudian yaity pada tengga] 18 Maret 2008 Pemotion
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mengajukan permohonannya , jadi seharusnya barang tersebut masih ada
dan harus dikembalikan kepada kreditur ;---

Bahwa Pemohon tidak merinci /menginventaris isi kios kalau Pemohon

beritikad baik seharusnya perincian tersebut dilakukan ;----- --

Bahwa Pemohon hanya berupaya melepaskan tanggung jawabnya
karena harta Pamohcn t!dElR lagi dapat untuk membayar utang Pemaohon

karena harta Pemohon telah diuGFﬂbUﬂ}'li‘idﬂ oleh pemohon ;

5f*

Bahwa benar Pemohon mempunyai hutang kepada PT.Bank Bumi Arta,
Tok sebesar Rp.501.137.531,- (Lima fatus satu juta, seratus tiga puluh

tu;uh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) , dengan jaminan sebidang

tanah hak r.lilk No.5150/Cengkareng Barat yang diikat dengan Hak
Tanggungan ;--- . -

Bahwa kreditur PT. Bank Bumi Arta Tbk keberatan atas‘permohonannya
Pemchon dan mohon agar permahonannya Pemohon dinyatakan ditolak
untuk seluruhnya ; ==---—--s - -

'Bahu{r'a'-'FT Bank Bumi Arta Tbk sebagai pemeégang hak tanggungan
menghandakl melakulkan penjualan atas tanah berikut bangunan dengan

cara jUEI bah biase tanpa melalui lelang karena selain akan mendapatkan

e harga jual yang tinggi juga tidak melalui proses yang panjang dengan
‘biaya yang tidak sedikit : A e

Menimbang, bahwa kreditur Ny.Ana Djimin untuk membuktikan tanggapan

telah mengajukan sur-.: buktj yang diberi tanda KI.1-1,KI.1 2 dan Ki, 1-3 , Kreditur
PT.Bank Bumi Arta, Tbk mengajukan 5 (limia) surat bukfi yang diberi tanda Kl.2-1

5 sgmpa: dengan KI.2-5 dan Kreditur UD.Sinar Rejeki Handal mengajukan surat
bukti yang diberi tanda K|.3-1 sampai dengan KI.3-4 °

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Debitur pailit harus dipenuhi

ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomur 37 tahun 2004 Tentang
Kepailitan Dan Penundaan Kawajrban Pambayaran Utang (aalaruumya akan

digingkat dengan, UUIK) vang pada pokoknya menyatakan sl Deabiiur yang.
mempunyai dua atsu lsbih kreditur dan tidak- membavar lunan waritdtism sui;
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utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan
Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permochonan satu
atau lebih krediturnya * : e

Menimbang, bahwa dalam permohonan pailit unsur-unsur dari pasal 2
ayat (1) UUK yang harus dibuktikan adalah :
- Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur ;

- Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang ;--- .

- Yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih ;

. Dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan , baik atas permohonannya
sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya ;=---~—---------

Menimbang, bahwa dari dalil permohenan Pemohon dan atas tanggapan

dari para kreditur maka yang menjadi pokok permasalahan rIu dan wajib
dipertimbangkan sucara hukum adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pemohon mempunyai kapasitas sebagai Debitur yang berhak
mengajukan permohonan pailit ;

7 . Apakah permohonan Pemohon memenuhi unsur-unsur pasal 2 sayat (1)
YUK

Ad'! Apakah Femohon mempunyai kapasﬂas sebagai Debitur yang berhak
mengajukan permohonan pailit ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar
secara hukum Pemohon adalah sebagai pihaj Debitur yang berhak mengajukan
permohonan pailit dan yang mempunyai utang kepada kreditur Ny.Ana

Djimin,CV.Simatera Seni, UD.Sinar Rejeki Handal, PT.Bank Bumi Arta Tbk dan
Tn.Sofian Djaja;

Manimbang_, bahwa pengertian kreditur dijelaskan adalah orang yang
mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih
muka Pengadllan (pasal 1 ayat (2) UUK). Debitur adalah orang yang mempunyai
utann karena perjanjian alau undang-undang yang pelunasannya depat ditagih

dimuka Pengadilan (oacal 1 ayat (3) UUK). Permohonan pai ht depat diajukan
alas permochaonan iya sendiri maupun atas permohonan Jatu atau lebih
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Lo krediturnya (pasal 2 ayat 1 UUK), Dengan mengacu pada keteltuan diatas
1201 permohonan pailit uapat dimintakan baik oleh Debitur sendiri maupun kKreditur;---

Mani'mbang, bahwa sesuai pasal 4 ayat (1) UUK diatur "Dalam hal
it permuhanan pemyataan pailit diajukan oleh Debitur yang masin terikat dalam
perkawinan yang sah, permohonan hanya dapat dtajukan atas persetujuan

~ Suami atau isterinya ; - '

- 'Menimbang, bahwa dalam permohonan ini selaku Pemohon adalah
Nyonya Silpianita (Nyonya Silfianita) yaitu selaku Debitur vang akan
mempailitkan dirinya sendiri dan dalam permohonannya tersebut Pemohon
tanpa ada persefujuan “suaminya’ , maka yang menjadi permasatahan adalah
apakah Nyonya Siipianita telah terikat dalam suatu perkawinan atau bila terikat
dengan perkawinan apakah dalam parkawmannya tersebut terdapat adanya
pemisahan harta pe; kawinan ;---se==-=: - " e

Menimbang, bahwa dalam parmohonannya kuasa Hukum Pemchon
menyatakan bertindak untuk dan atas nama "Nyonya" Silpianita tapi dalam
pusua repiik dan Kkesimpulan yeng diajukan kuasa hukum Pemohon lidak
mandahlkan dengan tegas apakah Pemohr.:m telah terikat dalam perkawinan
fangrsah atau tidak, demikian pula kuasa  hukum Pemohon juga ftidak
mambuktlkan dan tidak membantah atas tanggapan dari para kredxtur yang

‘- menerangkan bahwa Pemohon Nyonya Silpianita mempunyai aureng ‘suami

yang bernama BUYUNG TJIOMAS dan daiam parkawinannya 1ersebut dikaruniai
e 2 (dua) orang anak | : - -

SRS, : - o

il
-

| -J l.;_\-,ﬂ--' Menimbang, bahwa dalil tanggapen dari krt,duur yang n}enerangkan
| 1 iy: bahwa Pemochon Ivy.Silpianita mempunyai seorang suami yang bernama
_.;BUYUNG TJIDMAS dan dalam perkawinannya {ersebut dikarunial 2. «{dug) orang

b Lok’ dlbuktakan dengan surat bukti Ki-1:3=K|-2.1¢c berupa kartu keluarga WNI -
e NO,0BB2070013469 yang diterbitkan olah Pemerintah Propinsi Dil Jakarla

- Il{oiamadya Jakarla Barat atas nama Buyung Tjiomas selaku Kepala Keluarga |,

Dbukti Kl-2.2a=bukti P-6d berupa akia perjanjian kredit, bukti KI-2.2b berupa akta
pengakuan hu{ung Dbahwa dalam bukti tersebut dit lerangkan bahwa Pemohon |

My, Slipiamta daia{n melakukan akla perjanjian kradit dan nelakukan akta

Kedudukan hukum..., Erlina, FH Ul, 2011.



Ry o) = S —

27

pengakuan hutang benar telah mendapat persatujuan dari suam:nya yang
bernama BUYUNC TJ [OMHS '

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut, para kreditur telah mémpu
.- membuklikan bahwa benar secara fakta Pemohon hidup dalam satu rumah
tangga QEngan seorang laki-laki yang bernama Buyung Tjiomas sebagai suami
isteri dan bila bukti tersebut dikaitken dengan pasal 4 ayat (1) UUK maka
permohonan pailit yang diajukan olsh pemohon wajib secara hu}mm mendapat
persetujuan dari suaminya yang bernamea Buyung Tjiomas dan oleh karena
permochonan Pemohon tidak disartsu persetujuan dari suaminya tersebuf makﬂ

secara hukum Pemohon tidak ‘punya kapasitas sebagai F’emohon dalam
permohonan inf;-—--------—---- s A it

5

Menimbang bahwa walaupun secara hukum Pemohon telah dinyatakan
tidakk punya kapactas sebagal Pemohon dan permononan Pemohon wajib
cjin:,ratakﬁn ditolak, namun selain alasan tersebui Majelis Haldm juga akan
mempertimbangkan apakah permohonan Pemohan memenuhi ketentuan pasal 2
ayat (1) UUK agar seseorang dapat dinyatakan pailit ;-----—-- e m——

.-Ad'z Apakah ;}ermohﬂnan Pemchon memenubi unsur-unsur pasal 2 ayat (1)

Menimbang , bahwa atas dalil posita parmohonan Pemohon, Pemchon
mengakm mampunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada
' Ikred:tur Ny.Ana Blimin dan Tn.Soflan Djgja dan mempunyai ulang yang belum
. jatuh waktu kepada kreditur CV.Sumatera Seni , UD.Sinar Rejeki Handal dan
PT.Bank Bumi Arta, Tbk . serta pengakuan utang tersebut diakui kebenarannya

oleh kreditur Ny.Ana Djimin , CV.Sinar Rejeki Handal dan PT.Bank Bumi Arta

= —

Manimbang, bahwa atas permchonan pailit yang diajukan oleh Debitur
tersebut para kreditur semuanya menolak atas parmohonan pailit yang diajukan
oleh Pemochon dengan alasan yang pada pnkbhnya Debitur sebagai Pemohon
pa.ht paritikad tidalk batlc {curang) Karena upaya hukum pailit yang diajukan oleh
Pemohor hanyq gobagal  perbuatan akal-akalan dari Pemuhun untuk
mehghindari tanggung jawabnya, bahkan kuaﬂu Fukum UD.Sinar Re; Gfi! Handal

L
barpendapat hahwa Pemohon mtuh malakulkan tindak pnmim poripuan atau

r_j{‘-! h
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penggelapan karena Pemohon mangambil baranq berupa emas pada tanggal 10
Maret 2008 dan pada tanggal 18 Maret 2008 F’emohon mangajukan pailit di
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat j-=seseas--- -~ i

Menimbang, beahwa sesual pasal 8 ayat (4) UUK “Permohonan
permnyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang

- terbukti sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana

dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah e%penuhi N o i e
Menimbang, bahwa apabila keberatan atas fakla yang dlEljukﬂF! oleh para

kradltur bila dihubungkan dengan pasal 8 ayat (4) UUK, maka terbukdi adanya

fakta atau keadaan yang tidak sederhana aabaga:mana dimaksud dalam pasal 2

- ayat {1} UUK ;--- s

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka

. Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemahon tidak punya kapasitas sebagai

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal" 4 ayat (1) UUK dan juga
permohonan Pemohon tidak tﬁrdaipat fakta atau 'keadaan yang '-terblukti
sederhana sebagaamana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 8 ayat (4)
Undang -undang Nomor 37 tahun 2004 oleh karenanya permohorﬂgn Pemolion

'.. sacara hukum tidak peralasan dan wajib dinyatakan ditolalg;«---- i

Mammbarg, bahwa oleh karena permohenan pernyataan pailit dari
Pemahon dinyatakan ditolak maka untuk permohonan Pamohon selebihnya

tentang penunjukkan Hakim Pengawas dan penunjukkan kuralor tidak periu'
dipertimbangkan lagi dan wajib dikesampingkan ;- '

N‘emmbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dmyatakan ditolak
maka biaya yang hmbul dalam perikara ini wajib dibebankan kepada Pernohon :--
Mengingat pasal 2 ayat (1}, péaa! 4 ayat (1), pasal 8 ayatl (4) Undang-
undang Nomor : 37 tahun 2004 tentang Kepailitun Dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Jtang serta pasal- -pasal dan peraturan perunda tng-undangan
lainnya yang berkaitan dengan perkars ini ¢ w—e—e-m—eemem

i

Kecjudukan hukum..., Erlina, FH Ul, 2011.



: iji_' 29

MENGADILIL:

- Menolak permohonan Pernyataan Pailit Pemohon untuk seluruhnya;---=ss---
- Menghukum Pemohon untuk membayar Liaya yang, timbul dalam perkara'__
ini sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) : '

-

sz'mikiéh diputus!ca'n dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Niaga pada Pehgadi!an Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis,
tanggal 15 Mei 2008 oleh kami SUGENG RIYONO,SH.MHum, sebagal Hakim
Ketua Majelis, RENO LISTOWQ,SH.MH dan H.ZULFAHM! SH.MH ,_masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga
dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas
dengan dibantu NINIK RUKMINI,SH , Panitera Pengganti pada Pangadnﬂn
Niaga pada Pengadilan Nagen Jakarta Pusat dengan E.lihd[ilrl Dleh kudsa Hukum

Pemohon, kuasa Hukum kreditur Ny.Ana Djimin, kuasa Hulqum PT.Bank Bumi
Arta, Tbk dan kuasa Hukum UD.Sinar Rejeki Handal.

HAKIM ANGGOTA, | S HAKIMKETUA MAJELS,
¥ |
ECg. T LD A
1. RENO LISTOWO.SHMH SUGENG RIYONO, SH.MHum

7 {/‘ ; ‘

2. HZULFAHMLSH.ME

—

|

ERRNEN D F""|“"-, '-kinwi?""s :
.‘mH bl Bl nthen
Uum g

lilil_'lh{ I-Jl i n-“?*j bI!&Tna?ﬂEB : Fianitefr EP n’?ﬁ ganti'

WAL PapITERA i
._f-'rc_-u mn;:. LRI INIAGA]

" Ninik Rukmini. SH

£'1i l}l!.l'rn

F

r:rviAM LEANAGID, SILMIT
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PUTUSAN

Nomor 377 K/Pdt.Sus/2008
. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah memutuskan sepbagai

berikut dalam perkara kepailitan dari:

Nyonya SILPIANITA (Nyonya SILFIANITA), bertempat
tinggal di Perumahan Taman Kencana JI. Wedelia Raya
Blok D2 No. 23, RT 002 RW 014, Kel. Tegal Alr,
Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, dalam hai ini memberi
kuasa kepada 1. Andreas Eno Tirtakusuma, SH..MH dan
2. Erwan Miswantoro Sentana, SH. para Advokat dan
Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Tita & Mitra,
berkantor di Komplek Rukan Daan Mogot Baru, JI. Utan Jati
Blok 9 B, Nomor 6, Kalideres, Jakarta Barat:

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit/Kreditor:

melawan:

1. Ny. ANA DJIMIN, bertempat tinggal di JIl. Taman Sari
No. 22 E, Jakarta Barat;

2. PT BANK BUMI ARTA, Tbk., berkedudukan di Jin. Wahid
Hasyim No. 254, Jakarta:

3. UD SINAR REJEKiI HANDAL, berkedudukan di Batu Ceper
Permai RT 09/09 Kel. Batuceper, Kec. Batuceper, Kota
Tangerang;

4. CV SUMATERA SENI, berkedudukan di Jl. KH. Hasyim
Ashari No. 20, Jakarta Pusat:

Para Termohon Kasasi dahulu Kreditor lain;
Mahkamah Agung tersebut:

Membaca surat-surat yang bersangkutan:

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan
pernyataan pailit di muka persidang;m Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil

bahwa Pemohon hanya mempunyai mata pencaharian dan hidup dari
kegiatan usaha berdagang perhiasan dengan nama Toko Mas Gunung Mas.

Selain kegiatan usaha berdagang perhiasan emas tersebut, Pemohon tidak
memiliki sumber mata pencaharian lainnya;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 377 K/Pdt.Sus/2008—<
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bahwa kegiatan uaha Pemohon tersebut dijalankan dengan cara
membeli barang modal dari beberapa supplier/produsen perhiasan emas untuk
kemudian dijual kembali, yaitu antara lain dari:
a. Ny. Ana Djimin, yang berkegiatan usaha dengan nama ‘Djimin’s Jewelry”
p. CV Sumatera Seni:
c. UD Sinar Rejeki Handal atau dikenal juga dengan nama UD Rejeki: dan
d. Tn. Sofian Djaja, yang berkegiatan usaha dengan nama ‘Leo"

bahwa guna meningkatkan modal kegiatan usaha untuk berdagang
tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dan mendapatkan pinjaman dari
Bank Bumi Arta dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik No. 5150/
Cengkareng Barat, terdeftar atas nama Nyonya Silfianita (bukti P-2), yang
merupakan sertifikat rumah tempat kediaman Pemochon dan keluarga yang
terletak di Jakarta Barat, Kecamatan Kalideres, Kelurahan Tegal Alur, setempat
dikenal sebagai Perumahan Taman Kencana JI. Wedelia Raya Blok D2 No. 23,
RT 002 RW 014, sekalipun untuk mendapatkan pinjaman tersebut Pemnhon

o\ Narus membayar secara rutin untuk bunga dan pokok pinjaman;
A
‘ﬁ:h bahwa selama ini dalam menjalankan kegiatan usaha berdagang

& 2 térsebut hubungan antara Pemohon dengan para suplier/produsen perhiasan
j :, iar_.;emas tersebut di atas dan Bank Bumi Arta tersebut berjalan dengan sangat
L Kf{ baik dan lancar tanpa kendala yang berarti:
bahwa akhir-akhir ini penjualan di tempat usaha Pemohon menjadi
sangat lesu dan pendapatan Pemohon menurun drastis, yang antara lain
disebabkan karena:

a. Melonjaknya harga emas dunia yang berpengaruh pula pada harga emas di
dalam negeri, sebagaimana diberitakan pada harian Seputar Indonesia
tanggal 15 Maret 2008 (bukti P-3a), hal mana memperkecil margin/
Keuntungan dari penjualan dan sangat memberatkan pedagang perhiasan
emas seperti Pemohon, sehingga tidak jarang Pemohon terpaksa menjual
tanpa untung, bahkan menjual dengan rugi:

b. Menurunnya daya beli masyarakat karena meningkatnya biaya hidup dan
harga-harga kebutuhan pokok, sebagaimana diberitakan pada harian
Kompas, tanggal 13 Maret 2008 (bukti P-3b.1) dan harian Seputar
Indonesia, tanggal 13 Maret 2008 (bukti P-3b.2), sehingga masyarakat
cenderung mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokoknya daripada
membeli perhiasan emas;

c. Musibah banjir pada bulan Februari lalu yang melanda daerah/kawasan
tempat tinggal Pemohon dan menggenangi rumah tempat kediaman
Pemahon selama + 1 minggu, sebagaimana nyata foto-foto yang Pemohon
lampirkan (bukti P-3c) yang menyebabkan Pemohon beserta keluarga

Hal. 2 dani 12 hal. Put. No. 377 K/Pdt.Sus/2008 =<
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harus mengungsi untuk sementara waktu dan tidak dapat menjalankan
ke-;qiatan usaha berdagang serta menimbulkan biaya-biaya pengeluaran
-tidak terduga, di samping kerugian berupa kehilangan/kerusakan harta
benda:
bahwa sekalipun dalam kondisi yang sangat menyulitkan tersebut,
namun sampai dengan per tanggal surat permohonan ini didaftarkan, Pemechon
memiliki kewajiban utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada para
suprlier/produsen perhiasan emas, dengan rincian sebagai berikut;

a. kepéda kreditor Ny. Ana Djimin, yang berkegiatan usaha dengan nama
‘Djimin’s Jewelry’, yang diperjanjikan dibayar dengan bilyet giro Bank Bumi
Arta tanggal 13 Maret 2008, Nomor BD 380905 sebesar Rp 47.000.000,-
(empat puluh tujuh juta rupiah) (bukti P-4a) dan |

b. kepada kreditor Tn. Sofian Djaja, yang berkegiatan usaha dengan

nama ‘Leo’, sesuai dengan surat nota tanggal 14 Februari 2008 Nomor:

12736 (bukti P-4b1) yang diperjanjikan dibayar dengan bilyet giro Bank

Bumi Arta tanggal 14 Maret 2008 Nomor BD 380903 sebesar

Rp 49.800.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)

(bukti P-4b.2);

bahwa selama ini yang menjadi kebiasaan dalam hal pembayaran

adalah, Pemohon -diberikan tenggang waktu yang bervariasi oleh para
supplier/produsen perhiasan emas untuk melakukan pembayaran yaitu antara
2 (dua) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan sejak pembelian barang modal
dari para supplier/produsen perhiasan emas tersebut. dan cara pembayaran
yang dilakukan selama ini adalah dengan dengan menggunakan Bilyet Giro,
dengan tanggal jatuh waktu (tanggal efektif) Bilyet Giro yang sesuai dengan
batas tenggang waktu yang diberikan oleh para supplier/produsen perhiasan
emas tersebut;

Adapun yang dimaksud dengan Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah
kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumiah dana dari
rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan
namanya (vide Pasal 1 huruf d Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia,
Nomor 28/32/Kep/Dir/1995 tentang Bilyet Giro, tanggal 4 Juli 1995), sedangkan
yang dimaksud dengan tanggal efektif dalam Bilyet Giro adalah tanggal mulai
berlakunya perintah pemindahbukuan (vide Pasal 1 huruf | Surat Keputusan
Direksi Bank Indonesia, Nomor 28/32/Kep/Dir/1985 tentang Bilyet Giro tanggal
4 Juli 1995). Dengan demikian sudah tepat kiranya bila tanggal-tanggal
sebagaimana tersebut di atas menjadi dasar perhitungan mengenai kapan
-utang Pemohon telah jatuh waktu dan dapat ditagih oleh para kreditor;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 377 K/Pdt.Sus/2008-=t
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bahwa selain daripada 2 (dua) kewajiban utang yang telah jatuh waktu
dan dapat ditagih sebagaimana tersebut di atas, dalam melakukan usahanya

Pemohon juga masih memiliki sejumlah kewajiban utang yang belum atau akan

jatuh waktu kepada dan dapat ditagih oleh kreditor sebagaimana diuraikan sifat

dan jumlah utang pokok Pemohon, nama dan domisili serta jumlah tagihan
setiap kreditor dari Pemohon, yaitu terdiri dari utang kepada:

a. Kreditor CV Sumatera Seni, berkantor di JI. KH. Hasyim Ashari

No. 20, Jakarta Pusat, sesuai dengan:
.. Surat nota tanggal 13 Februari 2008, Nomor 385 (bukti P-6a.1), yang
diperjanjikan dibayar dengan bilyet giro Bank NISP tanggal 19 Maret
2008, Nomor: DJ 988.171 sebesar Rp 45.142.000,- (empat puluh lima
juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) (bukti P-6a.2); dan

i. Surat nota tanggal 6 Maret 2008, Nomor 612 (bukti P-6a.3), yang

diperjanjikan dibayar dengan bilyet giro Bank NISP, tanggal 6 April 2008,

Nomor: DJ 988.172 sebesar Rp 41.842.000,- (empat puluh satu juta

delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) (bukti P-6a.4) dan bilyet giro

bank NISP, tanggal 10 April 2008, Nomor DJ 988.173 sebesar

Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (bukti P-6a.5);

b. Kreditor UD Sinar Rejeki Handal atau dikenal juga dengan nama UD Rejeki
berkantor di Perum. Batu Ceper Permai Ruko Blok U7, JI. Daan Mogot Km.
21, Tangerang 15122, yang diperjanjikan dibayar dengan;

I Bilyet giro Bank NISP tanggal 31 Maret 2008 Nomor DJ 988.174
sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (bukti P-6.b.1); dan

li. Bilyet giro Bank NISP tanggal 7 April 2008 Nomor DJ 988.175 sebesar
Rp 44.580.000,- (empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu
rupiah) (bukti P-6.b.2);

c. Kreditor Tn. Sofian Djaja, j3;:511:1{,] berkegiatan usaha dengan nama ‘Lec’, yang

sampai dengan saat ini tidak diketahui alamat dan tempat kedudukannya

baik di dalam maupun di luar Negeri, sesuai dengan:

L. Surat nota tanggal 22 Februari- 2008 Nomor 127445 (buki P-6¢.1) yang
belum diperjanjikan pembayarannya, namun berdasarkan perkiraan
Pemohon + berjumlah sebesar Rp 77.686.000 - (tujuh puluh tujuh juta
enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah); dan

ii. Surat nota tanggal 3 Maret 2008 Nomor 013351 (bukti P-6.c.2) yang
belum diperjanjikan pembayarannya, namun berdasarkan perkiraan
Pemohon + Rp 92.300.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu
rupiah);

d. Kreditor PT Bank Bumi Arta Tbk., berkedudukan di Jakarta, JI. Wahid

Hasyim No. 234, Jakarta 10250, sesuai dengan:

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 377 K/Pdt.Sus/2008—=¢C
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.. Akta Perjanjian kredit tanggal 22 Mei 2007 Nomor 05, yang dibuat di
hadapan Indra Wijaya, SH, Notaris di kota Tangerang dan diperjanjikan
sampal dengan tanggal 22 Mei 2008 (bukti P-6.d);
pahwa mengingat keadaan Pemohon dan kondisi usaha saat ini, tidak

mungkin lagi bagi Pemohon untuk melanjutkan kegiatan usaha yang selama ini
dijalankan, dan untuk membayar lunas seluruh kewajiban utang yang telah dan
akan jatuh waktu kepada seluruh kreditornya:

* Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas
sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan
pailit dengan putusan Pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun
atas permohonan satu atau lebih kreditornya (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004)”

bahwa berdasarkan hal-hal di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan

Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai
berikut :

Menerima dan mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan
oleh Pemohon;
Menyatakan Pemohon Pailit dengan segala akibat hukumnya sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit;
(iv) Menunjuk dan mengangkat Kurator menurut hukum:
(v) Menetapkan biaya menurut hukum:

bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan
tanggal 15 Mei 2008 Nomor: 11/PAILIT/2008/PN.NIAGA.JKT.PST. yang
amarnya sebagai berikut:
- Menolak permohonan Pernyataan Pailit Pemohon untuk seluruhnya:

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon pada tanggal 15 Mei 2008, kemudian
terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat
kuasa' khusus tanggal 14 Maret 2008 diajukan permohonan kasasi secara
lisan pada tanggal 22 Mei 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan
kasasi Nomor: 07/Kas Pailit/2008/PN.NIAGA.JKT.PST., jo. Nomor: 11/
Pailit/2008/PN.NIAGA.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/

Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi
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yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/
Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 22 Mei 2008 itu juga: |

pahwa setelah itu olen Termohon Kasasi dahulu sebagai Kreditor lain
yang pada tanggal 22 Mei 2008 telah disampaikan salinan permohonan kasasi
dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diaj.ukan jawaban
memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga
Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 29 Mei 2008 dan tanggal 30 Mei
2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-
alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan
dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-

undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat

enimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi
T-memori kasasinya tersebul pada pokoknya ialah:

)ang tidak terikatnya Pemohon Kasasi dalam ikatan perkawinan yang

ahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum judex facti dalam

putusan pada alinea 3 halaman 26, Pemochon Kasasi berpendirian

bahwa judex .facti telah keliru dalam pertimbangan-pertimbangan
hukumnya tersebut, menéingat: _

a. senyatanya Pemohon Kasasi telah menguraikan dengan panjang lebar
dan telah membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil kreditor
yang mendalilkan sealah-otah Pemohon Kasasi terikat ikatan
perkawinan yang sah secara hukum, quod non; dan

b. dalil-dalil bantahan dan penolakan dari Pemohon Kasasi tersebut
tertuang pada angka 3 & 4 dalam surat Replik Atas Tanggapan Kreditor
Ny. Ana Djimin tanggal 10 April 2008 Nomor Ref: 054/AE-ER/IV/08 dan
juga pada angka 3 halaman 9 dalam surat Kesimpulan tanggal 7 Mei
2008 Nomor Ref.: 071/AE-ER/\/08.

Dengan demikian, nampak jelas kekeliruan judex facti dalam pertimbangan

hukumnya, karena senyatanya sejak semula Pemohon Kasasi telah

menolak dan membantah dalil para kreditor mengenai seolah-olah

Pemohon Kasasi terikat dalam ikatan perkawinan.

Bahwa pertimbangan judex facti dalam putusan dalam alinea 4 halaman 26

dan alinea 1. Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan-

pertimbangan tersebut dan Pemohon Kasasi berpendirian bahwa judex

facti telah keliru dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya tersebut,
mengingat:
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a. dalam menilai ada tidaknya ikatan perkawinan yang sah dari Pemohon
Kasasi, judex facti hanya berdasarkan/berpatokan pada dalil-dalil dan
alat bukti yang digjukan kreditor, yaitu berupa:
- Kartu Keluarga; dan
- Akta Notaris, berupa Akta Perjanjian Kredit dan Akta Pengakuan
Utang.
Padahal secara hukum dan merupakan pengetahuan umum diketahui
bahwa Kartu Keluarga hanyalah merupakan instrumen/dokumen
kependudukan, dan tidak membuktikan ikatan perkawinan yang sah
menurut hukum.
Hal yang menunjukkan judex facti telah salah menerapkan atau
melanggar hukum yang berlaku adalah karena dalam menilai dan
mengadili perkara a quo judex facti dengan begitu saja mengutip dan
mengambil alih dalil-dalil kreditor yang menyesatkan, dan kemudian
menjadikannya sebagai  pertimbangan hukum judex facti dalam
putusannya, sehingga pertimbangan hukum yang menjadi dasar
putusan tersebut rnenjadi menyesatkan pula secara keseluruhan:
. hanya sepenggallsebagian kata-kata dari kalimat dalam Akta Notaris
yang ditimbang oleh judex facti dalam pertimbangan hukurmnnya,
padahal pada halaman pertama dalam Akta Perjanjian Kredit tanggal 22
Mei 2007 Nomor 05 maupun Akta Pengakuan Hutang tanggal 22 Me;i
2007 Nomor 08, yang keduanya dibuat di hadapan Indra Wijaya, SH.,
Notaris di Kota Tangerang degan jelas disebutkan bahwa “... menurut
keterangannya tidak menikah secara sah menurut hukum .. "

, hamun
kalimat tersebut sama sekali tidak menjadi bahan pertimbangan judex
facti;

C. terlepas dari apapun isi kedua Akta Notaris tersebut di atas, ada

tidaknya ikatan perkawinan yang sah secara hukum tidak ditentukan
oleh:

- perkataan/sebutan “Nyonya”:

- Kartu Keluarga; ataupun

- Akta Notaris,

demi hukum, seharusnya yang dijadikan sebagai dasar/tolak ukur oleh
kreditor maupun judex facti dalam menilai adanya ikatan perkawinan
yang sah adalah Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi
yang berwenang, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan yang berfakﬁ.

Senyatanya selama proses pemeriksaan dan dalam acara pembuktian
di muka persidangan, tidak satupun kreditor yang dapat membuktikan
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adanya Akta Nikah/Perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi
yang berwenang, dan dalam putusannya judex facti tidak menimbang
berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan
Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UUK maupun ketentuan-ketentuan dalam
Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya, yang
merupakan ketentuan hukum mengatur dan menjelaskan mengenai
definisi/pengertian dari ikatan perkawinan yang sah menurut nukum,
padahal merupakan kewajiban judex facti untuk menimbang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (vide
Pasal 8 ayat (6) huruf a UUK). Senyatanya Pemohon Kasasi belum
pernah tercatat secara resmi sebagai telah terikat dalam ikatan
perkawinan yang sah, sehingga karenanya tidak pernah ada dan tidak
pernah diterbitkan/diberikan Akta Perkawinan atas nama Pemchon
Kasasi. |

d. pertimbangan-pertimbangan hukum judex facti dalam putusan, yang
didasarkan pada dalil-dalil dan alat bukti yang digjukan Termohon
Kasasi | (Kreditor Ny. Ana Djimin) dan sebagaimana yang tersebut
dalam pertimbangan hukum judex facti “... Kartu keluarga WNI
No. 09520700 13469 yang diterbitkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah
Khusus Ibuketa Jakarta Kotamadya Jakarta Barat atas nama Buyung
Tjiomas ....", selain tidak dapat membuktikan ada tidaknya suatu ikatan

perkawinan yang sah menurut hukum dan hanya berupa fotokopi yang
sama sekali tidak dicocokkan dengan aslinya (sehingga di mata hukum
tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, melainkan hanya dapat
“dianggap sebagai petunjuk), Bukti KL-3 tersebut ternyata tidak sama
dengan dokumen Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi
yang terdaftar dengan nomor 3704.061164 dan tertanggal 21 Februari
2006 (lampiran 1), bukan sebagaimana didalilkan oleh Termchon
Kasasi | (Kreditur Ny. Ana Djimin) dan sebagaimana yang tersebut
dalam pertimbangan hukum judex facti Oleh karena itu seluruh
pertimbangan hukum judex facti, sepanjang yang menyangkut dan
dibuat berdasarkan bukti KL-3 senyatanya adalah keliru.

Bahwa guna menguatkan dalil dan membuktikan fakta bahwa
senyatanya Pemohon Kasasi tidak pernah terikat dalam suaty ikatan
perkawinan yang sah di mata hukum (sehingga karenanya dalam
perkara a quo Pemohon Kasasi tidak memerlukan persetujuan' dari
pihak manapun juga), maka bersama dengan memori kasasi ini,
Pemchon Kasasi melampirkan bukti-bukti berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran tanggal 27 November 1996 Nomor 67/1969
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atas nama Djan Khim (yang adalah nama asli Pemohon Kasasi sejak
lahir) (lampiran 2);

- Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 7 Oktober
1883 Nomor 137/PDT.P/1993/PN.TK. (yang mengganti nama
Pemohon Kasasi dari Djan Khim menjadi Silpianita) (lampiran 3):

- Kutipan Akta Kelahiran tanggal 8 Juni 1983 Nomor 118/1980 atas
nama Nana Yulika (di mana tertulis “Anak perempuan dari Nyonya:
Djan Khim" yang berarti anak luar nikah, dan membuktikan bahwa
Pemohon Kasasi tidak pernah terikat dalam suatu ikatan perkawinan
yang sah di mata hukum) (lampiran 4); Lampiran 4 apabila
dihubungkan dengan lampiran-1 disebutkan bahwa hubungan Nana
Yulika dengan Pemohon Kasasi adalah sebagai anak, namun
sekalipun dalam l|ampiran 1 disebutkan nama Bapak/lbu adalah
Buyung T/Silpianita, akan tetapi berdasarkan lampiran-4, senyatanya
terbukti bahwa Nana Yulika adalah anak luar nikah dari Pemohon
Kasasi, yang tidak pernah terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang
sah di mata hukum.

- Kutipan Akta Kelahiran tanggal 8 Juni 193 Nomr 121/1981 atas nama
Johanes ( di mana tertulis “Anak laki-laki dari Nyonya: Djan Khim"

yang berarti anak luar nikah, dan membuktikan bahwa Pemohon
Kasasi tidak pernah terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah di
mata hukum). Lampiran-5 apabila dihubungkan dengan Lampiran-1
(lampiran-5).
Lampiran-5 apabila dihubungkan dengan Lampiran-1, disebutkan
bahwa hubungan Johanes dengan Pemohon Kasasi adalah sebagai
anak, namun sekalipun dalam lampiran-1 disebutkan nama Bapak/ibu
adalah Buyung T/Silpianita, akan tetapi berdasarkan lampiran-5,
senyatanya terbukti bahwa Johanes adalah anak nikah dari Pemohon
Kasasi, yang tidak pernah terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang
sah di mata hukum.
Dengan tidak terpenuhinya syarat mengenai ikatan perkawinan yang
sah sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
- yang berlaku, maka senyatanya telah membuktikan bahwa Pemohon
Kasasi tidak pernah terikat pada ikatan perkawinan yang sah di mata
hukum, sehingga Pemohon Kasasi tidak memerlukan persetujuan dari
pihak manapun juga dalam perkara a quo.
2. Tentang adanya 2 (dua) kreditor dan utang yang telah jatuh tempo.
Bahwa pertimbangan judex facti dalam putusan pada alinea 4 halaman 27
dan alinea 2 dan 3 halaman 28 telah keliru, mengingat;
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a. dalam pertimbangan hukumnya, judex facti begitu saja mengutip dan
mengambil alih dalil-dalil para kreditor, khususnya Termohon Kasasi I
(Kreditor UD Sinar Rejeki Handal) dan menjadikan dalil-dalil tersebut
sebagai pertimbangan hukum judex facti dalam putusan, padahal untuk
menentukan dan menguji apakah permchonan yang digjukan oleh
Pemohon Kasasi telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UUK,
seharusnya judex facti menimbang mengenai ada tidaknya utang yang
diakui oleh setidaknya 2 (dua) kreditur dan ada tidaknya sedikitnya satu
utang yang jatuh waktu dan tidak terbayar;

b. dalam hal ini, sekalipun seluruh kreditur menolak permchonan

pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, namun

senyatanya terdapat 2 (dua) kreditor yang telah mengakui dan
membenarkan dalil Pemohon Kasasi perihal adanya unsur utang

Pemchon Kasasi kepada mereka:

A adapun kreditor-kreditor yang mengakui dan membenarkan adanya

utang Pemohon Kasasi yaitu:

- Termohon Kasasi | (Kreditor Ny. Ana Djimin) (vide butir pertama

tanggapan kreditor Ny. Ana Djimin, halaman 8 putusan); dan

- Termohon Kasasi Il (Kreditor PT Bank Bumi Arta Tbk). (vide butir

pertama tanggapan kreditor PT Bank Bumi Arta Tbk. halaman 12
putusan).

d. dari kedua utang tersebut, utang Pemohon Kasasi kepada
Termohon Kasasi | (Kreditor Ny. Ana Djimin)-lah yang teiah jatuh waktu,
akan tetapi utang tersebut tidak terbayar sampai dengan per tanggal
didaftarl:annya permohonan pernyataan pailit oleh Pemohon Kasasi.

-Hal mana adalah sesuai dengan keterangan atas bukti KL-2 yang
digjukan oleh Termohon Kasasi | (Kreditor Ny. Ana Djimin) dalam surat

Daftar Bukti Kreditor lain; Ny. Ana Djimin tanggal 30 April 2008:

e. dengan demikian, demi hukum seharusnya yang dijadikan sebagai
dasar/tolak ukur oleh judex facti dalam menilai apakah permohonan
yang diajukan oleh Pemohon Kasasi telah memenuhi unsur-unsur Pasal
2 ayat (1) UUK, adalah ketentuan dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (4)
UUK.

f. pertimbangan-pertimbangan hukum judex facti dalam putusan, yang
didasarkan pada dalil-dalil keberatan kreditor  dan bukannya
berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UUK, jelas-
jelas merupakan dan menunjukkan bahwa judex. facti telah salah
menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, karena
keberatan-keberatan para kreditor ternadap permohonan pernyataan
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pailit yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak ada sangkut pautnya
dengan fakta atau keadaan sumir yang terbukti secara sederhana
sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 ayat (4) UUK. |
Meﬁgingat telah terbukti secara sederhana adanya fakta atau keadaan
mengenai keberadaan utang Pemohon Kasasi kepada 2 (dua) kreditor dan
adanya 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo namun tidak terbayar,
senyatanya telah terpenuhi pula persyaratan untuk dinyatakan pailit
sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UUK, maka oleh karena itu pula
berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UUK, seharusnya tidak ada alasan bagi judex
facti untuk tidak mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan
oleh Pemohon Kasasi dalam perkara a quo:
3. Tentang dalil-dalil permohonan Pemohon Kasasi selain dan selebihnya.
Bahwa Pemohon Kasasi tetap berpegang pada dalil-dalil selain dan
selebihnya sebagaimana pada surat permohonan pernyataan palilit

tanggal 17 Maret 2008 No. 038/AE/III/08 yang tidak ditimbang cleh judex
facti.

%— Z)  Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
Aot ) g:ej endapat:

i}-”f iengenai alasan ke 1, 2 dan 3:

bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh
karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena selain tidak
memenuhi Pasal 4 (1) Undang-Undang Kepailitan juga tidak terdapat fakta atau
keadaan yang terbukti secara sederhana:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagipula
ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan
dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi yang
diajukan oleh Pemohon Kasasi: Nyonya SILPIANITA (Nyonya SILFIANITA)
tersebut haruslah ditolak:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka
Pemohon Kasasi harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat
kasasi:

- Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004,
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain
yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Nyonya
SILPIANITA (Nyonya SILFIANITA) tersebut:
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Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah):

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Jum'at tanggai 4 Juli 2008 oleh H. Atja Sondjaja, SH. Hakim
Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Maijelis,
Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH. dan Andar Purba, SH. Hakim-Hakim Agung
sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu

cleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
para pihak;

Hakim-Hakim Anggota, Ketua,
ttd./ ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH. H. Atja Sondjaja, SH.
ttd./

Andar Purba, SH.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya: i ttd./
1. Melerai ... oo Wy onl 6.000,-  Baharuddin Siagian, SH.
2. Redaksi.......................  Rp 1.000,-
3. Administrasi kasasi ............ Rp 4.993.000,-
Jumlah Rp 5.000.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R

a.n. Panitera

uda Perdata Khusus—<

Nip: 040 049 629

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 377 K/Pdt.Sus/2008

Kedudukan hukum..., Erlina, FH Ul, 2011.



	Halaman judul
	Abstrak
	Bab I
	Bab II
	Kesimpulan dan Saran
	Daftar pustaka
	Lampiran

